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--------·--------

DARI PENERBIT 

--------------·--------------

Dengan tajuk Hukum Konstitusi dan Mahkamah 
Konstitusi buku ini hadir di hadapan pembaca sekalian. 
Dalam buku berisi kumpulan tulisan dari berbagai forum 
diskusi atau media cetak, Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., 
MS menuangkan buah pikirannya tentang hukum, konsti­
tusi dan ketatanegaraan di Indonesia. Di samping sebagai 
salah satu dari sembilan hakim konstitusi di Mahkamah 
Konstitusi RI, Prof. Mukthie -begitu panggilan akrab be­
liau- juga adalah seorang guru besar hukum tata negara di 
Universitas Brawijaya sehingga "pas" kiranya bila kombinasi 
seorang hakim konstitusi yang sekaligus pengajar tersebut 
"menularkan" ilmunya kepada semua kalangan. 

Tersaji dalam 15 bab dengan sistematika yang tersusun 
apik, buku ini dapat dipastikan menjadi salah satu referensi 
dari sekian banyak bacaaan mengenai hukum dan konstitusi 
di Indonesia. Oleh karena merupakan kumpulan tulisan yang 
disampaikan dalam berbagai diskusi mengenai hukum dan 
konstitusi atau dimuat dijurnal ilmiah, terkadang dijumpai 
pengulangan dari berbagai tulisan. Namun demikian, tulisan 
itu tetap kami muat secara utuh dengan maksud menjaga 
orisinalitas pemikiran Prof. Mukthie tersebut. 

Sebagai penerbit yang dipercaya Prof. Mukthie 
untuk menerbitkan buku ini, maka patutlah kiranya kami 
mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas 
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kepercayaan yang diberikan. Selain itu, kamijuga berterima 
kasih kepada Sdr. M. Ali Safa'at yang telah dengan cermat 
mengoreksi naskah buku ini, juga kepada Sdr. Nur Rosihin 
Ana selaku lay-outer sekaligus yang men-setting, serta Sdr. 
Mardian Wibowo yang sudah merancang sampul sehingga 
buku ini dapat terbit. 

Tak berlebihan harapan kami semoga buku ini 
menjadi manfaat dan berguna bagi pemerhati masalah 
hukum dan konstitusi, termasuk mahasiswa, pakar dan 
akademisi, praktisi hukum serta penegak hukum. 

Selamat membaca! 

Jakarta, Juni 2006 

Penerbit 
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MAHKAMAH KONSTITUSI 

REPUBLIK INDONES.IA 

KATA PENGANTAR 
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI 

Sebelum dilakukan perubahan konstitusi pada awal v 

era reformasi, paham yang dianut konstitusi Indonesia 
adalah supremasi MPR berdasarkan ketentuan Pasal 1 
ayat (2) UUD 1945 naskah asli. Berdasarkan paham ini 
lembaga yang berkedudukan sebagai lembaga tertinggi 
negara dengan kekuasaan yang sangat besar adalah MPR. 
Dalam sistem ini tidak dapat diterapkan checks and 
balances karena kekuasaan MPR tidak dapat diimbangi 
dan dikontrol oleh lembaga mana pun juga di Indonesia . 

Seiring datangnya era reformasi yang ditandai 
dengan berhentinya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 
yang lalu, terjadi perubahan konstitusi selama empat 
kali sejak 1999 sampai dengan 2002 yang dilakukan 
oleh MPR. Salah satu hal penting yang dilakukan dalam 
perubahan konstitusi adalah mengadakan perubahan 
paham supremasi, yakni tidak lagi berdasar supremasi 
MPR, tetapi supremasi konstitusi. Hal itu dapat dibaca 
dari ketentuan Pasal1 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan 
yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan 
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 
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Rumusan konstitusi yang demikian menegaskan bahwa 
DUD 1945 merupakan hukum tertinggi dalam mengatur 
dan mengarahkan penyelenggaraan negara. Sebagai 
konsekuensinya MPR tidak lagi berkedudukan sebagai 
lembaga tertinggi negara dan tidak lagi mempunyai 
kekuasaan tertinggi. Dengan demikian kedudukan MPR 
sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, 
seperti DPR, DPD, Presiden, dan MK. Sebagai akibat dari 
perubahan ini, hubungan antarcabang kekuasaan negara 
dapat diselenggarakan dengan menerapkan sistem saling 
kontrol dan mengimbangi (checks and balances). 

Para perumus perubahan DUD 1945 meyakini 
bahwa paham supremasi konstitusi perlu dikawal secara 
konstitusional, institusional, dan demokratis. Untuk itu 
salah satu agenda perubahan konstitusi adalah membentuk 
MK berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C DUD 
1945 hasil Perubahan Ketiga pada tahun 2001. Keberadaan 
MK sangat terkait erat dengan ikhtiar menjaga dan 
menegakkan konstitusi. Dengan adanya lembaga ini, maka 
konstitusi harus dijalankan dan tidak dapat lagi diabaikan, 
dilanggar, atau menjadi pajangan dan simbol belaka, oleh 
siapapun juga, termasuk oleh penyelenggara negara. MK 
menjalankan em pat fungsi, yaitu sebagai lembaga pengawal 
konstitusi, penafsir konstitusi, penegak demokrasi, dan 
penjaga hak asasi manusia. Keempat fungsi tersebut -1 
dilaksanakan melalui pelaksanaan empat kewenangan dan 
satu kewajiban MK sebagai tercantum dalam Pasal 24C 
ayat (1) dan ayat (2) DUD 1945. 

DUD 1945 sebagai konstitusi yang supreme dan 
kewenangan MK terutama pengujian undang-undang 
telah menumbuhkan perhatian yang lebih besar terhadap 
masalah-masalah konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. 
Akibatnya, studi hukum konstitusi (constitutional law) 
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berkembang dengan cepat dan dinamis. Hal ini sangat 
menggembirakan mereka yang selama ini aktif dalam 
bidang studi ini karena pada era pemerintahan Orde Baru 
hal ini sulit te:rjadi mengingat represifnya pemerintahan 
pada masa itu. H ukum konstitusi, yang lebih dikenal dengan 
istilah Hukum Tata Negara, dulunya hanya berpusat pada 
studi kelembagaan negara dan hak asasi manusia, kini 
mulai menyentuh masalah-masalah politik, ekonomi dan v 
sosial. Hal ini sebagai konsekuensi dari UUD 1945 yang 
merupakan konstitusi politik, ekonomi dan sosial. 

Buku yang ditulis oleh Prof. Abdul Mukthie Fadjar , 
S.H., M.S. ini merupakan salah satu referensi berharga 
yang dapat digunakan dalam melakukan studi hukum 
konstitusi dan MK. Buku ini memberikan ulasan dan 
kerangka pemikiran hukum konstitusi di Indonesia mulai 
dari proses perubahan UUD 1945 hingga pelaksanaan 
fungsi MK sebagai penjaga dan penafsir konstitusi (the 
guardian and the intepreter of the constitution). Penulis 
tidakhanya membahas ketentuan- ketentuan konstitusional 
dalam UUD 1945, tetapijuga memberikan ilustrasi tentang 
beberapa putusan MK seperti dalam kasus pengujian 
pengujian UU Sumber Daya Air dan hak pilih eks-anggota 
PKI. Jabatannya sebagai hakim konstitusi pada MK sudah 
tentu memberi nilai tambah buku ini khususnya ketika 
membahas berbagai hal terkait dengan MK. 

Buku_ ini sekaligus menandai 63 tahun usia penulis 
yang dikatakannya sebagai usia Rasulullah Muhammad 
SAW. Karya ini merupakan bagian dari upaya menegakkan 
konstitusi dan menjaga konstitusionalitas bangsa 
Indonesia. Semoga Prof. Mukthie senantiasa dikaruniai 
Allah SWT kesehatan dan kekuatan sehingga tetap dapat 
mendarmabaktikan ilmu dan pengetahuannya untuk 
memajukan bangsa dan negara menuju terwujudnya 
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negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi 
berdasar atas hukum. 

Jakarta, Juni 2006 

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. 
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PRA WACANA PENULIS 

Buku yang bertajuk Hukum Konstitusi dan Mah­
kamah Konstitusi ini merupakan bunga rampai a tau kapita 
selekta tulisan yang mencermati perkembangan Hukum 
Tata Negara setelah Perubahan UUD 1945 yang berlangsung 
empat kali, yaitu Perubahan Pertama (19 Oktober 1999), 
Perubahan Kedua (18 Agustus 2ooo), Perubahan Ketiga 
(9 November 2001), dan Perubahan Keempat (10 Agustus 
2002). 

Sebagai kumpulan tulisan yang pernah penulis pre­
sentasikan di pelbagai fora ilmiah dan fora sosialisasi UUD 
1945 dan Mahkamah Konstitusi, ada kemungkinan terjadi 
ban yak pengulangan dan duplikasi, sesuatu yang sangat sulit 
untuk dihindarkan, bahkan sesungguhnya mencerminkan 
konsistensi sikap penulis terhadap berbagai persoalan ket­
atanegaraan. 

Buku ini diharapkan dapat menambah khazanah ke­
pustakan Hukum Tata Negara, sehingga dapat dimanfaatkan 
oleh para mahasiswa dan para pengajar di fakultas-fakultas 
hukum, bahkan untuk para pengamat dan peminat H ukum 
Tata Negara pada umumnya. 

Melalui buku ini kita dapat berdialog secara interaktif 
melalui kritik-kritik konstruktif para pembaca, karena me­
mang masih banyak hal yang terbuka untuk didiskusikan. 
Berbeda dengan Hukum Tata Negara pada masa lalu yang 
cenderung statis dan kurang diminati, Hukum Tata Negara 
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pasca Orde Baru sangat dinamis dan menggairahkan untuk 
diperdebatkan. 

Pasti ada kekurangan dan kelemahan buku ini, tetapi 
itulah hakikat kehadiran sebuah buku, yaitu agar bisa men­
gundang kritik dari para pembacanya. Semoga bermanfaat 
dan tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Mahka­
mah Konstitusi dan Penerbit KonPress yang memungkinkan 
kehadiran buku ini di haribaan para pembaca. 

Kehadiran buku ini sekaligus menandai 63 tahun 
kehadiran penulis di dunia. Usia 63 tahun dikenal seb­
agai usia Rasulullah Muhammad SAW. Usia sesudah itu 
merupakan usia bonus yang menurut Mar'ie Muhammad 
(mantan Menteri Keuangan RI) merupakan usia sosial 
untuk pengabdian. 

xii 

Jakarta, 24 Desember 2005 

Abdul Mukthie Fadjar 
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REFORMASI KONSTITUSI DALAM MASA TRANSISI PARADIGMATIK 

REFORMASI KONSTITUSI DALAM MASA 
TRANSISI PARADIGMATIK 1 

I. Pendahuluan 

Ideas make man 
We are what we think, and 
the state is what its people think 
(Al-Farabi dalam Madinatul Fadilah) 

Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum 
ini berjudul Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Para­
digmatik dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. 
Pertama, untuk melakukan refleksi atas kelahiran Dekrit 
Presiden 43 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 5 Juli 1959, 
sebagai akibat kegagalan Badan Konstituante melakukan 
reformasi konstitusi (constitutional reform), yaitu meng­
gantikan DUDS Tahun 1950 dengan UUD Baru secara 
demokratis. 
Kedua, untuk mengkritisi proses reformasi konstitusi yang 
kini sedang berlangsung di Indonesia, yaitu dengan telah di-

' Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fa­
kultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, tanggal13 Juli 2002 
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REFORMASI KONSTITUSI DALAM MASA TRANSISI PARADIGMATIK 

lakukannya perubahan-perubahan terhadap UUD 1945 yang 
keberlakuannya kern bali adalah akibat Dekrit Presiden 5 Juli 
1959 melalui Perubahan Pertama (1999), Perubahan Kedua 
(2ooo), Perubahan Ketiga (2001) dan rencana Perubahan 
Keempat (2002), yang kini menimbulkan pro dan kontra. 
Ketiga, untuk melakukan penyadaran berkonstitusi kepada 
masyarakat, khususnya di lingkungan sivitas akademika, 
karena dari pengalaman MPR melakukan penyerapan 
aspirasi masyarakat mengenai perubahan DUD 1945 yang 
dilakukan, uji sahih rancangan perubahan, dan berbagai fora 
akademik, ternyata DUD 1945 dan perubahan-perubahan 
yang telah dilakukan oleh MPR terhadapnya, tidak atau 
belum benar-benar dipahami oleh masyarakat, termasuk 
masyarakat akademik, bahkan ironisnya juga termasuk di si­
vitas akademika fakultas-fakultas hukum, sehingga terkesan 
Perubahan DUD 1945 yang dilakukan MPR bersifat elitis. 

Dalam orasi ini dipakai istilah "Reformasi Konstitusi" 
(Constitutional Reform), selain terkait dengan "reformasi 
hukum" sebagai bagian dari reformasi menyeluruh (total) 
yang dicanangkan pada tahun 1998 menyusul berakhirnya 
pemerintahan Orde Baru, juga maknanya lebih umum 
dan luas yang di dalamnya dapat mencakup amandemen 
(amendement), perubahan, perbaikan, penyempurnaan, 
dan juga pembaharuan atau penggantian (renewal) Kon­
stitusi/UUD. 

Sedangkan istilah "Masa Transisi Paradigmatik 
(Paradigmatic Transition)" di sini mengikuti istilah yang 
dipakai Santos (1995) untuk menggambarkan keadaan di 
mana paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, ber­
bangsa dan bernegara yang lama sudah tidak cocok atau 
relevan lagi dan ingin ditinggalkan, tetapi paradigma baru 
yang ingin dicapai melalui reformasi belum ditemukan a tau 
disepakati. Sebagaimana dikemukakan oleh Kuhn (1970), 
proses perubahan paradigma dari paradigma lama ke para-

4 ABDUL MUKTHIE FADJAR 



REFORMASI KONSTITUSI DALAM MASA TRANSISI PARADI GMATIK 

digma baru akan mengalami masa-masa anomali, krisis dan 
revolusi. Menurut saya, kondisi kita saat ini masih dalam 
masa transisi paradigmatik, paradigma lama ingin diting­
galkan, tetapi paradigma baru belum ada kesepakatan a tau 
bahkan mungkin belum ditemukan. Hal ini akan diuraikan 
lebih lanjut dalam orasi ini . 

Telaah uraian ini menggunakan perspektif Hukum 
Tata Negara (HTN) Kritis, yaitu HTN yang dipengaruhi 
oleh pandangan-pandangan dari Gerakan Studi Hukum 
Kritis (Critical Legal Studies Movement, disingkat CLSM) 
yang berkembang di Amerika Serikat pada dasa warsa ta­
hun 1970-an dan merambah di Indonesia pada akhir dasa 
warsa 1990-an sejalan dengan munculnya gerakan reformasi 
1998, dan juga oleh pengaruh pandangan Legal Polycen­
tricity Movement (disingkat LPM) yang berkembang di 
Skandinavia pada dasa warsa tahun 1990-an (Sinha,1993). 
Pengaruh CLSM terutama mengenai sikap kritisnya atas 
kemapanan pandangan positivisme teori hukum liberal 
bahwa hukum itu netral, otonom dan lepas dari pengaruh 
politik sehingga tak mampu mengatasi berbagai problem 
sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, serta diskrimasi 
ras dan gender. Selain itu CLSM juga menolak pandangan 
teori hukum Marxist yang terlalu menekankan dominasi 
kelas dengan peranan negara yang terlalu besar, karena 
dalam pandangan CLSM hukum itu harus memihak ma­
syarakat yang disadvantage dengan semangat pember­
dayaan (empowering) menuju civil society. Sedangkan 
pengaruh LPM terutama berkaitan dengan pandangannya 
yang mengedepankan pluralitas masyarakat dengan plu­
ralitas hukumnya. Pandangan-pandangan CLSM dan LPM 
penting untuk pengembangan hukum dan ilmu hukum di 
Indonesia, agar hukum kita lebih adil dan responsif, bukan 
hukum yang memihak penguasa a tau mereka yang kuat dan 
memelihara status-quo. 
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II. Dasar-dasar Konstitusional bagi Demokrasi 
yang Berkelanjutan 

{ Fondasi yang paling tepat dan kokoh bagi sebuah 
demokrasi yang berkelanjutan (a sustainable democracy) 
adalah sebuah negara konstitusional (constitutional state) 
yang bersandar kepada sebuah konstitusi yang kokoh yang 
dapat melindungi dirinya dari ancaman, baik dari dalam 
maupun dari luar pemerintahan. Konstitusi yang kokoh yang 
mampu menjamin demokrasi yang berkelanjutan hanyalah 
konstitusi yang mengatur secara rinci batas-batas kewenan­
gan dan kekuasaan lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, 
dan yudisial secara seimbang dan saling mengawasi (checks 
and balances), serta memberijaminan yang cukup luas bagi 
hak-hak warga negara dan hak asasi manusia (HAM). 

Konstitusi yang kokoh bagi sebuah constitutional state 
yang mampu menjamin demokrasi yang berkelanjutanjuga 
harus merupakan konstitusi yang legitimate, dalam arti 
proses pembuatannya harus secara demokratis, diterima dan 
didukung sepenuhnya oleh seluruh komponen masyarakat 
dari berbagai aliran dan faham, aspirasi dan kepentingan. 
Haysom (2001:2) mengemukakan adanya em pat cara proses 
pembuatan konstitusi yang demokratis, yaitu: 
1. by a democratically constituted assembly; 
2. by a democratically elected parliament; 
3· by popular referendum, dan 
4· by popularly supported contitutional commission. 

Pengalaman Indonesia selama lima puluh tujuh tahun 
merdeka (1945-2002) belumlah pernah memiliki konstitusi 
yang demikian, yang proses pembuatannya secara demokra­
tis dan mampu menjamin demokrasi yang berkelanjutan . 
Konstitusi-konstitusi yang pernah kita miliki sejak semula 
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memang didesain bersifat sementara dan pembentukan­
nya belum melalui sebuah proses yang demokratis. Sebuah 
percobaan untuk membuat konstitusi permanen yang de­
mokratis pernah dilakukan antara tahun 1956-1959 melalui 
Badan Konstituante yang para anggotanya dipilih secara 
demokratis pada tahun 1956, tetapi mengalami kegagalan 
yang mendorong keluarnya Dekrit Presiden pada tanggal 
5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945. Di 
samping itu, konstitusi yang pernah kita miliki juga tidak 
mampu menjamin sustainable democracy, malahan konsti­
tusi yang paling lama berlaku hingga kini, yaitu UUD 1945, ./ 
bisa melahirkan corak demokrasi yang berbeda-beda, yaitu 
Demokrasi Parlementer (1945-1949), Demokrasi Terpimpin 
(1959-1966), Demokrasi Pancasila/Orde Baru (1966-1998), 
dan demokrasi era sekarang pasca Orde Baru/ era Reformasi 
(1998-sekarang) di mana ada yang menyebut sebagai de­
mokrasi tanpa label atau transisi menuju demokrasi. 

Oleh karena itu, mestinya kita menyadari betapa 
urgennya Indonesia segera memiliki Konstitusi Baru un­
tuk sebuah Indonesia Baru dengan Paradigma Baru yang 
menjamin sebuah demokrasi yang berkelanjutan, yang 
dibentuk secara demokratis oleh sebuah institusi yang de­
mokratis pula. Pengalaman kesejarahan kita selama lebih 
dari setengah a bad sebagai bangsa dan negara yang merdeka 
menunjukkan betapa "compang-campingnya" aturan main 
sistem ketatanegaraan kita yang berlaku atau pernah ber­
laku, yait"!l UUD 1945 Periode I (1945-1949), Konstitusi RIS 
(1949-1950), UUDS 1950 (1950-1959), UUD 1945 Periode II 
sejak Dekrit Presiden (1959-1999), dan UUD 1945 setelah 
Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat (1999-
2002) yang selalu berujung pada krisis ketatanegaraan dan 
tidak mampu menjamin a sustainable democracy. Momen­
tum reformasi secara total dalam segala bidang kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dicanangkan 
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pada tahun 1998 harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk 
melakukan reformasi konstitusi. 

III. Beberapa Alasan Perlunya Reformasi UUD 
1945 

Seperti telah kita ketahui, bahwa Konstitusi a tau UUD 
yang kini berlaku di Indonesia ialah UUD 1945 yang telah 
mengalami Perubahan Pertama (1999), Perubahan Kedua 
(2ooo), Perubahan Ketiga (2001), dan Rencana Perubahan 
Keempat dan terakhir (2002) . Konstitusi tersebut berasal 
dari UUD yang ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Per­
siapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 
Agustus 1945, pernah diganti dengan Konstitusi RIS 1949 
yang kemudian diganti dengan UUD Sementara 1950, dan 
kemudian dinyatakan berlaku kembali pada tahun 1959 
melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 

Di kalangan ahli HTN memang masih terdapat per­
bedaan pendapat mengenai apakah UUD 1945 setelah 
Dekrit Presiden 1959 sudah merupakan Konstitusi tetap 
ataukah masih bersifat sementara. Alrasid (1997:1) dengan 
mengikuti pendapat Assaat (1951) dan juga Ranawijaya 
(1983:134) berpendapat bahwa selama belum ada peneta­
pan MPR berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUD 1945, maka 
UUD 1945 masih berlaku sebagai konstitusi sementara , se­
hingga sebelum MPR melakukan perubahan terhadap UUD 
1945 atas dasar Pasal 37 seharusnya MPR hasil Pemilihan 
Umum (Pemilu) menetapkan dulu UUD 1945 sebagai UUD 
tetap. Sedangkan Simorangkir (1984;149-155) berp endapat 
bahwa UUD 1945 pasca Dekrit Presiden 1959 sudah meru­
pakan UUD atau Konstitusi tetap dengan merujuk tujuan 
dikeluarkannya Dekrit yang sebelumnya Pemerintah telah 
meminta Badan Konstituante untuk menetapkan berlakunya 
UUD 1945 sebagai UUD tetap setelah Badan Konstituante 
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gagal menyepakati UUD baru menggantikan UUDS 1950 , 
dan selain itu berbagai Ketetapan MPRS dan Ketetapan 
MPR yang dikeluarkan selama Orde Baru secara implisit 
menganggap UUD 1945 sebagai UUD tetap, bahkan ingin 
dilestarikan. Juga realitas politik selama 40 tahun (1959-
1999) sudah melakukan penerimaan diam-diam bahwa UUD 
1945 merupakan konstitusi tetap. 

Sebenarnya, menurut pendapat saya, terlepas dari 
perbedaan pendapat tentang sifat semen tara atau tetap dari 
UUD i945 pasca Dekrit Presiden 1959, UUD 1945 meman g 
harus direformasi, dalam arti bahwa kalau dianggap masih 
bersifat sementara kita harus membuat konstitusi/UUD 
Baru sama sekali, sedangkan kalau dianggap sudah tetap kita 
juga harus merubah atau menggantinya. Fadjar (1998:22-
23) mengemukakan beberapa alasan mengapa UUD 1945 
perlu disempurnakan dalam rangka reformasi hukum pada 
pasca Orde Baru, yaitu: 
a. Alasan historis, sejak semula dalam sejarahnya UUD v 

1945 memang didesain oleh para pendiri negara kita 
(BPUPKI;PPKI) sebagai UUD yang bersifat sementara, 
karena dibuat dan ditetapkan dalam suasana keterge­
sa-gesaan. Yamin (1971:410) mengutip statement Ir. 
Soekarno selaku Ketua PPKI pada tanggal 18 Agustus 
1945 untuk menegaskan sifat kesementaraan UUD 1945 
sebagai berikut: 

... bahwa Undang-Undang Dasarjang buat sekarang 
ini, adalah Undang-Undang Dasar semen tara. Kalau 
boleh saya memakai perkataan: ini adalah Undang­
Undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara 
di dalam suasanajang lebih tenteram, kita tentu akan 
mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat 
jang dapat membuat Undang-undang Dasar jang 
lebih lengkap dan lebih sempuma. Tuan-tuan tentu 
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mengerti, bahwa ini adalah sekedar Undang-undang 
Dasar sementara. Undang-undang Dasar kilat, 
bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah revo­
lutiegrondwet. Nanti kita membuat Undang-undang 
Dasar jmig lebih sempurna dan lengkap (garis bawah 
dari penulis orasi). 

b. Alasan filosofis, dalam UUD 1945 terdapat pen­
campuradukan beberapa gagasan yang saling berten­
tangan, seperti antara faham kedaulatan rakyat dengan 
faham integralistik, antara faham negara hukum den­
gan faham negara kekuasaan (Nasution: 1993). 

c. Alasan teoritis, dari sudut pandang teori konstitusi 
(konstitusionalisme), keberadaan konstitusi bagi suatu 
negara hakekatnya adalah untuk membatasi kekuasaan 
negara agar tidak bertindak sewenang-wenang, tetapi 
justru UUD 1945 kurang menonjolkan pembatasan 
kekuasaan tersebut, melainkan lebih menonjolkan 
pengintegrasian (Mahasin, 1979). 

d. Alasan yuridis, sebagaimana lazimnya setiap konstitusi 
tertulis (UUD) yang selalu memuat adanya klausula 
perubahan di dalam naskahnya, UUD 1945 juga men­
cantumkan hal itu dalam Pasal37. Sebab betapa pun 
selalu disadari akan ketidaksempurnaan hasil pekerjaan 
man usia termasuk pekerjaan membuat a tau menyusun 
UUD. Seperti dinyatakan oleh Moris, seorang peserta 
dan penandatangan naskah UUD Amerika Serikat 
(ditetapkan 1787) bahwa: 

10 

"Nothing human can be perfect. Surrounded by difficul­
ties, we did the best we could; leaving it with those who 
should come after us to take counsel from experience, 
and exercise prudently the power of amendement , 
which we had provided ... " (Kelompok Reformasi Hu-
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kum dan Perundang-undangan , 1999). 

e. Alasan politis praktis, bahwa secara sa dar a tau tidak sa­
dar, langsung atau tidak langsung, dalam praktek politik 
sebenarnya UUD 1945 sudah sering mengal ami pe­
rubahan yang menyimpang dari teks aslinya, baik masa 
1945-1949, maupun masa 1959-1998, seperti terjadinya 
perubahan sistem pemerintahan dari presid ensil ke 
sistem parlementer (tahun 1946), penetapan Soekarno 
oleh MPRS sebaga i presiden seumur hidup (Ketet apan 
MPRS No.III/MPRS/1963), yang berarti menyimp ang/ 
merubah ketentuan Pasal 7 UUD 1945, dan digun ak­
annya mekanisme refer endum untuk merubah UUD 
1945 (Ketetapan MPRS No. IV /MPRS/1983}0. UU No. 
5 tahun 1985 tentang referendum) yang berarti telah 
menyimpang/merubah ketentuan Pasal37 UUD 1945. 
Selain itu , praktik politik sejak tahun 1959-1998 selah1 
memanipulasi kelemahan- kelemahan pengkaidah an 
dalam UUD 1945 yang memungkinkan multi interpr e­
tasi tergantung selera yang sedang berkuasa. 

Sementara itu, Kelompok Reformasi Hukum dan Pe­
rundang-undangan dari Tim Nasional Reformasi Menuju 
Masyarakat Madani yang dibentuk berdasarkan Keppres 
No. 198 tahun 1998 mengemukakan lima kelemahan UUD v 
1945 yang menjadi penyebab ketidakberhasilannya sebagai 
penjaga dan dasar pelaksana prinsip-prinsip demokrasi , 
negara berdasar atas hukum, dan keadilan sosial bagi selu­
ruh rakyat Indonesia, sebagai berikut: 
1. Struktur UUD 1945 menempatkan dan memberikan .; 

kekuasaan yang terlalu besar kepada Presiden yang 
tidak hanya memegang kekuasaan pemerintahan (chief 
executive), tetapi juga menjalankan kekuasaan mem­
bentuk undang-undang (legislatif), di samping hak-
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hak konstitusional khusus (hak prerogratif) Presiden 
sebagai Kepala Negara. 

2. UUD 1945 tidak cukup memuat sistem checks and ba­
lances antara cabang-cabang pemerintahan (lembaga 
negara yang akibatnya kekuasaan Presiden semakin 
besar dan menguat karena tidak cukup mekanisme 
kendali dan pengimbang dari cabang-cabang kekuasaan 
yang lain. 

3. UUD Dasar 1945 memuat berbagai ketentuan yang tidak 
jelas (vague) yang membuka peluang penafsiran yang 
bertentangan dengan prinsip negara berdasarkan atas 
konstitusi, seperti pengkaidahan dalam Pasal1 ayat (2), 
Pasal 7, dan Pasal 28. 

4. Kedudukan Penjelasan UUD 1945 di mana tidak ada 
kelaziman UUD memiliki penjelasan dan materi mua­
tannya juga ban yak yang tidak konsisten dengan Batang 
Tubuh dan juga ada yang seharusnya menjadi materi 
muatan Batang Tubuh, misalnya: v 
a. Empat pokok pikiran dalam Pembukaan kurang 

mencerminkan sepenuhnya isi Pembukaan UUD 
1945, khususnya alinea keempat; 

b. Penjelasan mengenai Presiden diangkat oleh Maje­
lis dan tunduk kepada Majelis tidak sesuai dengan 
pengkaidahan dalam Pasal6 ayat (2) ; 

c. Tentang adanya pranata Mandataris yang tidak 
ada penyebutannya dalam Batang Tubuh; sehingga 
pelembagaan mandataris bisa menimbulkan ber­
bagai implikasi yang dapat bertentangan dengan 
UUD 1945; 

d. Tentang pertanggungjawaban Presiden yang 
dimuat dalam Penjelasan, padahal Batang Tubuh 
tidak mengaturnya; 

e. Penjelasan Pasal 3 yang menyebutkan MPR me­
megang kedaulatan negara sehingga kekuasaannya 
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tidak terbatas telah memindahkan kedaulatan 
rakyat kepada MPR (tidak sesuai dengan pengkai­
dahan Pasal1 ayat 2); 

f. Penjelasan terhadap ketentuan mengenai Dewan 
Pertimbangan Agung (Pasal16); 

g. Penjelasan mengenai Pasal 18 UUD 1945 yang 
tidak sesuai dengan pengkaidahannya; 

h. Beberapa prinsip bernegara, seperti prinsip negara 
berdasar atas hukum, sistem pertanggungjawaban 
presiden, kekuasaan kehakiman yang merdeka, 
dan lain-lain adalah ketentuan-ketentuan nor­
matif yang seharusnya dirumuskan dalam Batang 
Tubuh. 

5. UUD 1945 memuat berbagai ketentuan yang masih 
harus diatur lebih lanjut dalam undang-undang organik 
tanpa disertai araban atau pedoman tertentu, segala 
sesuatu diserahkan sepenuhnya kepada pembentuk un­
dang-undang, akibatnya dapat terjadi berbagai und <.mg­
undang organik dengan obyek yang sama dan sumber 
UUD yang sama tetapi prinsip-prinsip pengaturannya 
berbeda. 

Selain lima kelemahan tersebut, juga masih terdapat ber- 'I 
bagai kekosongan dalam UUD 1945 mengenai pengaturan 
tentang hak asasi man usia, tentang berapa kali masajabatan 
presiden, dan pembatasan waktu pengesahan Rencana 
Undang-Undang (RUU) yang telah disetujui DPR oleh 
Presiden. 

Dalam pandangan Asshiddiqie (2001), "UUD 1945 v 
menjadi instrumen politikyang ampuh untuk membenarkan 
berkembangnya otoritarianisme yang menyuburkan 
praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di sekitar 
kekuasaan Presiden." Oleh karena itu, menurutnya, di mana 
reformasi menyeluruh menyusul berakhirnya kekuasaan 
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Presiden Soeharto, agenda reformasi konstitusi menjadi 
sebuah keniscayaan. Sebab, "reformasi politik dan eko­
nomi yang bersifat menyeluruh tidak mungkin dilakukan 
tanpa diiringi oleh reformasi hukum, sedangkan reformasi 
hukum yang menyeluruh juga tidak mungkin dilakukan 
tanpa didasari oleh agenda reformasi ketatanegaraan yang 
mendasar, dan itu berarti diperlukan adanya constitutional 
reform yang tidak setengah hati." 

Sebenarnya, terlepas dari berbagai kelemahan yang 
melekat pada UUD · 1945 sehingga perlu direformasi, ke­
harusan atau perlunya "peremajaan konstitusi" menurut 
istilahnya Gany (2002), karena konstitusi sebagai kontrak 
sosial merefleksikan hubungan-hubungan kepentingan dari 
seluruh komponen bangsa yang sifatnya sangat · dinamis, 
sehingga apabila terjadi pergeseran aspirasi masyarakat 
yang langsung atau tidak langsung juga dipengaruhi oleh 
dinamika lingkungan global, maka mau tidak mau konstitusi 
pun harus berubah. 

IV. Paradigma dan Kerangka Teoritik Perubahan 
Konstitusi 

j Pada dasarnya perubahan konstitusi harus ber­
landaskan pada nilai-nilai paradigmatik yang timbul dari 
tuntutan perubahan itu sendiri. Melalui paradigma pe­
rubahan akan dapat dijelaskan perbedaan penting antara 
konstitusi lama dengan konsep perubahan yang diinginkan. 
Paradigma itu mencakup nilai-nilai dan prinsip-prinsip 
penting yang mendasar ataujiwa (Gheist) perubahan kon­
stitusi. Nilai dan prinsip itu dapat digunakan untuk me­
nyusun telaah kritis terhadap konstitusi lama dan sekaligus 
menjadi dasar bagi perubahan konstitusi atau penyusunan 
konstitusi baru. 

Di samping persoalan paradigma dalam perubahan 
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konstitusi,juga perlu diperhatikan aspek teoritik dalam pe­
rubahan konstitusi yang akan mencakup masalah prosedur 
perubahannya, mekanisme yang dilakukan, sistem peruba­
han yang dianut, dan substansi yang akan diu bah. Keempat 
aspek teoritik perubahan konstitusi tersebut umumnya 
terkait dengan masalah klasifikasi dan model pendekatan 
terhadap konstitusi, yang sudah barang tentu tidak bisa 
lepas dari gagasan faham konstitusionalisme. 

1. Paradigma perubahan yang ditawarkan. 

Berdasarkan analisis terhadap berbagai kelemahan 
yang melekat pada konstitusi kita yang lama, yaitu UUD 
1945, baik dalam dimensi filosofis, teoritis, yuridis, maupun 
praksisnya, seperti yang telah dikemukakan di muka, maka 
beberapa paradigma perubahan konstitusi saya tawarkan I 
sebagai berikut: 
a. Paradigma kedaulatan rakyat dengan prinsip demokrasi 

yang tidak semata-mata representatif , tetapi juga 
partisipatif, untuk menggeser paradigma lama yang 
cenderung dikontaminasi oleh faham integralistik, se­
hingga menimbulkan dominasi atau hegemoni negara 
yang berlebihan. 

b. Paradigma negara hukum dengan prinsip supremasi 
hukum yang adil dan responsif untuk menggeser para­
digma negara kekuasaan dengan tipologi hukumnya 
yang represif. 

c. Paradigma pembatasan kekuasaan sebagai cermin kon­
stitusionalisme dengan prinsip check and balances un­
tuk menggantikan paradigma sentralisasi kekuasaan. 

d. Paradigma konstitusi yang berbasis hak asasi manu­
sia (HAM) sebagai perwujudan kontrak sosial untuk 
mengubah paradigma bahwa hak-hak rakyatjwarga 
negara adalah merupakan pemberian negarajpenguasa 
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negara. 
e. Paradigma pluralisme dengan semangat toleransi dan 

anti diskriminasi sebagai konsekuensi atas realitas 
kemajemukan Indonesia, baik karena etnisitas, agama, 
kultural, maupun faktor-faktor kemajemukan lainnya, 
untuk menggeser kecenderungan dianutnya paradigma 
monolitik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara. 

2. Aspek teoritik perubahan konstitusi 

Konstitusi sebagai landasan utama pengaturan kehidu­
pan berbangsa dan bernegara lahir dari konstitusionalisme, 
yaitu faham mengenai pembatasan kekuasaan danjaminan 
hak-hak rakyat melalui konstitusi. Nino (1996: 3-4) menge­
mukakan bahwa "constitutionalism means something like 
limited government", meskipun kemudian dalam perkem­
bangannya mengalami pengkopsesian yang bervariasi dari 
yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, seperti 
dikaitkannya dengan gagasan rule of law, separation of 
powers, recognizes individual rights, ketentuan tentang 
judicial review, pengisian pejabat-pejabat publik, pemili­
han urn urn dan sebagainya. Oleh karena itu, reformasi atau 
perubahan konstitusi harus tetap mengacu kepada gagasan 
dasar konstitusionalisme. 

Pengklasifikasian konstitusi yang dilakukan oleh para 
pakar konstitusi, baikyang dikategorikan sebagai pendeka­
tan tradisional (Bryce, Wheare) maupun pendekatan baru 
(Wolf & Phillips) sesungguhnyajuga terkait dengan persoa­
lan perubahan konstitusi yang mencakup prosedural dan 
substansial. Perhatikan misalnya enam klasifikasi konsti­
tusi yang dikemukakan oleh Wheare yang diikuti Bryce: (1) 
written and unwritten; (2) rigid andflexible; (3) supreme 
and subordinate; (4) federal and unitary; (5) separated 
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powers andfusedpowers; (6) republican and monarchial 
(Wolf-Phillips, 1972 :2). Tiga yang pertama lebih terkait 
dengan prosedur dan tiga yang terakhir lebih terk ait dengan 
substansi. Demikianjuga 13 klasifikasi model Wolf-Phillip s: 
(1) CodijiedjUncodijied; (2) Conditional/unconditional ; (3) 

superior/subordinate; (4) rigid/flexible; (5) indig enous/ 
Adv entitious; (6) manifest/latent; (7) presidential execu­
tive/parliamentary executive; (8) monarchical / republican; 
(9) bicameral/ unicam eral; (10) competitiv ejconsolidatory; 
(11) programmati c/ confirmatory; (12) justiciabl e/nuga ­
tory ; (13)jederaljunitary, empatyangpertama lebih terkait 
dengan prosedur sedangkan sembilan berikutn ya lebih 
terkait dengan substansi. 

Oleh karena itu, atas dasar berbagai teori kon stitu si 
tersebut Soemantri (2001) mengemukakan adany a em­
pat aspek yang terkandung dalam perubahan konstitusi , .; 
yaitu: 
a. Prosedurperubahannya , dalam hal ini berkaitan dengan 

institusi yang berwenang melakukan perubahan kon­
stitusi, kuorum dan pengambilan keputusannya . Kalau 
kita simak Pasal 37 UUD 1945 (asli) ternyata memuat 
tiga kaidah hukum: 
1) Yang berwenang merubah UUD adalah MPR 
2) Untuk merubah UUD kuorum sidang MPR adalah 

2/3 jumlah anggota MPR 
3) Sahnya perubahan UUD apabila disetujui oleh 

minimal 2/3 anggota MPR yang hadir. 

Kalau kita kaitkan dengan pandangan Wheare dan 
juga Bryce, UUD 1945 dapat dikategorikan sebagai 
rigid and supreme constitution, sedangkan kalau kita 
kaitkan dengan pandangan Wolf & Phillips termasuk 
conditional and superior constitution, karena pros edur 
perubahannya oleh institusi yang bukan pembuat un-
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dang-undang biasa dan dengan syarat-syarat khusus. 
b. Mekanisme perubahannya, apakah dalam menyiapkan 

perubahan konstitusi dilakukan sendiri oleh institusi 
yang berwenang mengubah ataukah dapat didelegasi­
kan kepada institusi lain yang dibentuk oleh institusi 
yang berwenang tersebut dan kemudian institusi yang 
berwenang hanya menetapkanjmengesahkan. UUD 
1945 ternyata tidak menentukan mekanisme terse­
but. Dalam praktek sejak Perubahan Pertama (1999) 
sampai rencana Perubahan Keempat (2002) mekanis­
menya diserahkan sepenuhnya kepada MPR melalui 
tata tertib persidangannya, dalam hal ini diserahkan 
kepada Badan Pekerja (BP) MPR dan kemudian BP 
MPR menugaskan Panitia Ad Hoc I (PAH I) untuk 
menyiapkan Rancangan Perubahan UUD di mana PAH 
I BP MPR ini dapat mengangkat Tim Ahlijpara pakar 
dan melakukan penyerapan aspirasi publik (baik dalam 
menjaring masukan untuk naskah perubahan maupun 
uji sahih hasil rancangannya). 

c. Sistem perubahan UUD, dalam hal ini menurut 
teori konstitusi dapat dilakukan melalui (Asshiddiqie, 
2001): 

1) pembaharuan naskah (perubahan dalam teks me­
nyangkut hal-hal tertentu); 

2) penggantian naskah (materi perubahan cukup 
mendasar dan banyak); 

3) melalui naskah tambahan (annex atau adendum) 
menurut sistem Amendement Amerika Serikat. 

UUD 1945 ternyata tidak memuat ketentuan tentang 
sistem perubahan ini dan dalam perubahan sejak tahun 
1999 ternyata menganut model atau sistem yang ketiga 
(model USA). 
d. Substansi perubahan, yaitu hal-hal apa sajayang dapat 
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diubahjdiperbaharui dan hal-hal apa yang tidak dapat 
diu bah atau harus terus menerus dipertahankan dalam 
constitutional reform. Ternyata UUD 1945 tidak 
memuat ketentuan tentang hal itu, berbeda dengan 
Konstitusi Republik V Perancis yang melarang peruba­
han bentuk pemerintahan republik dan perubahan 
yang membahayakan integritas wilayah (Pasal 89) 
dan Konstitusi Republik Italia (1947) yang melarang 
perubahan bentuk pemerintahan republik (Pasal139). 
Menurut konsensus fraksi-fraksi MPR tahun 1999, 
hal-hal yang disepakati tidak diubah ialah Pembukaan 
UUD 1945, bentuk negara kesatuan, dan sistem peme­
rintahan presidensiil. 

V. Kritik Prosedural dan Substansial atas Per­
ubahan UUD 1945 oleh MPR 

Seperti telah disinggung di muka, MPR pasca Pemilu 
1999, dengan menggunakan kewenangan yang menurutnya 
dimiliki berdasarkan ketentuan Pasal 37 UUD 1945 telah 
melakukan perubahan-perubahan terhadap UUD 1945, 
yaitu: 
1. Perubahan Pertama (melalui Sidang Urn urn MPR Tahun 

1999) mengubah sembilan pasal yakni Pasal5 ayat (1), 
Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal15 , 
Pasal17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21. Kalau 
kita cermati, inti Perubahan Pertama menyangkut dua 
hal, ialah: 
a. Pembatasan kekuasaan PresidenjWakil Presiden, 

yakni Presiden tidak lagi memegang kekuasaan 
membentuk UU (Perubahan Pasal5 ayat 1), masa 
jabatan Presidenjwakil Presiden maksimal hanya 
dua periodejabatan (Pasal7), kecuali pengangka­
tan para Menteri, pengangkatan dan penerimaan 
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duta negara lain harus mempertimbangkan per­
timbangan DPR (Pasal13), pemberian grasi dan 
rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah 
Agung (Pasal14 ayat 1), pemberian amnesti dan 
abolisi dengan pertimbangan DPR (Pasal14 ayat 
2). 

b. Pemberdayaan DPR, yakni penegasan bahwa DPR 
adalah pemegang kekuasaan untuk membentuk 
UU (Pasal 20 ayat 1) dan juga ketentuan Pasal13 
ayat (1) dan (2), Pasal14 ayat (2), dan juga Pasal 
21 (hak inisiatif DPR). 

2. Perubahan Kedua (melalui Sidang Tahunan MPR Tahun 
2000) yang telah mengubah enam pasal (Pasal18, Pasal 
19, Pasal 20 ayat (5), Pasal 26 ayat 2, Pasal 27 ayat 3, 
dan Pasal 30) dan menambah dengan 17 pasal baru. 
Inti perubahan yang signifikan menyangkut: 
a. Pemerintahan daerahjlokal dengan menganut 

otonomi seluas-luasnya, pengakuan akan daerah 
khusus, daerah istimewa, dan kesatuan masyarakat 
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 
18, 18A, dan 18B). 

b. Pengaturan tentang wilayah negara (Pasal 25E) 
dan penduduk negara (Pasal 26 ayat 2). 

c. Penegasan bahwa anggota DPR harus dipilih 
melalui pemilihan umum (Pasal19 ayat 1), pem­
batasan waktu pengesahan RUU oleh Presidenjika 
telah disetujui DPR (Pasal 20 ayat 5), penegasan 
fungsi DPR (Pasal 20A). 

d. J ami nan konstitusional atas HAM (Pasal 28A s.d. 
Pasal 28J). 

e. Pengaturan tentang Pertahanan dan Keamanan 
Negara (Pasal30) dengan penegasan bahwa TNI 
adalah alat pertahanan, sedang Kepolisian Negara 
alat negara penjaga keamanan. 
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3. Perubahan Ketiga (melalui Sidang Tahunan MPR Ta­
hun 2001) yang mengubah danjatau menambah Pasal 
1 ayat (2) dan (3), Pasal 3 ayat (1), (3), dan (4), Pasal 
6 ayat (1) dan (2), Pasal 6A ayat (1), (2), (3), dan (5), 
Pasal7A, Pasal7B ayat (1) s.d. (7), Pasal7C, Pasal8 ayat 
(1) dan (2), Pasaln ayat (2) dan (3), Pasal17 ayat (4), 
Pasal 22C ayat (1) s.d. (4), Pasal 22D ayat (1) s.d. (4), 
Pasal 22E ayat (1) s.d. (6), Pasal 23 ayat (1), (2), dan 
(3), Pasal 23A, Pasal 23C, Pasal 23E ayat (1), (2), dan 
(3), Pasal 23F ayat (1) dan (2), Pasal 23G ayat (1) dan 
(2), Pasal24 ayat (1) dan (2), Pasal24A ayat (1) s.d . (5) , 
Pasal 24B ayat (1) s.d. (4), dan Pasal 24C ayat (1) s.d . 
(6), dengan inti perubahan sebagai berikut: 
a. Kedaulatan Rakyat tidak lagi sepenuhnya di tangan 

MPR pelaksanaannya, melainkan menurut UUD 
(Pasal1 ayat 2). 

b. Penegasan bahwa Negara Indonesia adalah negara 
hukum (Pasal1 ayat 3). 

c. Penegasan wewenang MPR untuk mengubah dan 
menetapkan UUD, jadi tidak lagi menetapkan 
GBHN (GBHN tak lagi ada karena Presiden dipilih 
langsung). 

d. Presiden/Wakil Presiden tak lagi harus orang In­
donesia asli (Pasal 6 ayat 1). 

r e. Prinsip bahwa Presiden/Wakil Presiden dipilih 
secara langsung dalam satu pasangan cal on (Pasal 
6A). 

f. Alasan dan tata cara pemberhentian Presiden/ 
Wakil Presiden karena alasan pelanggaran hukum 
pi dana berat dan peranan dari Mahkamah Konsti­
tusi (7B). 

g. Penegasan bahwa Presiden tak dapat mem­
bekukanjmembubarkan DPR (7C). 

h. Masalah penggantian Presiden oleh Wakil Presiden 
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jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan , 
dan tidak dapat melakukan kewajiban (Pasal8). 

1. Penegasan tentang kehadiran Dewan Perwakilan 
Daerah (22C dan 22D). 

j. Ketentuan tentang Pemilihan Umum (Pasal 
22E). 

k. Ketentuan tentang BPK yang diatur dalam bab 
tersendiri (Bab VIllA). 

l. Tentang kekuasaan kehakiman dengan adanya 
penegasan sebagai kekuasaan yang merdeka , 

v kehadiran Mahkamah Konstitusi dengan kom­
petensinya, tentang Komisi Yudisial , dan tentang 
hak uji (Pasal 24, 24A, 24B, dan 24D). 

Menurut rencana Perubahan Keempatyang akan dilakukan 
dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 akan berkaitan 
dengan susunan keanggotaan MPR, pemilihan Presidenj 
Wakil Presiden putaran kedua, tentang DPA, kekuasaan 
kehakiman lainnya, masalah agama, pendidikan, dan kebu­
dayaan, masalah perekonomian dan kesejahteraan sosial, 
masalah perubahan UUD, Aturan Peralihan dan Aturan 
Tambahan. 

Dari perubahan-perubahan dan rencana perubahan 
tersebut, Perubahan Ketiga dan Rancangan Perubahan 
Keempat yang menimbulkan pro dan kontra karena me­
nyangkut hal-hal yang sangat mendasar dalam sistem ket­
atanegaraan Indonesia. 

Terhadap perubahan-perubahan UUD 1945 yang telah 
dan akan dilakukan oleh MPR dapat dilakukan kritik yang 
menyangkut prosedural dan substansial sebagai berikut: 

1. Kritik Prosedural 

a. Meskipun Pasal 37 jo. Pasal 3 UUD 1945 (Asli) 
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tidak mengkaidahkan secara tegas institusi negar a 
yang berwenang melakukan perubahan terhad ap 
UUD, tetapi dari Perubahan Pertama, Perubahan 
Kedua, dan Perubahan Ketiga, serta Rancan gan 
Perubahan Keempat, MPR beranggapan bahwa 
dirinyalah yang paling berwenang melakukan 
perubahan. Kritik atas kewenangan MPR ini, teru­
tama dari kalangan yang menghendaki perubahan 
dilakukan oleh sebuah Komisi Konstitusi yan g 
independen, dijawab olPh MPR dengan mengub ah 
Pasal 3 UUD 1945 dengan menambahkan ke­
wenangan MPR untuk mengubah UUD, di sam ping 
kewenangan untuk menetapkan UUD (Perubah an 
Ketiga). 

b. Karena mekanisme perubahan tidak diatur secara 
tegas dalam UUD 1945, maka sesungguhnya pe­
nyiapan Rancangan Perubahan UUD 1945 dapat 
diserahkan kepada sebuah Komisi Konstitu si yang 
independen seperti yang pernah dikemukakan 
oleh Presiden Megawati dan kalangan Koalisi 
Ornop, serta berbagai kalangan pakar konstitu si, 
seperti halnya pada masa Orde Baru dulu yang 
menyerahkan tugas menyiapkan GBHN kepad a 
Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasion al 
(Wanhankamnas) . Penyerahan tugas menyiapk an 
Rancangan Perubahan kepada BP MPR khusu snya 
P AH I di mana para anggotanya mayoritas adalah 
anggota DPRyang penuh kesibukan dengan tugas­
tugas lain dan sarat kepentingan politik jangka 
pendek masing-masing fraksi MPR, sungguh tidak 
tepat, ibarat menyerahkan kepada hakim untuk 
memeriksa dan memutus perkara yang menyang­
kut dirinya sendiri . 

c. Pilihan MPR untuk menganut model atau sistem 

HUKUM KONSTITU SI DAN MAHKAMAH KONSTITUSI 23 



REFORMASI KONSTITUSI DALAM MASA TRANSISI PARADIGMATIK 

Amendement Arnerika Serikat dalam melakukan 
perubahan terhadap UUD 1945, ternyata tidak 
diikuti secara konsisten, karena perubahan yang 
telah dilakukan sebenarnya telah bergeser ke 
perubahan naskah , mengingat cukup banyak 
pasal yang dirubah dan cukup mendasar peruba­
hannya, sehingga telah mengubah seluruh sistem 
ketatanegaraan yang ada. MPR sebenarnya telah 
melakukan Renewal terhadap UUD 1945, bukan 
Amandemen UUD 1945, hanya masih setengah 
hati. 

2. Kritik Substansial 

Kritik yang dilakukan oleh banyak kalangan ahli 
bahwa MPR dalam melakukan perubahan substansi 
UUD 1945 tidak memiliki paradigma tertentu ternyata 
terbukti . Kalangan MPR sering mengatakan bahwa 
untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 MPR 

v' berpegang pada lima kesepakatan fraksi-fraksi, yaitu: 

24 

a. Perubahan tidak dilakukan terhadap Pembukaan 
UUD 1945; 

b. tetap dianutnya bentuk negara kesatuan; 
c. tetap dianutnya sistem pemerintahan pre­

sidensial; 
d. dihapuskannya Penjelasan UUD 1945 dengan me­

masukkan hal-hal yang bersifat normatifke dalam 
pasal-pasal Batang Tubuh; dan 

e. dianutnya sistem perubahan menurut model 
adendumj amendement Arnerika Serikat. 

Seorang anggota MPR dalam suatu forum di LIPI tahun 
2000 menyatakan bahwa paradigma perubahannya 
ya Pembukaan UUD 1945 itu sendiri, tetapi ternyata 
Pembukaan UUD 1945 tetap hanya menjadi sekedar 
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"pajangan " tidak di break down dalam pengkaid ahan 
di Batang Tubuh. 
Beberapa kritik substansial dapat dikemukak an sebagai 
berikut: 
a. Pergeseran kekuasaan membentuk UU dari tangan 

Presiden ke DPR (Perubahan Pertama) mesti­
nya dengan kehadiran Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD, dalam perubahan Ketiga) kekuasaan legis­
latifitujuga ada pada DPD bersama DPR. Suatu 1/ 

kecenderungan pergeseran dari executive heavy ke 
legislative heavy juga muncul dalam perubah an­
perubahan ini, seperti pengangkatan Pan glima 
TNI, Kapolri, duta besar dan lain -lain yang perlu 
persetujuan DPR. 

b. Tetap ingin mempertahankan NKRI, tetapi nuansa 
federalisme nampak pada pengkaidahan mengenai 
Pemerintahan Daerah (perubahan pasal 18 clan 
penambahan pasal 18A dan 18B). Juga nuansa 
bikameralisme dalam sistem lembaga perwakilan 
(kehadiran DPR dan DPD dalam repres entas i di 
MPR) mencerminkan kecenderungan federalisme 
yang dianut (sistem bikameral lazim dianut di 
negara-negara yang berbentuk serikatjf edera l). 

c. Keinginan mempertahankan sistem presidensial 
dengan perubahan pengkaidahan dalam cara me­
milih presiden dan sistem imp eachm entn ya tetap i 
masih ingin keberadaan MPR tidak berub ah seb­
agai lembaga super. 

d. Dualisme sistem pengujian peratur an perund ang­
undangan antara Mahkamah Agung, Mahkamah 
Konstitusi , dan juga MPR. 

e. Ingin menghapus Penjelasan UUD 1945, tetapi 
beberapa rumusan pasal-p asal perub ahan tetap 
bel urn jelas . 
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f. Rumusan pasal-pasal mengenai HAM masih seke­
dar mengangkat apa yang sudah dimuat dalam 
Ketetapan MPR No. XVII/MPR/ 1998 dan UU No. 
39 Tahun 1999 dalam Konstitusi tanpa memper­
hatikan ketepatan dan relevansinya, di samping 
masih menganut asas non-retriaktif [Pasal 28I 
ayat (1)] sehingga tidak memungkinkan diadilinya 
kejahatan kemanusiaan masa lalu, suatu hal yang 
telah ditinggalkan di banyak negara. 

g. Masih meletakkan supremasi hukum di bawah 
supremasi politik yang ditunjukkan dalam peng­
kaidahan mengenai kompetensi Mahkamah Kon­
stitusi dan kaitannya dengan peran yang tetap 
dominan di MPR dalam persoalan impeachment 
terhadap PresidenjWakil Presiden yang melaku­
kan kejahatan-kejahatan pidana berat. 

h. Masih banyak rumusan-rurimsan yang terbuka 
untuk multi interpretasi, seperti rumusan dalam 
Pasal1 ayat (2) tentang kedaulatan dan juga Pasal 
7A. 

1. Seperti halnya konstitusi di beberapa negara (misal 
Perancis, Italia) jika ada prinsip-prinsip yang in­
gin terus dipertahankan, seyogyanya dimasukkan 
saja di dalam konstitusi seperti larangan untuk 
merubah bentuk pemerintahan republik. Naskah 
rancangan perubahan Pasal37 ayat (5) dan catatan 
untuk Pasal 25E (pemisahan wilayah) dengan ke­
mungkinan melaui referendum akan sangat rawan 
dan bertentangan dengan komitmen memperta­
hankan NKRI. 

VI. Penutup 

Dari apa yang telah dikemukakan di atas dapat disim-
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pulkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Perubahan dan bahkan sebenarnya penggantian 

UUD 1945 dengan UUD Baru adalah kebutuhan bagi 
Indonesia untuk membangun negara konstitu siona l 
(constitutional state) yang kokoh yang menjamin 
sustainable democracy . 

2. Kekacauan dan munculnya pro dan kontra perubah an 
UUD 1945 adalah karena ketiadaan visi, misi, dan juga 
paradigma yang jelas dari MPR dalam melakukan pe­
rubahan . 

3. Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, dan Perubah an 
Ketiga tak mungkin ditinjau kembali dan Perubah an 
Keempat harus terus dilakukan agar tidak muncul 
krisis konstitusional. Apa yang telah dihasilkan MPR 
disarankan untuk diserahkan kepada sebuah Komisi 
Konstitusi untuk disinkronisasikan dan diharmon­
isasikan sebagai raw materials dan dijadikan sebagai 
interim atau transitional constitution . 

4. Keberadaan Komisi Konstitusi dimungkinkan ata s 
kehendak MPR, karena mekanisme perubahan tid ak 
diatur dalam UUD 1945, jadi seperti halnya MPR 
menugaskan PAH I BP MPR untuk menyiapkan naskah 
perubahanjnaskah baru UUD. 
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MEMBANGUN KONSTITUSIONALISME IND ONESI A 

MEMBANGUN 
KONSTITUSIONALISME INDONESIA 

I. Pendahuluan 

Salah satu misi Mahkamah Konstitusi RI (MKRI) iala h I 
"membangun konstitusionalisme Indone sia dan budaya 
sadar berkonstitusi". Masalahnya adalah apakah konsti­
tusionalisme Indonesia itu memang sudah ada dan hanya 
perlu mengembangkannya, ataukah konstitusion alisme In­
donesia itu masih perlu digali dan dibangun. Permasal ahan 
terse but muncul karena kita telah mengalami beberap a kali 
perubahan danjatau penggantian konstitusi, dan bahkan 
konstitusi yang kini berlaku, yaitu UUD 1945 setelah em pat 
kali perubahan, masih ada yang ingin mengubahnya lagi dan 
ada yang ingin kembali ke UUD 1945 yang "asli" (sebelum 
perubahan). 

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, kita telah 
mengalami beberapa kali perubahan danjatau penggantian 
konstitusi, yaitu UUD 1945 yang ditetapkan dan disahk an 
oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pad a 
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tanggal18 Agustus 1945, pernah diganti dengan Konstitusi 
RIS 1949 (27 Desember 1949-17 Agustus 1950) yang ke­
mudian diganti dengan UUD Sementara 1950 (17 Agustus 
1950-5 Juli 1959), selanjutnya UUD 1945 diberlakukan 
kembali melalui Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, 
dan akhirnya mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) 
kali, yaitu Perubahan Pertama Tahun 1999, Perubahan 
Kedua Tahun 2000, Perubahan Ketiga Tahun 2001, serta 
Perubahan Keempat Tahun 2002. 

Apakah perubahan dan/ a tau penggantian konstitusi 
tersebut di atas berarti perubahan konstitusionalisme In­
donesia? Tulisan ini berupaya untuk menelusurinya den­
gan melakukan telaah terhadap faham konstitusionalisme 
yang terkandung dalam konstitusi-konstitusi yang pernah 
berlaku. Sudah barang tentu, terlebih dahulu perlu ditelaah 
mengenai konstitusionalisme dan konstitusi pada umum­
nya, agar jelas kriteria atau tolok ukur yang dipakai untuk 
memahami konstitusionalisme yang akan dibangun. 

II. Konstitusi dan Konstitusionalisme 

Dasar yang paling tepat dan kokoh bagi sebuah 
negara demokrasi adalah sebuah negara konstitusional 
(constitutional state) yang bersandar kepada sebuah kon­
stitusi yang kokoh pula. Konstitusi yang kokoh hanyalah 
konstitusi yang jelas faham konstitusinya atau konstitu­
sionalismenya, yaitu yang mengatur secara rinci batas-batas 
kewenangan dan kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, 

v' dan yudisial secara seimbang dan saling mengawasi (checks 
and balances), serta memberikanjaminan yang cukup 
dalam arti penghormatan (to respect), perlindungan (to pro­
tect), dan pemenuhan (to fulfill) hak warga negara dan hak 
asasi manusia (HAM). Atau dengan kata lain, konstitusion-

..; alisme adalah faham mengenai pembatasan kekuasaan dan 
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jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Nino (1996: 3-4) 
mengemukakan bahwa "constitutionalism means something 
liked limited government", meskipun dalam perkembangan­
nya mengalami pengkonsepsian yang bervariasi, dari yang 
paling sederhana sampai yang paling kompleks, seperti 
dikaitkan dengan gagasan rule of law, separation of pow­
ers, recognizes individual rights,judicial review, pengisian 
pejabat publik, pemilihan umum , dan sebagainya . 

Konstitusi yang kokoh bagi sebuah constitutional state 
juga harus merupakan konstitusi yang legitimate, dalam arti 
proses pembuatannya harus secara demokratis , diterima dan 
didukung sepenuhnya oleh seluruh komponen masyarakat 
dari berbagai aliran dan faham, aspirasi dan kepentingan. 
Haysom (2001) mengemukakan adanya empat cara proses 
pembuatan konstitusi yang demokratis, yaitu: 
1. by a democratically constituted assembly; 
2. by a democratically elected parliament; 
3. by popular referendum; dan 
4· by popularly supported constitutional commission . 

Konstitusionalisme memuat baik aspek prosedural/ 
formil, maupun substansialjmateriil dari konstitusi. Aspek 
proseduraljformil berkaitan dengan prosedur pembuatan 
dan 'prosedur perubahan konstitusi, serta apakah konstitusi 
bersifat supreme atau superior atau tidak (misal kaitan 
dengan perjanjian internasional). Mengenai prosedur pem­
buatan konstitusi lihat pandangan Haysom di atas , me­
ngenai perubahan konstitusi meliputi prosedur perubahan 
khususnya institusi yang berwenang mengubah, mekanisme 
perubahan, sistem perubahan, dan isi yang atau tidak dapat 
diubah (Soemantri, 2001). 

Sedangkan aspek substansialjmateriil berkaitan den­
gan isi konstitusi yang meliputi isu-isu: 
a. bentuk negara kesatuan atau negara federal; 
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b. bentuk pemerintahan republik atau kerajaan; 
s. sistem pemerintahan presidensial atau sistem parle-

menter; 
d. sistem perwakilan unikameral atau sistem bikameral; 
e. sistem pembagianjpemisahan kekuasaan; 
f. sistem kekuasaan kehakiman; 
g. hubungan negara dengan rakyat (hak warga negara/ 

HAM); 
h. berbagai sistem kehidupan bernegara (ekonomi, pen­

didikan, pertahanan dan keamanan, agama, dan lain­
lain). 

III. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia 

Dari aspek-aspek proseduraljformil dan substan­
sialjmateriil yang terkandung dalam konstitusionalisme 
sebagaimana diuraikan di atas, akan kita telaah faham kon­
stitusi (konstitusionalisme) Indonesia yang tercermin dalam 
konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. 

1. Konstitusionalisme dalam UUD 1945 sebelum 
Perubahan 

UUD 1945 sebelum Perubahan, dipersiapkan oleh 
BPUPKI (Mei-Juli 1945) yang disempurnakan, ditetapkan, 
dan disahkan oleh PPKI pada tanggal18 Agustus 1945, ber­
laku dalam dua periode, yaitu Periode I (17 Agustus 1945-27 
Desember 1949) dan Periode II (5 Juli 1959-19 Oktober 

v 1999). Konstitusionalisme yang terkandung dalam UUD 
1945 sebelum perubahan dapat kita fahami dari prinsip­
prinsip yang terdapat dalam Pembukaan, Batang Tubuh, 
dan Penjelasannya, sebagai berikut: 
A. Aspek proseduraljformal: 

a. Konstitusi dimaknai sebagai hukum dasar (droit 
constitutionnel) yang mencakup UUD sebagai 
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hukum dasar tertulis (written constitution) dan 
hukum dasar tak tertulis (unwritten constitution), 
yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan ter­
pelihara dalam praktek penyelenggaraan negara 
(Penjelasan UUD 1945). 

b. UUD bersifat singkat dan supel (flexible const i­
tution) agar jangan sampai sistem UUD ketinggalan ...! 
zaman, maka UUD hanya memuat aturan pokok, 
sedangkan penjabaran aturan pokok melalui un­
dang-undang (Penjelasan) , maka cara perubah an 
UUD justru dibuat rigid oleh suatu lembaga khusus 
(MPR) dengan prosedur khusus (vide Pasal 33 
UUD 1945). Dengan demikian, konstitu si Indon e­
sia bersifatflexible dan sekaligus bersifat rigid. 

c. Prosedurpenetapan (dan pembentukan) konstitu si 
(UUD) dilakukan oleh suatu lembaga tertinggi neg­
ara (MPR) yang merupakan representasi politik 
(DPR), teritorial (Utusan Daerah) , dan fungsional 
(Utusan Golongan) . 

d. Dari Penjelasan UUD 1945juga dapat kita simpul­
kan bahwa kita menganut supreme constitution. 

B. Aspek substansialjmateriil: 
Dari Penjelasan dan Pasal-pasal UUD 1945 menun­
jukkan aspek materiil/ substansial konstitusionali sme 
Indonesia sebagai berikut: 
a. Asas negara persatuan (asas integralistik) , yaitu 

negara yang melindungi dan meliputi segenap dan 
seluruh bangsa, mengatasi segala paham golongan 
dan paham perseorangan; 

b. Negara mewujudkan keadil an sosial bagi seluruh 
rakyat; 

c. N egara yang berkedaulatan rakyat dengan sistem 
permusyawaratan dan perwakilan ; 

d. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa , 
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sehingga mewajibkan pemerintah dan lain-lain 
penyelenggara negara untuk memelihara budi 
pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang 
teguh cita-cita moral rakyat yang luhur; 

e. Negara berdasar atas hukum (rechtsstaat); 
f. Pemerintah berdasar sistem konstitusi , menolak 

a bsol utisme; 
g. Sistem MPR, yaitu MPR sebagai pelaksan a 

sepenuhnya kedaulatan rakyat merupakan pe­
megang kekuasaan negara yang tertinggi yang 
menetapkan UUD dan GBHN, memilih Presiden 
dan Wakil Presiden; 

h. N egara kesatuan dengan bentuk pemerintahan 
republik; 

1. Sistem pemerintahan quasi presidensial, yaitu 
Presiden dan DPR sejajar, Presiden bertanggung 
jawab kepada MPR, dan para menteri bertanggung 
jawab kepada Presiden; 

J. Kekuasaan kehakiman yang merdeka; 
k. Sistem pemerintahan lokal dengan asas desen­

tralisasi dan dekonsentrasi, serta menghormati 
asal usul keistimewaan daerah; 

l. Demokrasi ekonomi dengan asas kekeluargaan di 
mana cabang-cabang produksi yang penting dan 
menguasai hajat hid up orang ban yak serta sumber 
daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; 

m. Pengakuan HAM di bidang hak-hak sipil dan poli­
tik (kebebasan beragama, persamaan di bidang 
hukum dan pemerintahan, kebebasan berserikat 
dan berkumpul, serta berpendapat), hak ekonomi, 
sosial, dan budaya (hak atas pekerjaan yang layak 
dan upah yang layak, hak mendapat pendidikan, 
dan lain-lain). 
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2. Konstitusionalisme dalam Konstitusi RIS 
1949 

Konstitusi RIS lahir akibat perubahan bentuk negara 
kesatuan menjadi negara serikat dan berlaku dari tan ggal 
27 Desember 1949 sampai dengan tanggal17 Agustus 1950 
dengan kandungan konstitusionalisme sebagai berikut : 
A. Aspek proseduraljformal: 

a. merupakan konstitusi tertulis; 
b. pembentukan konstitusi oleh Konstituant e (badan 

pembuat Konstitusi); 
c. perubahan konstitusi dengan UU Federal. 

B. Aspek substansialjmaterial: 
a. Bentuk negara serikat (federal); 
b. Bentuk pemerintahan republik; 
c. Sistem pemerintahan parlementer; 
d. Tipe negara hukum yang demokratis; 
e. Sistem demokrasi ekonomi; 
f. Sistem bikameral dalam lembaga perwakilan : DPR 

Federal dan Senat ; 
g. Pengaturan HAM yang lengkap; 
h. Kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh Pemer­

intah bersama-sama dengan DPR dan Senat; 
i. Independensi kekuasaan kehakiman; 
J. Dasar negara Ketuhanan Yang Maha Esa, perike­

manusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan 
sosial (Pancasila). 

3· Konstitusionalisme dalam UUDS 1950 

UUDS 1950 menggantikan Konstitusi RIS 1949, ber­
laku mulai tanggal17 Agustus 1950-5 Juli 1959 berda sarkan 
UU Federal No. 7 Tahun 1950. Konstitusionalism e yang 
terkandung dalam UUDS 1950 adalah sebagai berikut: 
A. Aspek prosedural j formal: 
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a. Merupakan konstitusi tertulis (written cons­
titution); 

b. Pembentukan konstitusi oleh Konstituante; 
c. Perubahan konstitusi/UUD oleh Majelis Per­

ubahan DUD. 
B. Aspek substansialjformal: 

a. Negara berdasarkan Pancasila; 
b. Bentuk negara kesatuan; 
c. Bentuk pemerintahan republik; 
d. Sistem pemerintahan parlementer; 

, e. Tipe negara hukum yang demokratis; 
f. Kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh Pemer-

intah dan DPR; 
g. Prinsip demokrasi ekonomi; 
h. Pemilihan umum dengan sistem proporsional; 
1. Pengaturan HAM yang cukup lengkap; 
J. Sistem pemerintahan lokal dengan otonomi seluas­

luasnya; 
k. Independensi kekuasaan kehakiman. 

4· Konstitusionalisme dalam UUD 1945 sesudah 
Perubahan 

Perubahan DUD 1945 berlangsung sebanyak em­
pat kali berturut-turut, yaitu Perubahan Pertama (1999), 
Perubahan Kedua (2ooo), Perubahan Ketiga (2001), dan 
Perubahan Keempat (2002). Perubahan-perubahan tersebut 
menganut 5 (lima) prinsip dasar, yaitu: 
a. Tidak mengubah Pembukaan DUD 1945; 
b. Tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan; 
c. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial; 
d. Meniadakan Penjelasan dan memasukkan hal-hal nor­

matif Penjelasaan ke dalam pasal-pasal DUD; 
e. Perubahan DUD 1945 dilakukan dengan cara adendum. 
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Konstitusionalisme yang terkandung dalam UUD 1945 
sesudah Perubahan adalah sebagai berikut: 
A. Aspek prosedural/formal: 

a. merupakan konstitusi tertulis; 
b. pembentukan konstitusi oleh MPR; 
c. perubahan konstitusi oleh MPR dengan prosedur 

yang diperberat (merupakan rigid constitution) ; 
B. Aspek substansial/materiil: 

a. dasar negara Pancasila; 
b. bentuk negarakesatuan (tak boleh diubah); 
c. bentuk pemerintahan republik 
d. sistem pemerintahan presidensial; 
e. tipe negara hukum; 
f. lembaga perwakilan soft bicameralisme (MPR 

dengan anggota dari seluruh anggota DPR dan 
seluruh anggota DPD); 

g. kedaulatan rakyat; 
h. pembagian kekuasaan dengan sistem checks and 

balances; 
1. independensi kekuasaan kehakiman yang berada 

di tangan Mahkamah Agung beserta badan-badan 
peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konsti­
tusi; 

j . sistem pemerintahan lokal dengan otonomi seluas­
luasnya; 

k. sistem demokrasi ekonomi; 
l. pengaturan HAM yang cukup lengkap. 

IV. Membangun Konstitusionalisme Indonesia 

Dari telaah konstitusionalisme pada umumnya dan 
konstitusionalisme yang terkandung dalam konstitusi-kon­
st_itusi yang perriah berlaku seperti uraian tersebut di atas , 
dapat ditarik semacam benang merah konstitusionali sme 
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Indonesia yang ingin kita bangun sebagai berikut: 
1. Aspek proseduraljformal: 

a. Merupakan konstitusi tertulis (UUD); 
b. Merupakan rigid constitution ; 
c. Merupakan supreme / superior constitution ; 

2 . Aspek sub stansialjmateriil: 
a. Negara berdasar Pancasila (bukan negar a agam a 

atau negara sekuler); 
b. Bentuk negara kesatuan; 
c. Bentuk pemerintahan republik; 
d. Sistem pemerintahan presidensiil, quasi pre-

sidensial atau parlementer (beberapa opsi); 
e. Tipe negara hukum; 
f. Kedaulatan rakyat; 
g. Unikameralisme atau bikameralisme (ada opsi); 
h . Independensi kekuasaan kehakiman; 
1. HAM; 
j . Otonomi daerah yang seluas-luasnya; 
k. Demokrasi ekonomi; 
1. Pembagian kekuasaan negara dengan sistem 

checks and balances; 
m. Pemilihan umum yang berkala . 

V. Penutup 

Dengan demikian, dalam membangun konsti­
tusionalisme Indonesia masih terbuka ruang perdebatan 
tentang beberapa masalah, yaitu: 
1. Masalah hubungan antara negara dan agama dalam 

negara Pancasila; 
2. model negara hukum yang akan kita kembangkan; 
3. model demokrasi yang akan kita kembangkan; 
4 · sistem pemerintahan negara; 
s. sistem perwakilan (unikameral atau bikameral); 
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6. sistem perekonomian yang menjamin demokrasi eko­
nomi; 

7. sistem kekuasaan kehakiman (relevan tidaknya ke-
beradaan MKRI); 

8. sistem pembagian kekuasaan negara; 
9. model otonomi daerah (sistem pemerintahan lokal); 
10. sistem pemilihan umum. 
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SI STEM KETATANEGARAAN IND ONESIA PASCA PERUBAHAN UUD 1945 

SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA 
PASCA PERUBAHAN UUD 1945 1 

I. Pendahuluan 

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 
1945) yang berlangsung dalam 4 (empat) tahap, yaitu 
Perubahan Pertama tahun 1999, Perubahan Kedua tahun 
2000, Perubahan Ketiga tahun 2001, dan Perubahan Ke­
empat tahun 2002, telah membawa perubahan besar dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia . 

Perubahan tersebut meliputi sistem pelembag aa n 
dan hubungan tiga cab(l.ng kekuasaan negara yang utama 
(legislatif, eksekutif , dan yudikatif), sistem pemerintahan 
lokal, pengaturan jaminan perlindungan Hak Asasi Ma­
nusia (HAM) yang lebih rinci , dan berbagai sistem dalam 

' Pernah disampaik an pad a Kuliah Urn urn di FH Universit as Syiah 
Kuala NAD, tan ggal 29 September 2004 
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penyelenggaraan negara (pemilihan umum, pendidikan 
dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, 
pertahanan dan keamanan, dan lain-lain). 

Uraian berikut bermaksud menjelaskan pokok-pokok 
perubahan sistem ketatanegaraan dimaksud, khususnya pe­
rubahan dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, 
dengan penekanan dari perspektif kehadiran Mahkamah 
Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi. Akan tetapi 

dahulu akan dikemukakan secara singkat latar 
belakang, tujuan, dan prinsip dasar kesepakatan MPR ten­
tang perubahan UUD 1945, agar kita memahami mengapa, 
untuk apa, serta prinsip-prinsip yang mendasari perubahan 
terse but. 

II. Latar belakang, tujuan, dan prinsip dasar Pe­
rubahan UUD 1945 

Latar belakang dilakukannya perubahan UUD 1945 
antara lain: 
a. Sistem ketatanegaraan yang bertumpu pada MPR seb­

agai pemegang kekuasaan negara tertinggi dan pelak­
sana sepenuhnya kedaulatan rakyat berakibat pada 
tiadanya checks and balances pada institusi-institusi 
ketatanegaraan; 

b. kekuasaan Presiden yang terlalu dominan (executive 
heavy) yaitu selain sebagai pemegang kekuasaan 
pemerintahan (chief executive) juga sebagai kepala 
negara dengan hak-hak konstitusionalnya yang lazim 
disebut hak prerogatif, serta sekaligus memiliki kekua­
saan untuk membentuk undang-undang (kekuasaan 
legislatif) telah menyebabkan kecenderungan lahirnya 
kekuasaan otoriter; 

c. terdapat pasal-pasal yang luwes dalam UUD 1945 yang 
menimbulkan multi tafsir, misalnya rumusan Pasal 7 
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dan Pasal 6 ayat (1) yang lama; 
d. banyaknya kewenangan Presiden untuk mengatur 

hal-hal yang penting dengan undang-undang sebagai 
konsekuensi bahwa Presiden adalah juga pemegan g 
kekuasaan legislatif, sehingga inisiatifpengajuan RUU 
selalu berasal dari Presiden; 

e. konstitusi belum cukup memuat aturan dasar tentang 
kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pem­
berdayaan rakyat, penghormatan HAM, dan otonomi 
daerah, sehingga praktek penyelenggaraan negara tidak 
sesuai dengan Pembukaan UUD 1945. 

Perubahan UUD 1945 bertujuan untuk: 
a. menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan 

negara agar lebih mampu untuk mencapai tujuan na­
sional yang telah dirumuskan dalam Pembukaan UU D 
1945; 

b. menyempurnakan aturan dasar mengenai jamin an 
dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas 
partisipasi rakyat agar sesuai perkembangan paham 
demokrasi; 

c. 

d. 

e. 

menyempurkan aturan dasar mengenai jaminan dan 
perlindungan HAM yang merupakan salah satu syarat 
bagi sebuah negara hukum ; 
menyempurnakan aturan dasar mengenai penye­
lenggaraan negara secara demokratis dan mod ern 
melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas dengan 
sistem checks and balances dan pembentukan lembaga­
lembaga negara yang baru sesuai dengan kebutuhan 
dan perkembangan zaman; 
menyempurnakan aturan dasar mengenaijaminan kon­
stitusional dan kewajiban bagi negara untuk mewujud­
kan kesejahteraan sosial dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa; 
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f. melengkapi aturan dasar yang berkaitan dengan eksis­
tensi negara dan perwujudan negara yang demokratis, 
seperti pengaturan mengenai wilayah negara dan pe­
milihan umum (Pemilu); 

g. menyempurnakan dan melengkapi aturan dasar men­
genai berbagai hal dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan kini, 
serta mengantisipasi perkembangan mendatang. 

Lima prinsip dasar kesepakatan MPR dalam Peruba­
han UUD 1945: 
a. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; 
b. tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan 

(NKRI); 
c. mempertegas sistem pemerintahan presidensial; 
d. meniadakan Penjelasan UUD 1945 dan memasukkan 

hal-hal normatif dalam Pembukaan ke dalam pasal­
pasal UUD; 

e. perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara 
adendum. 

III. Perubahan Sistem Perwakilan dan Kekuasaan 
Legislatif 

Sebelum perubahan UUD 1945, sistem dan lembaga 
perwakilan di Indonesia adalah sebagai berikut: 
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR): 

a. Merupakan lembaga tertinggi negara pelaksana 
sepenuhnya kedaulatan rakyat [Pasal 1 ayat (2) 
UUD 1945]; 

b. Keanggotaannya terdiri atas seluruh anggota DPR, 
ditambah dengan utusan-utusan dari daerah­
daerah dan golongan-golongan menurut aturan r P _ dengan 



SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PERUBAHAN UUD 1945 

2 ayat (1) UUD 1945], dengan demikian dapat 
dikatakan mencerminkan tiga representasi, yaitu 
representasi politik (DPR), representasi terito­
rial (Utusan Daerah), dan representasi fungsional 
(Utusan Golongan); 

c. Cara rekrutmen keanggotaan tidak diatur dalam 
konstitusi, tetapi diserahkan kepada pembentuk 
UU, sehingga dalam praktek selama Orde Baru 
(1966-1998) melalui UU ada anggota yang dipilih 
melalui pemilu secara langsung (yakni sebagian 
besar anggota DPR) dan ada yang dipilih secara 
tidak langsung oleh DPRD I (utusan daerah) , dan 
ada yang diangkat oleh Presiden (sebagian anggota 
DPR, Utusan Golongan, dan anggota tambahan); 

d. Kewenangan MPR meliputi kewenangan mene­
tapkan UUD dan GBHN (Pasal3 UUD 1945), me­
milih Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 6 ayat 
(2)], dan mengubah UUD (Pasal 37 UUD 1945). 

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): 
a. dikategorikan sebagai lembaga tinggi negara (Tap 

MPR No. 111/MPR/1978); 
b. seluruh anggotanya sekaligus merupakan anggota 

MPR [Pasal2 ayat (1) UUD 1945], susun an keang­
gotaannya akan diatur dengan UU (Pasal19 ); 

c. tidak ada ketentuan konstitusional tentan g cara 
rekrutmen anggota, sehingga dalam prakt ek Orde 
Baru ada anggota yang dipilih melalui pemilu dan 
ada anggota yang diangkat oleh Presiden; 

d. Kewenangan DPR adalah memberi pers etuju an 
atas UU (Pasal 20), APBN [pasal 23 ayat (1)], 
pernyataan perang, perdamaian , dan perjanjian 
dengan negara lain (Pasalu) . 

e. Kekuasaan membentuk UU (kekuasaan legislatif) 
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bukan di tangan D PR, melainkan di tangan Pre­
siden, sedangkan DPR hanya berwenang memberi 
persetujuan [Pasals ayat (1)]. 

Setelah perubahan UUD 1945, sistem dan lembaga 
perwakilan di Indonesia adalah sebagai berikut. 
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR): 

a. tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi 
negara pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat; 

b. keanggotaannya terdiri dari seluruh anggota DPR 
dan DPD yang dipilih melalui Pemilu [Pasal2 ayat 
(1)]; 

c. kewenangannya hanya menetapkan dan mengubah 
UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 
3 ayat (1) dan (2)], memberhentikan Presiden dan 
Wakil Presiden menurut ketentuan UUD [Pasal3 
ayat (3)jo. Pasal7A dan Pasal7B], memilih Wakil 
Presiden dari calon yang diajukan oleh Presiden 
apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden [Pasal 
8 ayat (2)], memilih Presiden dan Wakil Presiden 
jika keduanya berhalangan tetap secara bersamaan 
[Pasal 8 ayat (3)]. 

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): 

52 

a. Anggotanya dipilih melalui pemilu [Pasal19 ayat 
(1)]; 

b. 

c. 

d. 

memegang kekuasaali membentuk UU [Pasal 20 
ayat (1)]; 
memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran , dan 
fungsi pengawasan [Pasal2oA ayat (1)]; 
mempunyai kewenangan: mengusulkan pem­
berhentian Presiden dan atau Wakil Presiden 
kepada MPR setelah ada putusan MK [Pasal 7 ayat 
(1)], memberikan persetujuan atas UU bersama 
Presiden [Pasal 20 ayat (2)], pernyataan perang , 
membuat perdamaian dan perjanjian dengan 
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negara lain yang dilakukan Presiden (Pasal 11), 
persetujuan calon hakim agung atas usulan Komisi 
Yudisial, persetujuan pengangkatan calon ang­
gota Komisi Yudisial, memberikan pertimbang an 
kepada Presiden atas pengangkatan duta [Pasal13 
ayat (2)], menerima penempatan duta negara lain 
[Pasal 13 ayat (3)], dan pemberian amnesti dan 
abolisi [Pasal14 ayat (2)], memilih calon anggota 
BPK [Pasal 23F ayat (1)], dan mengusulkan tiga 
orang calon hakim konstitusi kepada Presiden 
[Pasal 24C ayat (3)]. 

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD): 
a. Anggotanya mewakili setiap provinsi yang dipilih 

melalui pemilihan umum [Pasal22C ayat (1)] dan 
semua anggotanya otomatis adalah anggota MPR 
[Pasal 2 ayat (1)], jumlah anggota setiap provin si 
sama dan secara keseluruhan tak boleh lebih dari 
sepertiga jumlah anggota DPR [Pasal 22 ayat 
(2)]; 

b. mempunyai kewenangan untuk: mengusulkan ke­
pada DPR [Pasal22D ayat (1)] dan ikut membahas 
[Pasal 22D ayat (2)] RUU yang berkaitan dengan 
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah , 
pembentukan dan pemekaran serta penggabun gan 
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sum­
her daya ekonomi lainnya, serta yang berkaita n 
dengan perimbangan keuangan pusat dan daer ah, 
memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU 
APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak , 
pendidikan dan agama [Pasal22D ayat (2)], serta 
pemilihan anggota BPK [Pasal 23F ayat (1)], dan 
dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan 
UU mengenai otonomi daerah , pembentuk an, 
pemekaran dan penggabungan daerah, hubung an 
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pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam 
dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan 
APBN, pajak, pendidikan, dan agama [Pasal22D 
ayat (3)]. 

Dengan demikian, dalam sistem perwakilan dan 
kekuasaan legislatif telah terjadi perubahan yang sangat 
signifikan sebagai berikut: 
a. Tidak lagi ada supremasi MPR, melainkan ke­

cenderungan dianutnya teori trias politika dengan 
prinsip checks and balances; 

b. pergeseran dari sistem unikameral ke semi-bikameral 
dengan adanya DPD meskipun dengan peran yang sangat 
terbatas, dan hilangnya sistem perwakilan fungsional 
dengan hapusnya utusan golongan di MPR; 

c. pergeseran kekuasaan membentuk UU dari Presiden 
ke DPR. 

IV. Perubahan Kekuasaan Eksekutif 

Sesuai dengan prinsip perubahan UUD 1945 untuk 
mempertegas sistem presidensial dan dianutnya pemisahan 
cabang-cabang kekuasaan negara yang utama dengan prin­
sip checks and balances, maka dengan perubahan UUD 1945 
berakibat pula perubahan di bidang kekuasaan eksekutif 
(Presiden), sebagai berikut: 
1. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif [Pasal 

4 ayat (1)] tidak lagi memegang kekuasaan membentuk 
UU yang telah bergeser ke tangan DPR [Pasal2o ayat 
(1)], melainkan hanya berhak mengajukan RUU ke DPR 
[Pasal 5 ayat (1)], memberikan persetujuan bersama 
dengan DPR dan mengesahkan RUU menjadi UU [Pasal 
20 ayat (2) dan ayat (4)]; 

2. Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dipilih oleh 
MPR, melainkan dipilih oleh rakyat secara langsung se-
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cara berpasangan dari calon yang diajukan oleh partai 
politik atau gabungan partai politik (Pasal6A) ; 

3. Masa jabatan Presiden selama 5 (lima) tahun seca ra 
tegas dibatasi untuk dua periode (Pasal7) ; 

4. Ditentukannya syarat-syarat yang lebih rinci untuk 
menjadi Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6); 

5. Ditentukannya mekanisme impeachm ent terh adap 
Presiden dan atau Wakil Presiden yang melibatkan 
DPR, Mahkamah Konstitusi , dan MPR (Pasal 7A dan 
7B); 

6. Penegasan bahwa Presiden tidak dap at mem­
bubarkan DPR (Pasal7C); 

7. Pelaksanaan hak-hak prerogatifPresiden sebagai kepala 
negara harus dengan persetujuan atau pertimban gan 
DPR; 

8. Pengangkatan pejabat-pejabat publik, seperti ang­
gota BPK (Pasal 23F), Hakim Agung [Pasal 24A ayat 
(3)], anggota Komisi Yudisial [Pasal24B ayat (3)] harus 
dengan persetujuan DPR; 

g. Presiden berwenang membentuk dewan pertimb angan 
(Pasal16) sebagai pengganti DPAyang dihapu skan; 

10 . Dalam pembentukan, pengubahan, dan pembub aran 
kementerian harus diatur dengan UU [Pasal 17 ayat 
(4)] , tidak bebas seperti sebelumn ya. 

V. Sistem Kekuasaan Kehakiman (Kekuasaan Yu­
dikatif) 

Di bidang kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif) 
Perubahan UUD 1945 telah mengkaidahkan hal-h al sebagai 
berikut: 
1. Penegasan tentang independensi kekuasaan kehakim an 

dalam pasal UUD [Pasal 24 ayat (1)], sedangkan sebe­
lumnya hanya dalam Penjelasan (ini sebagai konsekue-
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nsi dihapusnya Penjelasan UUD 1945); 
2. Kekuasaan kehakiman tidak lagi hanya monopoli 

Mahkamah Agung (MA) dengan badan-badan pera­
dilan yang berada di bawahnya, melainkan juga oleh 
Mahkamah Konstitusi [Pasal24 ayat (2)]; 

3. Adanya Komisi Yudisial yang bersifat mandiri yang 
berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung 
dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga 
dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 
serta perilaku hakim (Pasal 24B); 

4· Kehadiran Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) 
hakim konstitusi (tiga orang usulan DPR, tiga orang 
usulan MA, dan tiga orang usulan Presiden) yang mem­
punyai empat kewenangan dan satu kewajiban (Pasal 
24C UUD 1945): 
a. menguji UU terhadap UUD 1945; 
b. memutus sengketa kewenangan konstitusional 

lembaga negara; 
c. memutus pembubaran partai politik; 
d. memutus perselisihan basil pemilu; 
e. wajib memutus pendapat DPR tentang 

impeachment terhadap Presiden. 

Senma peradilan untuk empat kewenangan tersebut 
butir a sampai dengan butir d merupakan peradilan tingkat 
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, sedan­
gkan putusan untuk kewajiban MK (butir e) masih akan 
ditentukan oleh mekanisme putusan politik di DPR dan 
MPR [vide Pasal7B ayat (5), (6), dan (7)]; 
5. Penegasan tentangjudicial review, yaitu bahwa pen­

gujian peraturan perundang-undangan di bawah UU 
terhadap UU oleh MA, sedangkan untuk pengujian 
konstitusionalitas UU oleh MK. 
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Khusus ten tang Mahkamah Konstitusi yang kemudian 
diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 98 , Tam­
bahan Lembaran Negara RI No. 4316) dalam usia genap satu 
tahun (resmi berdiri 13 Agustus 2003) telah melaksanakan 
dua kewenangannya, yaitu melakukan pengujian konstitu­
sionalitas sekitar 24 UU dan memutus perselisihan basil 
Pemilu (44 permohonan Pemilu legislatif dan satu permo­
honap pemilu Presiden dan Wakil Presiden). 

VI. Penutup 

Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai 
akibat Perubahan UUD 1945 semestinya mendapat respon 
dari kalangan kampus, khususnya oleh Fakultas Hukum 
dengan memperbaharui kurikulumnya, utamanya kuriku­
lum bidang Hukum Tata Negara. 

Oleh karena itu, pendirian berbagai pusat studi kon­
stitusi di berbagai universitas di Indonesia bekerja sama 
dengan Mahkamah Konstitusi adalah sangatlah penting, 
agar penyadaran kehidupan berkonstitusi dalam rangka 
mewujudkan sebuah negara hukum yang demokratis dan 
negara demokrasi yang berdasarkan hukum dengan men­
junjung harkat dan martabat manusia menjadi sebuah 
kenyataan. 
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HASIL KOMISI KONSTITUSI 
DAN AMANDEMEN UUD 1945 1 

Beberapa Catatan Perbandingan 

Melalui Ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang 
Pembentukan Komisi Konstitusijuncto Keputusan MPR No. 
4/MPR/2003 tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan , 
dan Keanggotaan Komisi Konstitusi, telah terbentuk dan 
bekerja sebuah Komisi Konstitusi (selanjutnya disingkat 
KK) yang jumlah anggotanya 31 orang untuk melakukan 
pengkajian secara komprehensif ten tang Perubahan UUD 
1945· 

Setelah bekerja selama 7 (tujuh) bulan (vide Pasal 8 
Keputusan MPR No. 4/MPR/ 2003) KK telah menyelesaikan 
tugasnya dengan hasillaporannya yang disampaikan kepada 
BP MPR pada tanggal6 Mei 2004 yang berupa 2 ( dua) nas­
kah buku, yaitu: 

'Disampaikan pada Simposium "UUD 1945 Pasca Amandemcn: 
Perlukah Amandemen Lebih Lanjut?", di Jakarta, 16 September 2004, 

yang diselenggarakan oleh The Habibie Center dan Hanns Seidel Foun­
dation. 
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Buku I Naskab Akademik Kajian komprebensif Komisi 
Konstitusi Tentang Perubaban Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945; 

Buku II Persandingan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tabun 1945 Hasil Perubaban 
dan Usul Komisi Konstitusi. 

Kemudian berdasarkan Laporan KK terse but BP MPR 
telab menyiapkan Rancangan Keputusan (Rantus) MPR 
ten tang Laporan BP MPR mengenai Hasil Kajian KK ten tang 
Perubaban UUD 1945 yang akan dibabas dalam Sidang MPR 
Periode 1999-2004 pada tanggal 23-27 September 2004. 

Uraian berikut adalab catatan singkat atas Hasil KK 
jika dibandingkan dengan basil Amandemen UUD 1945 oleb 
MPR (1999-2002) dan sekaligus juga mencakup catatan atas 
catatan BP MPR terbadap basil KK. 

1. KK sebuah kelahiran yang tak dikehendaki 

Gagasan ten tang KK pertama kali diusung oleb Koalisi 
Ornop untuk Konstitusi Baru pada tabun 2000 yang tidak 
puas terbadap Perubaban UUD 1945 yang dilakukan oleb 
MPR, baik dari segi prosedur maupun substansi . Dari segi 
prosedur Perubaban UUD 1945 dinilai kurang aspiratif 
terbadap publik dan dari segi substansi dinilai sebagai 
perubaban yang tambal sulam tanpa kejelasan paradigma. 
Tekanan dan desakan Koalisi Ornop untuk Konstitusi Baru 
yang didukung oleh kalangan aka demisi terhadap MPR agar 
dibentuk KK yang independen (bukan KK yang bertanggung 
jawab terhadap BP MPR) untuk menyusun Konstitusi Baru 
dengan paradigma baru guna menggantikan UUD 1945 
(renewal, bukan sekedar amandement, terhadap konstitusi) 
sejak tahun 2000-2002, akhirnya diakomodasi oleh MPR 
pada Sidang Tahunan MPR tabun 2002 sebagai kompromi 
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antara yang pro dan kontra Perubahan UUD 1945 dengan 
mereka yang menghendaki Konstitusi Baru. Lahirlah so­
sok KK yang hanya bertugas melakukan pengkajian secara 
komprehensif hasil Perubahan UUD 1945 yang dilakukan 
oleh MPR yang dibentuk dan bertanggung jawab terhadap 
BP MPR, bukan sosok KK yang independen yang bertugas 
menyusun Konstitusi Baru seperti dikehendaki oleh Koalisi 
Ornop. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa MPR sebenarnya 
setengah hati membentuk KK, atau kelahiran KKsesungguh­
nya tidak dikehendaki oleh MPR, karena MPR berpendapat 
bahwa penetapan dan perubahan UUD adalah monopoli 
MPR. 

2. KK dinilai BP MPR salah tafsir atas tugasnya 

BP MPR ternyata kecewa terhadap hasil KKyang dini­
lai telah melampaui tugasnya yang mestinya hanya melaku­
kan pengkajian secara komprehensif Perubahan UUD 1945 
hasil karya MPR ternyata malah usul perubahan terhadap 
Perubahan UUD 1945 seperti tersebut dalam Buku II hasil 
KK (vide Catatan BP MPR atas Hasil KK dalam lampiran 
Rantus MPR). Rupanya terjadi perbedaan tafsir antara KK 
dengan BP MPR mengenai arti "pengkajian komprehensif 
Perubahan UUD 1945". KKmemberi maknayang luas, yaitu 
tidak hanya mencakup hal-hal seputar hasil Perubahan UUD 
1945 yang telah dilakukan oleh MPR sebanyak em pat tahap , 
tetapi juga mencakup pemikiran filosofis para founding fa­
thers ketika membuat rumusan naskah UUD dalam sidang 
BPUPKl dan PPKl, sehingga hasil KK terdiri atas Naskah 
Akademik hasil pengkajian Perubahan UUD 1945 (Buku I) 
dan Usulan Perubahan Pasal-pasal UUD 1945 (Buku II). 

Sementara itu, menurut BP MPR pengkajian secar·a 
komprehensif berarti melakukan kajian terhadap Perub a-
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han UUD 1945, bukan melakukan kegiatan untuk membuat 
usulan perubahan terhadap Perubahan UUD 1945; hasil KK 
diharapkan lebih mengarah kepada bagaimana mengimple­
mentasikan Perubahan UUD 1945, antara lain dalam bentuk 
gagasan-gagasan ilmiah mengenai agenda pembentukan 
UU organik sebagai perangkat hukum pelaksanaan UUD 
1945 agar dapat operasional dan memberi manfaat dalam 
peningkatan kualitas penyelenggaraan negara. 

Menurut pendapat saya, teijadinya salah tafsir terse but 
karena, pertama, BP MPR masih tetap berfikir monopolistik 
dalam soal perubahan UUD dan tak ingin "karya agungnya" 
diotak-atik oleh KK, serta sekaligus membuktikan menduan­
ya atau setengah hatinya MPR membentuk KK; kedua, dari 
KK sendiri rupanya terjangkit obsesi gagasan Koalisi Ornop 
Untuk Konstitusi Baru tentang KK Independen, tetapi KK 
BP MPR ini hasil karyanyajuga setengah hati karena dalam 
dirinya juga terdapat ban yak faksi, minimal ada faksi yang 
pro Amandemen UUD 1945, faksi yang kontra Amandemen, 
dan faksi yang ingin Konstitusi Baru. 

3· Perubahan Konstitusi tanpa perubahan Para­
digma 

Perubahan UUD 1945 adalah merupakan salah satu 
amanat reformasi yang mendambakan sebuah masyarakat 
Indonesia Baru , masyarakat madani, tentunya juga den­
gan paradigma baru dan meninggalkan paradigma lama. 
Kritik yang selama ini ditujukan terhadap Perubahan 
UUD 1945 hasil karya MPR (1999-2002) ialah bahwa MPR 
dalam melakukan perubahan UUD 1945 tanpa kejelasan 
paradigma, kecuali berpegang kepada 5 (lima) kesepakatan 
fraksi-fraksi di MPR, yaitu 1) tidak mengubah Pembukaan 
UUD 1945; 2) tetap mempertahankan Negara Kesatuan 
RI; 3) mempertegas sistem Presidensiil; 4) meniadakan 
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Penjelasan UUD 1945 dengan memasukkan hal-hal normatif 
ke dalam pasal-pasal; dan 5) Perubahan dilakukan dengan 
cara adendum. 

Buku Panduan dalam Memasyarakatkan Undang­
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
bukanlah Naskah Akademik dan tidak menggambarkan 
paradigma perubahan UUD. Hasil KK memang menyajikan 
Naskah Akademik (Buku I) sebelum Usulan Perubahan 
Pasal-pasal UUD 1945 (Buku II), tetapi kalau kita cermati 
antara Naskah Akademik dan Perumusan pasal-pasal pe­
rubahan tidaklah selalu nyambung (match), bahkan tidak 
jelas nalar atau legal reasoning-nya. 

4· BP MPR mestinya tak perlu alergis a tau apriori 
terhadap Hasil KK 

Dari Buku II Hasil KK dapat kita temukan 113 butir 
usul perubahan terhadap Perubahan UUD 1945 hasil karya 
MPR Periode 1999-2004 yang diklasifikasikan dalam 5 
(lima) kelompok, yaitu: 
a. Sebanyak 32 butir berupa usul perbaikan katajkali­

mat; 
b. sebanyak 5 (lima) butir berupa perubahan judul bab 

dan pindah ayat; 
c. sebanyak 40 butir berupa perubahan subst,ansi; 
d. sebanyak 21 butir berupa penghapusan pasal/ ayat; 
e. sebanyak 15 butir berupa tambahan ayat. 

Mengingat bahwa Perubahan UUD 1945 hasil karya 
MPR masih banyak kelemahanjkekurangannya, mestinya 
BP MPR tak perlu alergisjapriori terhadap Usulan Peruba­
han hasil karya KK, terutama untuk perbaikan kata a tau ka­
limat, karena untuk perbaikan substansial dan yang lainnya 
kiranya masalah legitimasi MPR Periode 1999-20004 yang 
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akan habis pada akhir September 2004 menjadi masalah, 
sehingga lebih tepatjika hal itu dilakukan oleh MPR Periode 
2004-2009 yang akan dilantik 1 Oktober 2004. 

5· Perubahan Kelima UUD 1945 perlu tetapi tak 
usah tergesa-gesa 

Perubahan Kelima UUD 1945 mungkin memang tak 
terhindarkan, karena hasil Perubahan yang telah dilakukan 
oleh MPR 1999-2004 memang masih belum sempurna, 
tetapi tidak perlu tergesa-gesa, karena hasil KKjuga masih 
banyak kelemahan dan kekurangannya. Belajar dari pen­
galaman MPR dan KK, kiranya perlu diperdebatkan lebih 
dahulu secara lebih dalam dan luas paradigma perubahan 
yang diinginkan, agar perubahan tidak tambal sulam. 

Sebuah KK independen yang pernah digagas Koalisi 
Ornop Untuk Konstitusi Baru perlu dipertimbangkan kern­
bali, meskipun dengan semangat baru. Paradigma yang 
dipakai founding fathers ketika menyusun naskah asli 
UUD 1945 perlu dikaji ulang secara mendalam, dan jika 
kita sepakat bahwa konstitusi adalah semacam kontrak 
sosial antara negara dengan rakyat, maka pertanyaannya 
adalah apakah perlu kontrak sosial baru yang melahirkan 
paradigm a baru? 
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DAN HAK ASASI MANUSIA1 

Pilihan kebijakan hukum (legal policy) bahwa Indo­
nesia adalah merupakan negara hukum telah dianut selama 
6o tahun kemerdekaan negara ini, meskipun telah berulang 
kali terjadi pergantian konstitusi dan dengan rumusan yang 
berbeda-beda, sebagaimana tercermin dalam rumusan kon­
stitusi-konstitusi yang pernah berlaku, sebagai berikut: 
a. Dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum Perubahan: 

"Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat) , 
tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat) ;" 

b. Dalam Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS: "Republik In­
donesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah 
suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk 
federasi"; 

'Disampaikan pada Forum Diskusi Ahli "THC" 21 Oktober 2005, 

dan pernah disajlkan pada Seminar Nasional di Universitas Surabaya, 
25 Agustus 2005. 
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c. Dalam Pasal1 ayat (1) UUDS 1950: "Republik Indone­
sia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara 
hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan"; 

d. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah Perubahan: 
"Negara Indonesia adalah negara hukum". 

Sebagai konsekuensinya, terlepas dari konsep acuan 
yang dianut, apakah konsep Rechtsstaat dari tradisi Eropa 
Kontinental (Civil Law) a tau apakah konsep Rule of Law 
dari tradisi Anglo-Saxon (Common Law), masalah pen­
egakan supremasi hukum dan penghormatan (respect), 
perlindungan (protect), serta pemenuhan (fulfil) hak asasi 
manusia (HAM) haruslah menjadi pilar utama penyeleng­
garaan negara, di samping adanya pembagian kekuasaan 
dalam mekanisme checks and balances dengan dijaminnya 
independensi kekuasaan yudisial. 

Akan tetapi, terdapat beberapa masalah dalam pen­
egakan supremasi hukum kaitannya dengan HAM, antara 
lain masalah-masalah berikut ini. 
1. 

72 

Penegakan supremasi hukum dalam pemberantasan 
tindak pidana korupsi yang berhadapan dengan ma­
salah HAM mengenai: 
a. Penerapan asas non-retroaktif atau retroaktif, 

tergantung apakah korupsi sudah dapat di­
kualifikasikan sebagai extra-ordinary crime atau 
bel urn, karena korupsi sangat bervariasi, dari yang 
kecil-kecilan sampai yang mega-korupsi. Ada yang 
berpendapat bahwa korupsi sebagai kejahatan 
ekonomi (economic crime) telah merugikan ke­
pentingan kolektif a tau komunitas, yaitu keuangan 
dan perekonomian negara dan rakyat, sehingga 
yang menjadi korban (victim) adalah negara dan 
rakyat, dan oleh karena itu kejahatan korupsi juga 
dipandang sebagai pelanggaran HAM, bahkan ke-
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jahatan kemanusiaan (crime against humanity) , 
sebab telah merusak sendi-sendi peradaban suatu 
bangsa. Maka, sudah sepantasnyajika diter apkan 
asas retroaktif, meskipun bersifat terbatas. 

b. Penerapan asas pembuktian terbalik (omk ering 
van bewijslast) yang dinilai bertentangan dengan 
prinsip HAM universal presumption of innocence 
dan non-selfincrimination. Meskipun, apabila 
korupsi dipandang sebagai extra-ordinary crim e, 
asas tersebut dapat disimpangi sehingga menjadi 
presumption of guilt atau presumption of cor­
ruption, seperti dikemukakan dalam kesimpul an 
Kongres International Commission of Jurist di 
New Delhi 1959 dan The Siracusa Principl es di 
Sisilia Tahun 1984. 

2. Penegakan suprem;:J.si hukum dalam pemberanta san 
tindak pidana terorisme yang juga terkait den ga n 
persoalan penerapan asas retroaktif yang dipand ang 
bertentangan dengan HAM sebagaimana terc antum 
dalam Pasal 281 ayat (1) UUD 1945. Selain itu , belum 
adanya definisi terorisme yang dapat diterima secara 
internasional dan kualifikasinya sebagai kejahatan yang 
luar biasa (extra-ordinary crime) masih mengundang 
perdebatan mengenai dapat tidaknya diterapkan asas 
retroaktif (vide Putusan Mahkamah Konstitusi dalam 
Perkara No. 013/PUU-1/2003 tentang Pengujian UU 
No. 16 Tahun 2003}uncto Perpu No. 2 Tahun 2002). 

3. Penegakan supremasi hukum dalam pelanggaran HAM 
berat (gross-violence of human rights) yang juga ma­
sih terbentur dengan persoalan HAM mengenai dapat 
tidaknya diterapkan asas retroaktif, mengingat adanya 
ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUD 1945. Sehingga, ka-
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sus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, seperti kasus 
Tanjung Priok tahun 1984, kasus pasca Referendum 
di Timor Timur tahun 1999, dan kasus Trisakti dan 
Semanggi II masih kontroversial. Terakhir terjadinya 
perbedaan persepsi antara Pemerintah dan GAM 
tentang pembentukan peradilan HAM di Aceh yang 
tercantum dalam MOU (Nota Kesepahaman) RI-GAM 
tanggal15 Agustus 2005 di Helsinki juga terkait dengan 
persoalan asas retroaktif. 

4. Penegakan supremasi hukum terkait dengan tindak 
kekerasan karena perbedaan pandangan atau tafsir 
dalam bidang kepercayaan dan agama, seperti kasus 
Yusman Roy di Lawang-Malang, kasus Ahmadiyah 
di Parung-Bogor, dan sebagainya, dalam kasus-kasus 
mana bersinggungan antara ketentuan-ketentuan hu­
kum mengenai penodaan dan penghinaan terhadap 
ajaran-ajaran agama dengan HAM mengenai kebebasan 
beragama dan menganut keyakinan yang dilindungi 
oleh konstitusi. 

s. Penegakan supremasi hukum dan HAM juga merupakan 
perbenturan atau setidak-tidaknya tarik menarik an tara 
kepastian hukum dan keadilan, serta menghadapi prob­
lem-problem substansial, strutural, dan kultural yang 
harus dipecahkan secara komprehensif dan integral. 

Dari lima persoalan terse but di atas menunjukkan ke­
pada kita, betapa tidak mudah mewujudkan negara hukum 
melalui penegakan supremasi hukum dan HAM. Setelah 6o 
tahun merdeka dan tujuh tahun menjalani reformasi, se­
benarnya, dari sudut kelengkapan instrumen HAM, kiranya 
cukup memadai, tinggal bagaimana merealisasikannya 
dalam rencana aksi. Dalam kaitan itu, patut disimak ajakan 
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Presiden Soesilo BambangYu-dhoyono (SBY) kepada para 
pejabat pada saat pembukaan Rakor RencanaAksi Nasional 
HAM tanggal 22 Agustus 2005, agar melakukan empat hal 
guna mencegah terjadinya pelanggaran HAM, yaitu: 
a. mulai dari diri sendiri untuk menghormati dan melind­

ungi HAM; 
b. memberikan pendidikan dan sosialisasi HAM; 
c. melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran HAM; 

dan 
d. menegakkan hukum hila ada yang melanggar HAM. 

Semoga ajakan Presiden tersebut bukan sekedar se­
buah wacana atau berhenti pada kemauan politik, melainkan 
menjadi sebuah aksi. 
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PASAL 33 UUD 1945, HAM, 
DAN UU SUMBER DAYA AIR 1 

Pasal33 UUD 1945 adalah pasal yang dikenal sebagai 
pasal ideologi dan politik ekonomi Indonesia, karena di 
dalamnya memuat ketentuan tentang hak penguasaan 
negara atas: 
a. Cabang-cabang produksi yang penting bagi 

negara dan yang menguasai hajat hidup orang 
banyak; dan 

b. bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya yang harus dipergunakan untuk sebe­
sar-besar kemakmuran rakyat. 

Ketentuan yang dirumuskan dalam ayat (2) dan ayat 
(3) Pasal 33 UUD 1945 tersebut sama persis dengan yang 
dirumuskan dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) UUDS 

' Pernah dimuat di Jurnal Konstitusi, Volume 2 Nomor 2, Sep­
tember 2005 
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1950, sehingga ada anggapan bahwa hal itu merupakan cer­
minan nasionalisme ekonomi Indonesia, meskipun dalam 
praksisnya selama 6o tahun Indonesia merdeka, berbeda­
beda tafsir antara rezim pemerintahan yang satu dengan 
yang lain, sehingga mengundang anggapan bahwa Pasal33 
UUD 1945 merupakan pasal utopia yang sudah tidak sesuai 
dengan dinamika perkembangan nasional dan global yang 
tidak lagi relevan mendikotomikan sistem ekonomi pasar 
dengan sistem ekonomi komando (negara) yang dalam 
realitasnya sudah terjadi amat lama. 

Salah satu hal yang masih selalu menjadi perdebatan 
mengenai Pasal 33 UUD 1945 adalah mengenai pengertian 
"hak penguasaan negara" a tau ada yang menyebut "hak men­
guasai negara" , disingkat HMN, yang oleh Mahkamah Kon­
stitusi (Mahkamah) dalam pertimbangan hukum Putusan 
Perkara UU Migas, UU Ketenagalistrikan, dan UU Sumber 
Daya Air (UU SDA) ditafsirkan bukan dalam makna negara 
memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara hanya 
merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan 
(regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), 
melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan 
pengawasan (toezichthoudendaad). 

Dengan demikian , makna HMN terhadap cabang-ca­
bang produksi yang penting dan menguasai hajat hid up orang 
banyak, serta terhadap sumber daya alam, tidak menafikan 
kemungkinan perorangan atau swasta berperanan, asalkan 
5 (lima) peranan negarajpemerintah sebagaimana tersebut 
di atas masih tetap dipenuhi dan sepanjang Pemerintah 
dan pemerintah daerah memang tidak atau belum mampu 
melaksanakannya. Seperti penafsiran Dr. Mohammad Hatta 
yang kemudian diadopsi oleh Seminar Penjabaran Pasal 
33 UUD 1945 tahun 1977 yang menyatakan bahwa sek­
tor usaha negara adalah untuk mengelola ayat (2) dan (3) 
Pasal 33 UUD 1945 dan di bidang pembiayaan perusahaan 
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negara dibiayai oleh Pemerintah, apabila Pemerintah tidal< 
mempunyai cukup dana untuk membiayai dapat melakukan 
pinjaman dari dalam dan luar negeri, dan apabila masih be­
l urn mencukupi bisa diselenggarakan bersama-sama dengan 
modal asing atas dasar production sharing. 

Dalam perspektif yang demikianlah putusan-putusan 
Mahkamah mengenai kasus-kasus pengujian undang-un­
dang yang terkait sumber daya alam, termasuk UU SDA, 
harus difahami, meskipun kemungkinan ada pendapat yang 
berbeda, baik di internal Mahkamah (adanya dissenting 
opinion) maupun dari kalangan masyarakat. Sehingga, ti­
dak otomatis secara mutatis mutandis putusan Mahkamah 
mengenai UU Migas, UU Ketenagalistrikan, dan UU SDA 
akan sama, walaupun kriteria atau pengertian HMN yang 
dipakai sama. 

Khusus mengenai . permohonan judicial review UU 
SDAyang diajukan oleh sekelompok warga negara Indonesia 
dan lembaga swadaya masyarakat, nampaknya cenderung 
memakai batu ujinya Pasal33 UUD 1945 ketimbang pasal­
pasal hak asasi man usia (HAM) dalam UUD 1945. Padahal , 
mestinya yang harus lebih ditonjolkan adalah hak man usia 
atas air (the right to water) yang secara universal sudah 
diakui sebagai HAM, terutama dengan hak untuk hidup yang 
tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun [Pasal 28A 
juncto Pasal 28I ayat (1) UUD 1945]. Sebab, apabila batu 
ujinya ditekankan pada Pasal33 UUD 1945, akan memung­
kinkan munculnya tafsir bahwa dapat diberikan hak-hak 
tertentu atas air (water right) kepada perorangan jswas ta , 
seperti yang diatur dalam UU SDA. 

Terlepas dari isi putusan Mahkamah dan perbedaan 
pendapat, serta perdebatan yang muncul, harus diakui 
bahwa apabila dibandingkan dengan UU Migas (UU No. 22 
Tahun 2001) dan UU Ketenagalistrikan (UU No. 20 Tahun 
2002), UU SDA (UU No. 7 Tahun 2004) lebih baik dalam 
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pembuatannya. Tinggal sekarang bagaimana negarajpemer­
intah memerankan dirinya dalam me-nangkap makna "hak 
menguasai negara" menurut tafsir Mahkamah, dan tidak 
distorsi dari maksud rumusan indah yang tercantum dalam 
Pasal 6 ayat (1) UU SDA, bahwa "Sumber daya air dikua­
sai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat." 

Sebagai konskuensi logis atas Putusan Mahkamah 
dalam permohonan pengujian UU SDA, berbagai peraturan 
pemerintah (PP) yang harus dan akan dibuat atas perintah 
dari dan untuk melaksanakan UU SDA betul-betul harus 
memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah dalam 
putusan dimaksud. Sebab apabila tidak, akan terkena 
"conditionally constitutional warning" dari Mahkamah, 
yang untuk kedua kalinya akan "berijtihad" (setelah "ijtihad" 
pertama yang menyatakan Pasalso UU No. 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat dalam Perkara No. o66/PUU-II/2004), 
yaitu kemungkinan dapat diajukan pengujian kembali UU 
SDA dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 60 UU 
No. 24 tahun 2003 ten tang Mahkamah Konstitusi yang me­
nyatakan, "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/a tau 
bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat 
dimohonkan pengujian kembali." 
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PEMILU 2004 DAN MASA DEPAN 
DEMOKRASI INDONESIA 

I. Pendahuluan 

Perkembangan demokrasi Indonesia, dapat ditinjau 
dari sudut perkembangan Konstitusi (UUD) yang dipakai , 
yaitu: 
a. UUD 1945 periode pertama (18 Agustus 1945-27 De-

sember 1949); 
b. Konstitusi RIS 1949 (27 Desember-17 Agustus 1950) ; 
c. UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959); 
d. UUD 1945 Periode Kedua (5 Juli 1959-19 Oktob er 

1999); 
e. UUD 1945 Periode Ketiga setelah mengalami Perubahan 

Pertama (19 Oktober 1999) dan Perubahan Kedua 
(18 Agustus 2ooo), Perubahan Ketiga (2001), dan 
Perubahan Keempat (2002) . 

Dari konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku 
terse but, ternyata ketentuan normatif yang secara eksplisit 
memuat ketentuan imperatif ten tang perlunya di selenggara-
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kan Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Pemilu) hanya 
terdapat dalam Konstitusi RIS dan UUD 1950, sedangkan 
UUD 1945 sebelum mengalami Amandemen, secara eksplisit 
tidak memuat tentang keharusan adanya Pemilu . Baru 
sesudah UUD 1945 diamandemen dari tahun 1999 sjd 2002 
memuat ketentuan normatif tentang Pemilu (Pasal 22E). 
Tetapi dalam praktek kehidupan ketatanegaraan, Pemilu di 
Indonesia pernah berlangsung sekali pada masa UUDS 1950 
(Pemilu 1955) dan tujuh kali pada masa UUD 1945 Periode 
Kedua (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1999). 

Perkembangan Indonesia juga dapat ditinjau dari 
segi sistem pemerintahannya, dalam hal ini Indonesia 
mengalami dua periode sistem pemerintahan, yaitu sistem 
parlementer (November 1945-5 Juli 1959) dan sistem non­
parlementer (presidensial atau setidak-tidaknya quasi par­
lementerjpresidensial) dari tahun 1959-2000. Dalam hal 
ini Pemilu diselenggarakan sekali pada sistem parlementer 
dan 7 (tujuh) kali pada sistem non/quasi parlementer. Se­
dangkan dari sudut demokrasi yang lazim dipakai untuk 
menggambarkan perkembangan sistem politik Indonesia, 
kita mengalami 4 (empat) perkembangan demokrasi, yaitu 
Demokrasi Liberal Parlementer (1945-1959), Demokrasi 
Terpimpin (1959-1966), Demokrasi PancasilajOrde Baru 
(1966-1998), dan Demokrasi tanpa label/ Transisi Menuju 
Demokrasi/Era Reformasi Dari sudut ini 
Pemilu berlangsung sekali pada era Demokrasi Parlementer, 
enam kali pada era Orde Baru, dan sekali pada era Refor­
masi/ Transisi menuju demokrasi. 

Dengan demikian, dalam sejarah perkembangan 
ketatanegaraan Indonesia selama 58 tahun merdeka (1945-
2000), telah berlangsung 8 (delapan) kali Pemilu dan 
kesemuanya berdasarkan UU Pemilu yang menggunakan 
Sistem Pemilu Proporsional yang dikombinasi dengan 
sistem daftar, meskipun tidak sepenuhnya murni. Peng-
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gantian UUD (UUDS 1950 ke UUD 1945), perubahan sistem 
pemerintahan (dari parlementer ke non-parlementer) clan 
perubahan corak demokrasi, ternyata tidak menyebabkan 
perubahan dalam sistem Pemilu yang dipakainya, clemikian 
pula perubahan dalam sistem kepartaian, dari sistem multi­
partai yang bebas (1955 dan 1999) dan sistem tiga partai 
(1977-1997) tidak menyebabkan terjaclinya perubahan dalam 
sistem Pemilu. 

Tulisan ini bermaksud menelaah pengaruh Pemilu­
pemilu yang telah berlangsung selama ini terhadap perkem­
bangan Indonesia, khususnya berkaitan dengan fungsi Pe­
milu sebagai pranata terpenting bagi pemenuhan tiga prin­
sip pokok demokrasi dalam pemerintahan yang berbentuk 
republik, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan , 
dan pergantian pemerintahan secara teratur. 

Selain itu, tulisan ini terutama untuk menelaah pro s­
pek Pemilu 2004 dan kemampuannya mengembangkan 
proses demokrasi dan clemokratisasi eli Indonesia. 

II. Refleksi dan Evaluasi Pemilu-pemilu yang 
Lalu 

Delapan kali Pemilu yang telah berlangsung eli Indo­
nesia kiranya dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok , 
yaitu: 
1. Pemilu 1955; 
2. Pemilu Orde Baru (1971-1997); 
3. Pemilu Reformasi(1999). 

Untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap tiga 
kelompokjcorak Pemilu yang lalu tersebut digunakan tiga 
kriteria, yaitu prinsip kedaulatan rakyat, keabsahan pem e­
rintahan , dan pergantian pemerintahan secara teratur. 
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1. Refleksi dan Evaluasi terhadap Pemilu 1955 

Pemilu 1955 yang dilaksanakan pada tanggal29 sep­
tember 1955 (untuk memilih anggota DPR) dan tanggal 
15 Desember 1955 (untuk memilih anggota Konstituante) 
dengan dasar hukum UU No.7 Tahun 1953 adalah dalam 
rangka realisasi ketentuan yang termuat dalam UUDS 1950 
(Mukaddimah, pasal1 ayat 1, pasal35, pasal56 s.d. 6o, pasal 
134 dan 135 UUDS 1950). Pemilu tersebut berada dalam 
konteks ketatanegaraan dengan sistem parlementer dengan 
sistem multi partai. Ada dua alasan penting diadakannya 
Pemilu 1955, yaitu pertama untuk mengakhiri krisis kabinet 
yang silih berganti dan akan dapat menciptakan suatu par­
lemen yang representatif serta mempunyai kekuatan moril 
dan sekaligus melakukan penyaringan partai-partai yang 
banyak jumlahnya. Bahkan Pemilu 1955 juga diharapkan . 
bisa menghasilkan UUD baru pengganti UUDS 1950 melalui 
Konstituante hasil Pemilu. 

Pemilu 1955 sering dinilai oleh banyak pakar sebagai 
Pemilu yang paling demokratis, termasuk bila dinilai dari 
ketiga kriteria tersebut di atas. Akan tetapi, Pemilu 1955 
ternyata gagal mempertahankan sistem parlementer dengan 
pemerintahan yang stabil karena tidak ada partai yang men­
capai mayoritas (lebih dari separo). Bahkan seperti dikemu­
kakan oleh Herbert Feith, teijadinya separatisme dan koalisi 
Presiden Soekarno dengan tentara yang tidak puas dengan 
sistem parlementer yang didominasi oleh peran partai poli­
tik menyebabkan teijadinya krisis dalam ketatanegaraan dan 
politik, sehingga lewat Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 
diberlakukan kembali UUD 1945 yang berakibat teijadinya 
pergeseran sistem pemerintahan dari sistem parlementer ke 
sistem presidensial. Barangkali, sistem proporsional yang 
diterapkan dalam Pemilu 1955 tidak mampu melakukan 
seleksi dan penyederhanaan terhadap sistem multi-partai, 
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sehingga sukar terbentuk pemerintahan yang lmat. 

2. Refleksi dan Eva luasi terhadap Pemilu Orde 
Baru 

Menelaah Pemilu Orde Baru tidak bisa lepas dari for­
mat politik yang ingin dibangun oleh Orde Baru tersebut , 
yaitu sebuah sistem politik Demokrasi Pancasila dengan 
komitmen melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secm·a 
murni dan konsekuen. Format politik Orde Baru ingin mcn­
geliminasi pengalaman traumatik sistem politik demokra si 
parlementer dan Demokrasi Terpimpin yang menurut Alfian 
inenggunakan pendekatan "formula pengendalian ala gelang 
karet" dengan tetap mengandung legitimasi (minimal secara 
formal) dan untuk itu harus dipenuhi dua syarat utama , 
yaitu syarat legal-formal konstitusional dan politik formal 
(konsensus melalui lembaga-lembaga perwakilan). 

Ciri-ciri format politik Orde Baru adalah sebagai 
berikut: 
a. Sangat dominannya posisi Presiden (Soeharto) sebagai 

figur sentral kehidupan politik Indonesia selama 30 
tahun; 

b. Penataan lembaga-lembaga negara menurut form at 
UUD 1945, tetapi tidak diberi peranan yang maksimal 
karena dominasi eksekutif; 

c. Penataan terhadap infra-struktur politik melalui UU 
No.3 Tahun 1975}0. UU No. 3 Tahun 1985 (UU Partai 
Politik dan Golkar) dan UU No. 8 Tahun 1985 (UU 
Keormasan) yang melahirkan sistem kepartaian hege­
monik; 

d. Sangat dominannya peran politik ABRI (kini berubah 
menjadi TNI & POLRI), sehingga lewat konsep Dwifui1g­
sinya mereka mendominasi kehidupan politik pem er­
intahan maupun kehidupan politik masyarakat; 
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e. Penjinakan radikalisme politik melalui proses depoli­
tisasi massa, misalnya konsep massa mengambang 
(floating mass). 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa format 
politik Orde Baru menempatkan dominasi atau hegemoni 
negara yang begitu besar atas masyarakat. 

Dalam konteks format politik Orde Baru seperti 
tersebut di atas, maka telah diselenggarakan Pemilu secara 
periodik selama enam kali (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 
1997) dengan menggunakan sistem pemilu proporsional 
yang menurut penelitian Tim LIPI bukan sistem propor­
sional murni, melainkan disesuaikan dengan tujuan dan 
format politik Orde Baru. Sehingga, melalui serangkaian . 
Pemilu yang diadakan dipandang dari ketiga kriteria ke­
daulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian 
pemerintahan secara teratur, Pemilu Orde Baru nyaris hanya 
mempertahankan status quo. Hasilnya memang tercipta 
pemerintahan yang stabil selama 30 tahun dan pembangu­
nan ekonomi (dengan titik berat pertumbuhan ekonomi) 
yang signifikan, namun ternyata rapuh dalam fundamen­
nya, sehingga kembali terjadi krisis ketatanegaraan pada 
tahun 1998. 

3. Refleksi dan Evaluasi terhadap Pemilu Era re­
formasi (1999) 

Pemilu pertama pasca Orde Baru (era reformasi) 
pada tahun 1999 ditandai dengan semangat demokratisasi 
dan menjunjung tinggi HAM, tetapi juga diwarnai euforia 
kebebasan dan semangat resistensi terhadap semua hal 
yang berbau Orde Baru, sehingga terkesan irrasional dan 
emosional. Di bawah tiga UU Politik Baru (UU No. 2,3 dan 
4 Tahun 1999) Pemilu berlangsung dalam format sistem 
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UUD 1945 namun menganut sistem multi-partai (48 kon­
testan Pemilu). Sistem Pemilu yang digunakan tetap sistem 
proporsional dengan sedikit diberi warna distrik. 

Pemilu 1999 dengan format sistem ketatanegaraan 
UUD 1945 ternyata tidak menghasilkan partai pemenang 
dengan suara mayoritas mutlak seperti pada Pemilu Orde 
Baru, sehingga partai pemenang Pemilu (PDI-P dengan 
suara 30%) tidak otomatis sebagai partai yang memerintah . 
Bahkan akhirnya presiden yang terpilih bukan dari partai 
pemenang Pemilu dan Pemerintahan yang dibentuk meru­
pakan pemerintahan koalisi partai-partai. 

Implikasi dari kondisi tersebut ialah munculn ya 
gagasan dilakukannya pemilihan presiden secara langsun g, 
pemilihan kepala daerah secara langsung, dan pemilu den­
gan sistem distrik. 

Terlepas dari kekurangan-kekurangannya , Pemilu 
1999 telah mengalami perbaikan-perbaikan, baik dalam 
electoral laws, maupun dalam electoral process, dan 
merupakan Pemilu terbaik di bawah UUD 1945 selama ini. 
Sehingga ditinjau dari tiga kriteria kedaulatan rakyat, keab­
sahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara 
'teratur, sudah terpenuhi. 

III. Prospek Pemilu Tahun 2004 

Pemilu Tahun 2004 adalah sebuah proses politikyan g 
strategis untuk mewujudkan desain sistem ketatanegaraan 
baru pasca Amandemen UUD 1945 (1999-2002), terlepas 
dari hasil Amandemen yang masih sangat ban yak kelemahan 
dan jauh dari memuaskan . 

Seperti telah kita ketahui, bahwa desain sistem 
ketatanegaraan Indonesia pasca Amandemen UUD 1945 
dapat digambarkan secara singkat sebagai berikut: 
a. MPR tidak lagi sebagai sebuah lembaga super (tertinggi 
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b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

94 

negara), melainkan sekedar sebuah forum persidangan 
bersama anggota DPR dan DPD (semi bikameral) de­
ngan kewenangan yang sangat terbatas (vide Pasal 2 

dan 3 UUD 1945). 
Kekuasaan membentuk UU tidak lagi pada Presiden, 
melainkan pada DPR dengan kecenderungan penam­
bahan kekuasaan DPRyang semakin besar, sementara 
kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai 
representasi teritorial yang diharapkan menjadi pe­
nyeimbang DPR (yang merupakan representasi politik 
yang tercermin dari parpol) hanya didesain sebagai 
semacam badan pertimbangan bagi DPR (sekedar 
pelengkap). 
Lembaga-lembaga perwakilan (DPR, DPD dan DPRD) 
anggotanya harus dipilih melalui Pemilu. 
Dianutnya sistem presidensial yang lebih murni 
dengan indikator bahwa Presiden/Wakil Presiden 
harus dipilih secara langsung oleh rakyat dan adanya 
klausula kemungkinan impeachment terhadap Pre­
siden/Wakil Presiden melalui "mekanisme bolak-balik" 
DPR-Mahkamah Konstitusi-DPR-MPR. Juga ada 
kecenderungan kekuasaan Presiden direduksi oleh 
DPR. 
Adanya sebuah sistem kekuasaan kehakiman baru 
dengan kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) dan 
Komisi Yudisial, serta pencantuman secara tegas sistem · 
''judicial review" oleh MA (bagi peraturan perundang­
undangan di bawah UU) dan oleh MK (bagi UU terha­
dap UUD). 
Sistem pemerintahan lokal dengan otonomi seluas­
luasnya di bawah NKRI. 
Khusus tentang Pemilu adalah adanya jaminan kon­
stitusional tentang Pemilu yang memuat keharusan 
Pemilu diadakan secara periodik setiap lima tahun 
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sekali, asas Pemilu "luber danjurdil", lembaga negar a 
yang keanggotaannya diisi via Pemilu (DPR, DPD, 
DPRD, Presiden/Wapres), peserta Pemilu (parpol dan 
perorangan), dan penyelenggara Pemilu, yaitu Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap , 
dan mandiri (vide Pasal22E UUD 1945). 

Pemilu Tahun 2004 akan merupakan Pemilu pertama 
pascaAmandemen UUD 1945 dengan berbagai undang-un­
dang organik yang kini telah selesai semuanya (UU Parpol, 
UU Pemilu, UU Pemilihan Presiden/Wapres, UU Susduk , 
dan UU MK) yang didesain secara tergesa-gesa dan penuh 
tarik-menarik kepentingan politik parpol di DPRyang cen­
derung ingin mempertahankan status quo dan berorient asi 
jangka pendek, sehingga berbagai UU organik tersebut be­
l urn cukup ideal untuk mewujudkan ketatanegaraan pasca 
Amandemen UUD 1945 yang juga belum ideal. Hal itu 
tercermin misalnya dalam UU Parpol (mempersulit Parpol), 
UU Pemilu (sistem proporsional setengah hati) , UU Pilpres 
(persyaratan dan tidak terakomodasinya calon independen) , 
UU Susduk (kekuasaan DPRyang berlebihan), dan UU MK 
(pembatasan UU yang bisa direview MK). 

Sementara itu, penyelenggara Pemilunya , yaitu 
KPU-nya juga mengalami berbagai kendala baik intern al 
(rekrutmen yang terlambat di daerah karena keterlambatan 
UU Pemilu) maupun eksternal (kurang seriusnya Pemerin ­
tah/Pemerintah Daerah mensupport dan memfasilitasi dan 
bahkan ada kecenderungan beberapa Pemda menghambat 
karena tak rela Pemda tak lagi menjadi pelaksana Pemilu 
di daerah). 

Pemilu Tahun 2004 nanti juga dibayang-bayangi 
ketidakpercayaan (inkredibilitas) rakyat terhadap lembaga­
lembaga perwakilan (DPR/DPRD), partai politik, bahk an 
terhadap Pemilu itu sendiri. 
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Apakah di bawah bayang-bayang desain sistem yang 
kurang ideal, kondisi 'com pang-camping' KPU /KPUD, 
apatisme dan ketidakpercayaan rakyat, Pemilu akan ber­
langsung dengan baik dan menghasilkan sistem politik 
yang lebih demokratis? Bahkan ada pertanyaan yang lebih 
ekstrim, yaitu "apakah Pemilu 2004 jadi berlangsung?" 

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat 
tergantung sikap kita semua (Pemerintah, KPU, peserta 
Pemilu, dan seluruh rakyat) terhadap penting/tidaknya 
Pemilu sebagai proses politik harus tetap dilaksanakan, 
bagaimanapun keadaannya dan apapun hasilnya. Analisis 
yang cerdas dan jernih tentang "manfaat dan madharat" 
Pemilu 2004 kiranya harus dilakukan. 

Ternyata Pemilu 2004 yang meliputi Pemilu Legis­
latif untuk memilih para anggota DPR, DPD, dan DPRD, 
serta Pemilu Eksekutif untuk memilih Presiden dan Wakil 
Presiden telah berlangsung dengan selamat dan sukses . 
Bahkan kemudian dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan PP No.6 Tahun 2005 tentang 
Pemilihan Kepala Daerah, untuk pertama kalinya dalam 
sejarah ketatanegaraan Indonesia telah dilakukan Pemilihan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara 
langsung mulai bulan Juni 2005 yang juga relatif sekses. 

IV. Penutup 

Konstitusi-konstitusi yang pernah kita miliki dan 
Pemilu-pemilu yang pernah kita selenggarakan memang 
bel urn mampu menciptakan demokrasi yang berkelanjutan 
(sustainable democracy) di Indonesia. Tetapi proses menuju 
demokrasi harus tetap dilakukan, termasuk proses melalui 
Pemilu. 

Melalui Pemilu 2004 dan Pilkada 2005, ternyata 
syari'at a tau mekanisme demokrasi telah dapat diwujudkan 
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dengan baik, tetapi secara substansial, demokrasi Indone­
sia masih membutuhkan pendewasaan. Hasil Pilpres dan 
Pilkada secara langsung masih harus dibuktikan dalam 
sejarah bahwa mekanisme itu memang paling tepat dianut 
dibanding dengan mekanisme sebelumnya. 
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BEBERAP A MASALAH 
PEMILIHAN KEPALA DAERAH 1 

I. Pendahuluan 

Salah satu perubahan yang signifikan sebagai akibat 
Perubahan UUD 1945 (1999-2002) adalah bahwa cara 
pengisian jabatan dalam lembaga legislatif dan eksekutif, 
baik di tataran nasional, maupun lokal, harus dilakukan 
dengan cara pemilihan, tentunya dengan asumsi akan lebih 
demokratis. 

Pemilihan Umum (Pemil u) yang sebelumnya hanya 
dikenal sebagai instrumen untuk memilih sebagian ang­
gota DPR dan DPRD (karena yang sebagian lagi diangkat), 
melalui pengkaidahan dalam Pasal22E UUD 1945 menjadi 
instrumen untuk memilih seluruh anggota DPR, DPD, dan 
DPRD, dan bahkan untuk memilih Presiden dan Wakil 

' Disempurnakan dari makalah yang pernah disampaikan dalam 
Seminar Nasional Pilkada di Kupang, 3 September2005, yang diseleng­
garakan Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Widyagama. 
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Presiden secara langsung. 
Untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada), baik 

provinsi maupun kabupatenjkota, melalui ketentuan Pasal 
18 ayat (4) UUD 1945 dinyatakan bahwa "Gubernur, Bupati, 
dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah 
daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara de­
mokratis". Rumusan ini telah menimbulkan permasala­
han pertama, yaitu bahwa Pilkada dapat dilakukan 
secara langsung (seperti halnya pemilihan Presiden 
dan Wakil Presiden, disingkat Pilpres) atau secara tidak 
langsung (oleh DPRD seperti yang dipraktekkan sebelum­
nya dan yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang 
Pemerintah Daerah). 

Pembentuk undang-undang , melalui UU No. 32 tahun 
2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan 
UU No. 22 Tahun 1999 rupanya menafsirkan "kepala daerah 
dipilih secara demokratis" adalah: "dipilih secara langsung 
oleh rakyat" dengan segala permasalahannya yang akan 
menjadi fokus bahasan makalah ini. 

Makalah ini juga akan memberikan catatan kritis 
praktek penyelenggaraan Pilkada langsung tahun 2005 yang 
telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU No. 32 Tahun 
2004 dan PP No.6 Tahun 2005, serta beberapa pemikiran 
untuk perbaikan ke depan. 

II. Pilkada Langsung: Apakah Rezim Hukum Pe­
milu atau bukan? 

Dengan adanya pilihan kebijakan hukum pembentuk 
undang-undang bahwa Pilkada dilakukan secara langsung, 
maka permasalahan kedua yang segera muncul adalah 
apakah Pilkada langsung termasuk rezim hukum Pemilu 
atau bukan (rezim hukum penyelenggaraan pemerintahan 
daerah). Masalah inilah yang menonjol dalam proses.pera-
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dilanjudicial review UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemer­
intahan Daerah di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa 
waktu yang lalu. Jawaban atas permasalahan ters e but akan 
melahirkan beberapa kons ekuensi sebagai berikut: 
1. Apabila Pilkada langsung dikategorikan sebagai Pemilu, 

konsekuensinya adalah: 
a. Penyelenggarany a adalah Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) yang sekaligus sebagai pengendali Pilkada , 
sedangkan KPUD sebagai pelaksana teknis di 
masing-masing daerah yang bertanggung jawab 
kepada KPU (pengendali bukan Depdagri / Desk 
Pilkada) ; 

b. Pesertanya adalah pasangan calon yang diajukan 
oleh partai politik atau calon independen ; 

c. Pengawas Pilkada bersifat independen yang diben­
tuk oleh KPU danjatau KPUD; 

d. Apabila terjadi sengketa penetapan hasil Pilkada , 
penyelesaianny a oleh Mahkamah Konstitusi 
(MK); 

e. Sengketa dalam penetapan daftar calon Pilkada 
oleh KPUD tidak menjadi kompetensi PTUN (vide 
UU No. 9 Tahun 2004); 

f. Impeachment terhadap kepala dan atau wakil 
kepala daerah diajukan oleh DPRD kepada MK. 

2. Apabila Pilkada langsung tidak dikategorikan sebagai 
Pemilu, maka konsekuensinya adalah: 
a. Penyelenggaranya dapat KPUD seperti ketentuan 

UU No. 32 Tahun 2004 atau oleh sebuah panitia 
ad hoc yang dib entuk oleh Pemda dan sebagai 
pengendali/ supervisor adalah Depdagri / Desk 
Pilkada; 

b. Pesertanya seperti ketentuan UU No. 32 Tahun 
2004; 

c. Pengawas Pilkada dibentuk oleh DPRD sepe rti 
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ketentuan UU No. 32 Tahun 2004; 
d. Sengketa hasil pilkada diselesaikan oleh Mahkamah 

Agung sebagaimana ketentuan UU No. 32 Tahun 
2004; 

e. Sengketa penetapan daftar calon oleh KPUD/Pa­
nitia ad hoc Pilkada menjadi kompetensi PTUN; 

f. Impeachment terhadap kepala danfatau wakil 
kepala daerah diajukan oleh DPRD kepada Mah­
kamah Agung (seperti ketentuan UU No. 32 tahun 
2004). 

III. Catatan Kritis atas Pelaksanaan Pilkada Lang­
sung Tahun 2005 

Dari pelaksanaan Pilkada Langsung selama ini dapat 
diberikan beberapa catatan kritis sebagai berikut: 
1. Penyelenggaraan Pilkada langsung oleh KPUD tanpa 

supervisi oleh KPU nampaknya menimbulkan kebijakan 
KPUD yang tidak sama an tara daerah yang satu dengan 
daerah yang lain; . 

2. Sikap DPRD yang tidak mau meneruskan hasil Pilkada 
kepada Mendagri menunjukkan bahwa DPRD tidak 
memahami posisinya dalam Pilkada; 

3. Pemenang Pilkada yang tidak memiliki basis dukun­
gan mayoritas di DPRD bisa menimbulkan instabilitas 
politik lokal; 

4. Adanya perpecahan dalam internal partai-partai politik 
mempersulit KPUD dan makin signifikannya ada cal on 
independen; 

s. PTUN berwenang memutus sengketa penetapan nama­
nama cal on dalam Pilkada, karena KPUD dapat dikuali­
fikasikan sebagai pejabat tata usaha negara, sebagai 
konsekuensinya pelaksanaan Pilkada bisa terhambat 
karena adanya proses hukum lebih lanjut; 
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6. Dalam penyelesaian basil Pilkada oleh MA, pen­
delegasian oleh MA kepada Pengadilan Tinggi (PT) 
menimbulkan permasalahan apakah putusannya dapat 
dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) ke MA; 

7. Belum matangnya demokrasi politik lokal sehingga 
banyak konflik horisontal di daerah sebagai akibat 
pelaksanaan Pilkada. 

IV. Penutup 

Dari berbagai permasalahan Pilkada Langsung seb­
agaimana diuraikan di atas dapat dikemukakan beberapa 
rekomendasi sebagai berikut: 
1. Seyogyanya Pilkada langsung dikategorikan sebagai Pe­

milu, sehingga kita akan memiliki satu sistem pemilihan 
pejabat-pejabat publik dalam lingkungan kekuasaan 
legislatif dan eksekut if, baik tingkat nasional maupun 
lokal. Oleh karena itu, pengaturan Pilkada langsung 
harus dipisahkan dari UU Pemerintahan Daerah. 

2. Sebagai konsekuensinya, maka perlu penyempurnaan 
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 
Pemilu, Pilpres, dan Pilkada. Sebaiknya peraturan pe­
rundang-undangan tersebut terkodifikasikan menjadi 
satu undang-undang mengenai Pemilu dan mencakup 
pengaturan mengenai: 
a. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; 
b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ; 
c. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

3. Penyelenggara pemilu-pemilu tersebut tetap Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, 
dan mandiri, sesuai dengan ketentuan Pasal22E ayat 
(5) UUD 1945, tetapi tidak perlu ada KPUD. Untuk 
operasionalnya KPU membentuk panitia pemilihan 
nasional dan lokal yang bersifat ad hoc yang keang-
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gotaannya mencakup unsur-unsur pemerintah, parpol, 
dan kalangan masyarakat yang independen. 

4· lnstitusi penyelesai sengketa hasil pemilu-pemilu 
tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 24C 
ayat (1) UUD 1945 adalah lembaga peradilan di bidang 
ketatanegaraan, yaitu Mahkamah Konstitusi. 

5· Pemakzulan (impeachment) terhadap kepala daerah 
dan/atau wakil kepala daerah sebaiknya mengacu 
ketentuan mengenai pemakzulan Presiden danjatau 
Wakil Presiden, sehingga mekanisme dan prosesnya 
juga melalui Mahkamah Konstitusi. 
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MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI 
PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN 1 

I. Pendahuluan 

Perubahan DUD 1945 (1999-2002) telah membawa 
perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, 
baik dalam pelembagaan kekuasaan legislatif, eksekutif, 
maupun yudisial (kekuasaan kehakiman). 

Dalam sistem kekuasaan kehakiman (yudisial), di 
samping Mahkamah Agung (MA) dan badan-badan pera­
dilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 
militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, telah 
muncul Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial 
(KY). 

Tulisan ini bermaksud menjelaskan tentang MK se­
bagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia 

' Pernah disampaikan pada Temu Wicara Mahkamah Konstitusi 
dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dengan peserta para guru SMA 
se-DKI Jakarta, Jakarta 11 Agustus 2005 
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yang meliputi kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan 
konstitusionalnya, serta visi dan misi yang diemban­
nya. Akan tetapi terlebih dahulu akan diuraikan tentang 
kekuasaan kehakiman di Indonesia sebelum dan sesudah 
Perubahan UUD 1945. 

II. Kekuasaan Kehakiman sebelum Perubahan 
UUD1945 

Sebelum Perubahan UUD 1945, kekuasaan kehakiman 
di Indonesia didasarkan atas ketentuan Bab IX Pasal24 dan 
Pasal25 UUD 1945 sebagai berikut. 
Pasal24: 
(1). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahka­

mah Agung dan lain-lain bad an kehakiman menu rut 
undang. 

(2). Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu 
diatur dengan undang-undang. 

Pasal25: 
Syarat-syaratuntuk menjadi dan untuk diberhentikan 
sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. 

Penjelasan Pasal24 dan 25 tersebut berbunyi "Kekua­
saan kehakiman ialah kekuasaan kehakiman yang merde­
ka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. 
Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam 
undang-undang ten tang kedudukan para hakim ." 

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan 
bahwa: 
a. Kekuasaan kehakiman meliputi badan-badan kehaki­

man, jenis tingkatannya, susunan dan kekuasaannya, 
acara dan tugasnya, yang seluruhnya akan diatur den­
gan undang-undang; 

b. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang 
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merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah; 
yang berarti telah dianut asas peradilan yarig be bas dan 
tidak memihak sebagai salah satu prasyarat bagi sebuah 
negara hukum. Untuk menjamin kebebasan ters ebut, 
maka para hakim harus dijamin kedudukannya dalam 
undang-undang. 

Perintah UUD 1945 agar kekuasaan kehakiman itu leb-
ih lanjut diatur dengan undang-undang telah dilakukan oleh 
Pemerintah Orde Baru dengan dikeluarkannya beberapa ../ 
undang-undang yang berkaitan dengan kekuasaan kehaki­
man dan sistem peradilan di Indonesia, sebagai berikut : 

Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia No­
mor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman (Lem.baran Negara Republik Indo­
nesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2951) yang memuat ketentuan 
bahwa: 
a. Berdasarkan Penjelasan Umumnya, UU tersebut di­

maksudkan sebagai induk dan kerangka umum yang 
meletakkan dasar serta asas-asas peradilan sebagai 
pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan 
agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha 
negara yang masing-masing akan diatur dalam undang­
undang tersendiri; 

b. UU No. 14 Tahun 1970 mengakhiri berlakunya UU 
No. 19 tahun 1964 yang telah mereduksi prinsip ke­
bebasanjkemerdekaan kekuasaan kehakiman seperti 
diamanatkan oleh Penjelasan UUD 1945. Melalui Pasal 
1 dan Penjelasannya dipertegas dan diperjelas prinsip 
kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai berikut: 
"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara 
yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadi­
lan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya 
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Negara Hukum Republik Indonesia." Penjelasannya 
berbunyi "Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini 
mengandung penge_rtian didalamnya kekuasaan ke­
hakiman yang be bas dari campur tangan pihak kekua­
saan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, 
direktiva, atau rekomendasi yang datang dari pihak 
extra judicial kecuali dalam hal-hal yang diizinkan 
oleh undang-undang." 

c. Melalui Pasal10 UU No. 14 Tahun 1970 telah ditegaskan 
sistem peradilan dan macam-macam badan peradilan 
yang akan melaksanakan kekuasaan kehakiman di 
Indonesia di samping Mahkamah Agung, yaitu badan­
badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan 
Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masing-mas­
ing badan peradilan terse but mempunyai dua tingkatan, 
yakni peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat 
banding, dan semua berpuncak pada Mahkamah Agung 
sebagai peradilan tingkat kasasi. Dengan demikian, 
sistem peradilan di Indonesia menganut kombinasi dari 
sistem multi-jurisdiction dan sistem unity ojjurisdic­
tion. Sistem Multi-jurisdiction nampak dalam yuris­
diksi masing-masing peradilan di tingkat pertama dan 
banding. Sedangkan sistem unity ojjurisdiction dia!lut 
dengan diletakannya Mahkamah Agung sebagai puncak 
atau satu-satunya peradilan kasasi untuk semua jenis 
peradilan yang punya kewenangan berbeda, sehingga 
Mahkamah Agung dapat dikatakan sebagai single top 
monopoly ataujunctional top dari sistem peradilan di 
Indonesia. 

Kedua, untuk melaksanakan UU No. 14 Tahun 1970 
yang merupakan undang-undang pokok telah dikeluarkan 
beberapa undang-undang pelaksanaannya, yaitu: 
1. Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 
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tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI 
Tahun 1981 No. 76); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 
1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI 
Tahun 1985 No. 73, Tambahan Lembaran Negara RI 
No. 3316); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 
1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara RI 
Tahun 1986 No. 20, Tambahan Lembaran Negara RI 
No. 3327); 

4· Undang-Undang Republik Indonesia No . 5 Tahun 
1986 tentang Peradil an Tata Usaha Negara (Lembaran 
Negara RI Tahun 1986 No. 77, Tambahan Lembaran 
Negara RI No. 3344); 

5. Undang- Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 
ten tang Peradilan Agama (Lembaran N egara RI Tahun 
1989 No. 49). 

6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 
tentang Peradilan Militer. 

Ketiga, setelah dilaksanakan selama 29 tahun, se­
bagai usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman 
yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang 
hukum dilakukan perubahan terhadap UU No. 14 Tahun ,../ 
1970 dengan UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan 
atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Keten­
tuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang intinya 
berisi kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan , . 
baik yang menyangkut teknis yudisial maupun organisasi, 
administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap di 
bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan paling lam bat su-
dah harus dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak 
diundangkannya UU No. 35 Tahun 1999 . 
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III. Kekuasaan Kehakiman sesudah Perubahan 
UUD1945 

Perubahan Ketiga UUD 1945 (9 November 2001) 
antara lain telah melakukan perubahan terhadap Bab IX 
tentang Kekuasaan Kehakiman dari semula hanya terdiri 
dari dua pasal (Pasal 24 dan 25) menjadi lima pasal, yaitu 
Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25. 
Perubahan tersebut telah memasukkan ketentuan tentang 
kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang semula hanya ter­
cantum dalam Penjelasan dan yang semula tercantum dalam 
UU No. 14 tahun 1970 mengenai badan-badan peradilan di 
bawah Mahkamah Agung ke dalam Pasal24, sehingga Pasal 
24 berbunyi sebagai berikut. 
(1). Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan. 

(2). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mah­
kamah Agung dan badan peradilan yang berada 
di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 
militer, lingkunganperadilan tata usaha negara, dan 
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 

(3). Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan 
kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-un­
dang. 

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa jaminan 
konstitusional atas prinsip kemerdekaan kekuasaan kehaki­
man semakin kuat, demikian pula eksistensi badan-badan 
peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung telah 
mendapat jaminan konstitusional (semula hanya dimuat 

/ dalam undang-undang). tPerubahan Pasal 24 juga tidak 
lagi menempatkan Mahkamah Agung sebagai single top 
authority dalam kekuasaan kehakiman, karena kehadiran 
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Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan konstitusional 
yang diatur dalam Pasal 24C. Ketentuan Pasal24 ayat (3) 
penjabarannya dilakukan oleh Pasal 41 UU No. 4 Tahun 
2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa yang 
dimaksud dengan badan-badan lain yang fungsinya berkai­
tan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, 
dan badan-badan lain yang diatur dalam undang-undang 
(catatan: tidakjelas apakahAdvokatyang diatur dalam UU 
No. 18 Tahun 2003 termasuk di dalamnya). 

Perubahan juga berupa penambahan Pasal 24A yang 
mengatur tentang Mahkamah Agung sebagai berikut: 
(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat 

kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di 
bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan 
mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh 
undang-undang. 

(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian 
yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman 
di bidang hukum. 

(3) Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan 
persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim 
agung oleh Presiden. 

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari 
dan oleh hakim agung. 

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan .hukum acara 
Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya 
diatur dengan undang-undang. 

Dari ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa 
telah ditentukan dalam konstitusi kewenangan MA, per­
syaratan, dan cara rekrutmen hakim agung. 

Perubahan dengan penambahan Pasal24B yang men-
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gatur tentang Komisi Yudisial (KY) sebagai berikut: 
(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang 

mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mem­
punyai wewenangn dalam rangka menjaga dan 
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 
perilaku hakim. 

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pe­
ngetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta 
memiliki integritas dan keperibadian yang tidak ter­
cela. 

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan 
oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

(4) Susunan,kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudi­
sial diatur dengan undang-undang. 

v Perubahan dengan penambahan Pasal 24C yang 
mengatur tentang Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai 
berikut: 
(1) Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat per­

tama dan terakhir yang putusannya bersifat final 
untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Un­
dang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga 
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang­
Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, 
dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan 
umum. 

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan 
atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai 
dugaan pelanggaran oleh Presiden danjatau Wakil 
Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang 
anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Pres­
iden, yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah 
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Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 
dan tiga orang oleh Presiden. 

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih 
dari dan oleh hakim konstitusi. 

(5) Hakim konstitusi liarus memiliki integritas dan ke­
pribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang 
menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak 
merangkap sebagai pejabat negara. 

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, 
hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mah­
kamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. 

Sedangkan mengenai Pasal 25 tidak mengalami 
perubahan, yaitu isinya sama dengan Pasal 25 sebelum 
Perubahan UUD 1945. 

Sebagai akibat perubahan pengaturan kekuasaan ke- v 
hakiman dalam UUD 1945, maka telah dikeluarkan beberapa 
undang-undang yang terkait dengan kekuasaan kehakiman 
sebagai berikut: 
1. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat; 
2. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

(Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 98, Tambahan 
Lembaran Negara RI No. 4316) untuk melaksanakan 
perintah Pasal24C ayat (6) UUD 1945; 

3. UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 No .. 8, Tambahan 
Lembaran Negara RI No. 4358) untuk menggantikan 
UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diu bah dengan 
UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 
14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman; 

4· UU No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran 
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Negara RI Tahun 2004 No. 9, Tambahan Lembaran 
Negara RI No. 4359) untuk melaksanakan ketentuan 
Pasal24A ayat (5) UUD 1945; 

5. UU No.8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran 
Negara RI Tahun 2004 No. 34, Tambahan Lembaran 
Negara RI No. 4379) untuk melaksanakan ketentuan 
Pasal 24A ayat (5) UUD 1945; 

6. UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 35, Tambahan 
Lembaran Negara RI No. 4380) untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal24A ayat (5) UUD 1945; 

7. UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 89, Tambahan 
Lembaran Negara RI No. 4415) untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal24B ayat (4) UUD 1945. 

IV. Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku Ke­
kuasaan Kehakiman 

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 UUD 1945 setelah 
Perubahan , MK adalah salah satu pelaku kekuasaan ke­
hakiman di sam ping MAdan badan-badan peradilan yang 
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 
dan lingkungan peradilan tata usaha negara. 

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, MK mempunyai 
v kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana 

telah ditentukan oleh pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan 
diatur lebih lanjut dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi (disingkat UU MK). 

1. Kedudukan, tugas, fungsi, visi, dan misi Mah­
kamah Konstitusi 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) 
UUD 1945}uncto Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi, kedudukan MK adalah: 
a. merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan 

kekuasaan kehakiman; 
b. merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka; dan 
c. sebagai penegak hukum dan keadilan. 

Sedangkan tugas dan fungsi MKberdasarkan Penjela- I 
san Umum UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau 
perkara konstitusi tertentu dalam rangka menjaga konstitusi 
(UUD 1945) agar dilaksanakan secara bertanggung jawab 
sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. 
Keberadaan MK sekaligus untuk menjaga terselenggaranya .f 

pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan ko­
reksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di 
masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap kon­
stitusi. Oleh karena itu, selain sebagai penjaga konstitusi (the 
guardian of the constitution), MKjuga merupakan penafsir 
tertinggi konstitusi (the sole interpreter of constitution). 

Atas dasar kedudukan,tugas, dan fungsi MK tersebut , 
maka visi dan misi MK dirumuskan dalam Blue Print MK v 
sebagai berikut: 
• Visi MK: Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujud­

kan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan 
kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. 

• Misi MK: 
Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah 
satu kekuasaan kehakiman yang terpercaya. 
Membangun konstitusionalitas Indonesia dan 
budaya sadar berkonstitusi. 
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2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. 

Untuk mengawal konstitusi, MKmempunyai kewena­
ngan menangani perkara- perkara konstitusi/ketatanegaraan 
tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) 
dan ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut: 
a. menguji undang-undang terhadap UUD 1945; 
b. memutus sengketa kewenangan konstitusionallembaga 

negara; 
c. memutus pembubaran partai politik; 
d. memutus perselisihan hasil pemilihan umum; 
e. memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran 

oleh Presiden danjatau Wakil Presiden (selanjutnya 
disebut impeachment). 

Dengan demikian, perkara-perkara ketatanegaraan 
lainnya, seperti pengujian peraturan perundang-undan­
gan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, 
perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, dan im­
peachment DPRD terhadap kepala daerah danjatau wakil 
kepala daerah, tidak termasuk dalam kewenangan MK, me­
lainkan menjadi kewenangan MA, sebagaimana tercantum 
dalam Pasal24A ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

3· Pelaksanaan kewenangan konstitusional MK 

Pelaksanaan kewenangan konstitusional MK dilaku-
..Jkan dengan H ukum Acara MK yang terdiri dari hukum acara 

umum untuk semua kewenangan MK (diatur dalam Pasal 
28 sampai dengan 49 UU No. 24 Tahun 2003) dan hukum 
acara khusus untuk setiap kewenangan MKyang dilengkapi 
lebih lanjut dengan berbagai Peraturan Mahkamah Konsti­
tusi (PMK) sesuai dengan ketentuan Pasal 86 UU No. 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 

Pelaksanaan kewenangan konstitusional MK secara 
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rinci adalah sebagai berikut: 
a. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945: 

• Diatur dalam Pasal so sampai dengan Pasal 6o 
UU MK dan telah dilengkapi dengan PMK No. 
o6jPMKj2005; 

• Subyek hukum yang dapat menjadi pemohon 
adalah: i) perorangan WNI, termasuk kelompok 
orang yang mempunyai kepentingan sama; ii) 
kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang 
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam 
undang-undang; iii) badan hukum publik atau 
privat; atau iv) lembaga negara, yang menganggap 
hak dan/ a tau kewenangan konstitusionalnya diru­
gikan, yaitu hakjkewenangan yang diberikan oleh 
UUD 1945; 

• Obyek permohonan adalah konstitusionalitas 
sebuah undang-undang yang meliputi pengujian 
secara formil, yaitu pengujian mengenai apakah 
pembentukan dan bentuk undang-undang sesuai 
atau tidak dengan ketentuan UUD 1945, dan pe­
ngujian secara materiil, yaitu pengujian mengenai 
apakah materi muatan dalam ayat, pasal, danjatau 
bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 
1945; 

• Dalam kurun waktu dua tahun usia MK telah di­
lakukan pengujian tidak kurang dari 65 undang­
undang, dengan putusan ada yang dikabulkan 
seluruhnya, dikabulkan sebagian, tidak diterima, 
dan ada yang ditolak. 

b. Memutus sengketa kewenangan konstitusionallembaga 
negara: 
• Diatur dalam Pasal 61 s.d. 67 UU MK; 
• Pemohonnya adalah lembaga negara yang ke-
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wenangannya diberikan oleh DUD 1945, seda­
ngkan termohonnya adalah lembaga negara yang 
mengambil kewenangan lembaga negara lain­
nya; 

• obyek sengketa adalah kewenangan yang diberikan 
oleh DUD 1945; 

• Dalam kurun waktu dua tahun usia MK baru 
ada satu perkara yang ditangani MK, yaitu per­
mohonan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 
yang terkait dengan pemilihan anggota Badan 
Pemeriksa Keuangan. 

c. Memutus Pembubaran Partai Politik: 
• Diatur dalam Pasal 68 s.d. 73 UU MK; 
• Pemohonnya adalah Pemerintah, sedangkan ter­

mohonnya adalah partai politik yang dimohonkan 
untuk dibubarkan; 

• Alasan pembubaran adalah ideologi, asas, tujuan, 
program, dan kegiatan parpol yang dianggap ber­
tentangan dengan DUD 1945; 

• jika permohonan dikabulkan, parpol yang bersang­
kutan dibatalkan pendaftarannya sebagai badan 
hukum pada pemerintah. 

d. Perselisihan hasil pemilihan umum: 

122 

• Diatur dalam Pasal 74 s.d. 79 UU MK dan dileng­
kapi dengan PMKNo. 04/PMKj2004 dan No.05/ 
PMK/2004; 

• Pemohonnya adalah perorangan peserta Pemilu 
DPD, Partai politik peserta Pemilu, dan Pasangan 
CapresjCawapres peserta Pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden; sedangan termohonnya adalah 
KPU; 

• Obyek perselisihan adalah Penetapan Hasil Pemilu 
oleh KPU; 

• Untuk Pemilu Tahun 2004 telah ditangani 21 per-
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mohonan peserta pemilu DPD, 273 kasus pemilu 
DPR/DPRD, dan 1 kasus Pemilu Presiden/Wa­
pres. 

e. Impeachment DPR terhadap Presiden danjatau Wakil 
Presiden: 
• Diatur dalam Pasal So s.d 85 UU MK; 
• Pemohon adalah D PR yang disetujui oleh minimal 

2/3 dari minimal 2/3 anggota DPR yang hadir 
dalam sidang paripurna; 

• Alasan impeachment: i) Presiden danjatau Wakil 
Presiden melanggar hukum karena pengkhianatan 
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak 
pidana berat lainnya, dan melakukan perbuatan 
tercela, dan ii) Presiden danjatau Wakil Presiden 
tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan UUD 
1945; 

• Putusan menyatakan pendapat DPR terbukti atau 
tidak terbukti. 

V. Penutup 

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku ...; 
kekuasaan kehakiman diharapkan mampu mengembalikan 
citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan 
kehakiman yang merdeka yang dapat dipercaya dalam 
menegakkan hukum dan keadilan. 

Melalui lima kewenangan konstitusional yang 
dimilikinya, Mahkamah Konstitusi mengawal UUD 1945 
dalam rangka mewujudkan cita-cita negara hukum dan 
negara demokrasi. 
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HUKUMACARA 
MAHKAMAH KONSTITUSI 1 

I. Pendahuluan 

Menurut Pasal24 ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Kon­
stitusi RI (disingkat MK) adalah salah satu pelaku kekua­
saan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, selain 
Mahkamah Agung (disingkat MA) dengan seluruh badan 
peradilan yang bernaung di bawahnya (dalam lingkungan 
peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan 

' Disampaikan dalam acara Temu Wicara dengan Guru SMA dan 
SMK Provinsi DKI Jakarta "Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ke­
tatanegaraan Rf', 11 Agustus 2005, di Gedung Mahkamah Konstitusi, 
Jakarta Pusat. Pernah Disampaikan di forum "Pendidikan Khusus 
ProfesiAdvokat", Kerjasama FH Unibraw dengan AAI, 30 April2005, 
di Malang. Dan disampaikan juga di Forum Dialog MKRI dengan Insan 
Pers ten tang "MK dalam Sistem Ketatanegaraan Rf', Kerjasama MKRI 
dengan LKBN Antara, 17-18 Mei 2005, di Hotel Red Top, Pecenongan, 

HUKUM KONSTITUSI DAN MAHKAMAH KONSTITUSI 127 



HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI 

Jakarta. peradilan tata usaha negara). 

Penjelasan Umum UU No. 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi (disingkat UU MK) menegaskan 
bahwa keberadaan MKRI adalah "sebagai lembaga negara 
yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ket­
atanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilak­
sanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak 
dan cita-cita demokrasi." 

Sesuai dengan keberadaan, kedudukan, dan fungsinya 
tersebut, MKRI diberi wewenang sebagaimana tercantum 
dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang 
ditegaskan lagi dalam Pasal1o ayat (1) dan ayat (2) UU MK, 
yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final untuk: 
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 

Dasar (dapat disebut menguji konstitusionalitas un­
dang-undang); 

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 
(atau memutus sengketa kewenangan konstitusional 
lembaga Negara); 

c. memutus pembubaran partai politik; 
d. memutus perselisihan basil pemilihan umum (Pe­

milu); 
e. memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan 

pelanggaran oleh Presiden danjatau Wakil Presiden 
menurut UUD (disingkat Impeachment DPR). 

U ntuk melaksanakan kelima kewenangan MKRI terse­
but ( catatan: memutus soal impeachment disebut oleh UUD 
1945 sebagai kewajiban MK), hukum acaranya telah diatur 
dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal85 UU MK, meskipun 
masih bisa dilengkapi oleh MK (vide Pasal86 UU MK) lewat 
Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). 
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Hukum Acara MK bersifat umum dan khusus. H ukum 
Acara yang bersifat umum berlaku untuk semua kewena­
ngan MK, sedangkan Hukum Acara yang bersifat khusus 
hanya berlaku khusus untuk masing-masing kewenangan 
MK. Berikut ini adalah uraian mengenai Hukum Acara MK 
sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 
85 UU MK yang telah dilengkapi dengan apa yang dimuat 
dalam PMK dan perkembangan praktek peradilan MK 
selama lebih dari satu tahun usia MK yang belum sempat 
dibakukan dan dibukuk\).n. 

II. Hukum Acara Umum 

Hukum Acara Umum MKyang dimuat dalam Pasal28 
s.d. Pasal49 UU MK mencakup pengaturan hal-hal sebagai 
berikut: 

1. Susunan hakim dan sifat persidangan (Pasal 28 
UUMK): 

• Dalam keadaan biasa, MK memeriksa, mengadili, 
dan memutus dalam Sidang Pleno MK dengan 
9 (sembilan) orang hakim, kecuali dalam keadaan 
luar biasa [menurut Penjelasan Pasal 28 ayat 
(I), luar biasa adalahjika ada hakim yang 
meninggal dunia atau terganggu fisikjjiwanya 
sehingga tak mampu melaksanakan kewajiban se­
bagai hakim Konstitusi] Sidang Pleno MK dengan 
7 (tujuh) orang hakim. Dalam praktek selama ini, 
Pleno 7 orang hakim tidak hanya karena keadaan 
luar biasa seperti yang dimaksud UU MK, tetapi 
bisa karena halangan biasa, sebab jika tidak malah 
bisa menghambat tugas-tugas MKRI dalam me­
nangani perkara Konstitusi. 

• Sidang Pleno MK dipimpin oleh Ketua MK, kecuali 
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• 

• 
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apabila Ketua MK berhalangan [Catatan: Menurut 
Penjelasan Pasal 29 ayat (2), yang dimaksud ber­
halangan adalah keadaan luar biasa sebagaimana 
dimaksud pada Penjelasan ayat (I), tetapi dalam 
praktekjuga tidak karena keadaan luar biasa] Si­
dang Pleno dipimpin oleh Wakil Ketua MK (ayat 2). 
Apabila Ketua dan Wakil Ketua MK berhalangan 
pada waktu bersamaan, Sidang Pleno dipimpin 
oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh 
Anggota MK (ayat 3). 
Sifat persidangan MK terbuka untuk umum, ke­
cuali rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang 
sifatnya tertutup dan rahasia [Pasal 40 ayat (1)]. 
Bahkan apabila persidangan MK tersebut un­
tuk pembacaanjpengucapan putusan, jika sifat 
terbuka untuk umum tidak terpenuhi berakibat 
putusan MK tidak mempunyai kekuatan hukum 
[Pasal28 ayat (5) dan (6)]. 
Panel Hakim: Berdasarkan ketentuan Pasal 28 
ayat (4) UU MK, sebelum sidang pleno, MK dapat 
membentuk Panel Hakim yang anggotanya mini­
mal3 (tiga) orang hakim Konstitusi untuk memer­
iksa yang hasilnya dibahas dalam sidang pleno 
untuk diambil putusan. Dari ketentuan tersebut 
menunjukkan bahwa pembentukan Panel Hakim 
itu bukan sebuah keharusan, tetapi menurut kebu­
tuhan (fakultatif) dan tidak jelas tugasnya, bukan 

J seperti MK Jerman yang membagi 16 orang hakim 
MK dalam 2 ( dua) panel menurut jenis perkara dan 
jelas tugasnya. Oleh karena itu dapat dimengerti 
apabila tugas Panel Hakim MKRI terus mengalami 
dinamika perkembangan, yaitu mula-mula hanya 
bertugas melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, 
tetapi kemudian juga berwenang dalam peme-
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riksaan persidangan sampai dengan pembuktian 
(memeriksa dokumen, memeriksa saksi dan ahli), 
kecuali untuk putusan yang harus dalam sidang 
plena, bahkan untuk perkara perselisihan hasil 
pemilu Panel Hakim diberi wewenang menyiap­
kan putusan. Dalam perkara pengujian undang­
undang, Panel Hakim melaporkan kepada RPH 
apakah perkara dapat diteruskan ke sidang plena 
atau tidak, ataukah cukup ditangani Panel, kecuali 
dalam putusan. Biasanya selama ini untuk men­
dengarkan keterangan Pemerintah dan DPR selalu 
dilakukan dalam sidang plena, pertimbangan­
nya adalah untuk menghormati sesama lembaga 
(tinggi) negara. 

2. Pengajuan Permohonan (Pasal 29 s.d. Pasal 31 

UUMK): 

• Semua perkara yang diajukan ke MK dilakukan se­
cara tertulis dalam bentuk permohonan, bukan 
gugatan. Selain itu, yang secara eksplisit disebut­
kan ada pihak Termohon hanyalah untuk seng­
keta kewenang.an konstitusionallembaga negara, 
sedangkan untuk pembubaran partai, perselisihan 
hasil pemilu, dan impeachment adanya pihak Ter­
mohon bersifat implisit, dan bahkan untuk pengu­
jian konstitusionalitas undang-undang tidak ada 
pihak Termohon, D PR dan Pemerintah (Presiden) 
hanya pemberi keterangan sebagai pembentuk 
undang-undang. 

• Permohonan harus dalam bahasa Indonesia, 
dibuat dalam rangkap 12 (dua belas), dan ditanda 
tangani oleh Pemohon atau kuasanya (vide Pasal 
29). 
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Catatan: 
Kuasa di sini adalah kuasa hukum yang menurut 
UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah 
Advokat, tetapi saat ini MK masih mengizinkan 
public devender dari LBH, PBHI, LKBH kampus, 
dan lain-lain yang tidakjbelum berstatus advokat 
beracara di MK. Dalam hal Pemohon memakai 
kuasa hukum harus ada surat kuasa khusus untuk 
itu (Pasal43 UU MK). 

• Permohonan wajib menguraikan dengan jelas 
mengenai perkara apa yang dimohonkan, yaitu 
salah satu dari perkara Konstitusi yang menjadi 
kewenangan MK sebagaimana terse but Pasal 24C 
ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945}uncto Pasal10 ayat 
(1) dan (2) UU MK (Pasal 30 UU MK). 

• Permohonan minimal harus memuat identitas 
Pemohon, uraian tentang dasarjalasan per­
mohonan (posita) terkait perkara Konstitusi terse­
but Pasal30, dan hal yang diminta untuk diputus 
(petitum), serta didukung alat bukti (Pasal31). Alat 
bukti suratjdokumen cukup fotocopy yang sudah 
dilegalisasi (oleh notaris atau Panitera MK/Pera­
dilan Umum) dan dibubuhi materai secukupnya 
sesuai ketentuan perundang-undangan. 

3· Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan 
Sidang (Pasal 32 s.d. 35 UU MK): 

• Panitera MK memeriksa kelengkapan permohonan, 
bagi yang belum memenuhi ketentuan Pasal 29 
dan Pasal 31 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU MK 
wajib melengkapi dalam jangka waktu paling 
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lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan 
kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon, 
sedangkan bagi yang telah lengkap dicatat dalam 
Buku Registrasi Perkara Konstitusi (Pasal 32 UU 
MK). 

• Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) 
memuat antara lain catatan tentang kelengkapan 
administrasi disertai pencantuman nomor perka­
ra, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama 
pemohon, dan pokok perkara (Pasal 33 UU MK). 

• Setelah permohonan diregistrasi dalam BRPK, 
dalamjangka waktu paling lam bat 14 (empat belas) 
hari kerja, MK menetapkan hari sidang pertama 
yang diberitahukan kepada para pihak dan diu­
mumkan kepada masyarakat dengan penempelan 
salinan pemberitahuan a quo di papan pengumu­
man MK yang khusus digunakan untuk itu (Pasal 
34). 
Catatan: 
Dalam praktek, penetapan hari sidang pertama 
dilakukan oleh Ketua Panel untuk sidang pemer­
iksaan pendahuluan, sedangkan tenggat waktu 14 
hari kerja adalah untuk perkara pengujian konsti­
tusionalitas undang-undang sebab UU MK tidak 
menentukan batas waktu (tenggat) putusannya, 
semen tara itu untuk em pat perkara yang lain yang 
ditentukan tenggat putusannya tentu akan menye­
suaikan yang diatur dalam PMK untuk masing­
masing perkara (Lihat Hukum Acara Khusus). 

• Permohonan dapat ditarik kern bali oleh pemohon, 
sebelum atau selama masih dalam pemeriksaan 
MK yang berakibat permohonan tidak dapat di­
ajukan kembali oleh Pemohon (Pasal35). 
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Catatan: 
Apabila sudah diregistrasi tetapi belum pernah 
sidang, cukup pel} eta pan Ketua tanpa dibacakan di 
sidang dan perkara dicoret dari BRPK, tetapi jika 
pernah disidangkan, pen eta pan penarikan perkara 
dibacakan di persidangan. 

4· Alat Bukti (Pasal36 s.d. 38 UU MK): 

• Macam-macam alat bukti yang dapat diajukan oleh 
para pihak ialah: a) surat atau tulisan; b) ketera­
ngan saksi; c) keterangan ahli; d) keterangan para 
pihak; e) petunjuk; dan f) alat bukti lain berupa 
informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, 
atau disimpan secara elektronik dengan alat optik 
atau yang serupa dengan itu [Pasal36 ayat (1) UU 
MK]. 

• Alat bukti huruf a harus dapat dipertang­
gungjawabkan perolehannya secara hukum, jika 
tidak, maka alat bukti tersebut tidak dapat dijadi­
kan alat bukti yang sah yang ditentukan oleh MK 
dalam forum persidangan MK [Pasal36 ayat (2), 
(3), dan (4)]. 

• Alat bukti yang diajukan ke persidangan dinilai 
oleh MK dengan memperhatikan kesesuaian alat 
bukti yang satu dengan yang lain (Pasal37). Menu­
rut Penjelasan Pasal 37 yang dimaksudkan alat 
bukti di sini adalah alat bukti berupa petunjuk. 

• Para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi 
panggilan MK, panggilan mana harus sudah diteri­
ma yang dipanggil paling lambat 3 (tiga) sebelum 
hari persidangan [Pasal38 ayat (1) dan ayat (2)]. 

• Para pihakyang merupakan lembaga Negara dapat 
diwakili oleh pejabat yang ditunjuk a tau kuasanya 
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berdasarkan peraturan perundang-undangan 
(Pasal 38 ayat 3). 

• Saksi yang telah dipanggil secara patut menurut 
hukum tidak hadir tanpa alasan yang sah, dapat 
dihadirkan secara paksa oleh MK dengan bantu an 
polisi. 

5· Pemeriksaan Pendahuluan (Pasal 39 UU MK) 

Sebelum pemeriksaan pokok perkara , melalui 
Panel Hakim (khususnya untuk perkara pengujian kons­
titusionalitas undang-undang dan perselisihan hasil Pe­
milu), MK mengadakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan 
untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permo­
honan, serta wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk 
melengkapi danjatau memperbaiki permohonan dalam 
jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari. 

(Catatan: tenggat 14 hari ini khususnya untuk 
perkara pengujian konstitusionalitas undang-undang, 
sedangkan untuk perkara lainnya menyesuaikan dengan 
tenggat putusan). Pemeriksaan Pendahuluan terbuka untuk 
umum. 

6. Pemeriksaan Persidangan (Pasal 40 s.d. Pasal 
44 UUMK) 

• Persidangan MK terbuka untuk umum [Pasal 40 
ayat (1)], di mana setiap orang yang hadir wajib 
mentaati tata tertib persidangan yang diatur oleh 
MK dan pelanggaran tata tertib persidangan meru­
pakan penghinaan terhadap MK a tau contempt of 
court [Pasal40 ayat (2), (3) , (4) UU MK]. MK telah 
mengeluarkan PMK No. 03/MKj2003 tentang 
Tata Tertib Persidangan pada Mahkamah Konsti­
tusi Republik Indonesia (terlampir). 
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• Dalam persidangan, hakim Konstitusi memer­
iksa permohonan, alat-alat bukti, para pihak 
yang berperkara, keterangan pihak terkait (ad 
informandum), dan keterangan lisan danjatau 
tertulis lembaga N egara yang terkait dengan per­
mohonan yang wajib menyampaikan penjelasan 
paling lambat 7 (tujuh) hali kerja sejak permintaan 
hakim Konstitusi diterima (Pasal 41 UU MK). 

• Saksi dan ahli yang dipanggil wajib hadir untuk 
memberikan keterangan (Pasal42); 

• Pemohon danjatau Termohon dapat didampingi 
atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kua­
sa khusus untuk itu (Pasal43), apabila didampingi 
bukan oleh kuasanya, harus ada surat keterangan 
khusus yang diserahkan kepada hakim Konstitusi 
dalam persidangan (Pasal44). 

7. Putusan (Pasal 45 s.d. Pasal 49 UU MK) 

a. Prosedur pembuatan putusan (Pasal 45) sebagai 
berikut: 
• 

• 

• 

• 

• 

MK memutus berdasarkan UUD 1945, sesuai 
alat bukti dan keyakinan hakim ; 
Putusan MK yang mengabulkan minimal 
didasarkan 2 (dua) alat bukti; 
Putusan MK wajib memuat fakta yang 
terungkap dalam persidangan dan per­
timbangan hukum yang menjadi dasar pu­
tusan; 
Putusan diambil dalam Rapat Permu­
syawaratan Hakim (RPH) secara mu-sy­
awarah untuk mufakat; 
Dalam RPH setiap hakim wajib me­
nyampaikan pendapat hukum (legal opi-
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nion); 
• Dalam hal musyawarah RPH tidak mencapai 

mufakat, diadakan RPH berikutnya; 
• Dalam hal RPH setelah berusaha sungguh­

sungguh tetap tidak dapat dicapai mufakat 
bulat, putusan diambil dengan suara 
terbanyak; 

• Apabila pengambilan putusan dengan suara 
terbanyak tidak tercapai, suara terakhir 
ketua sidang RPH menentukan; 

• Putusan MK dapat dijatuhkan pada hari itu 
juga a tau hari lain yang harus diberitahukan 
kepada para pihak; 

• Dalam hal putusan tidak tercapai dengan 
mufakat bulat, pendapat hakim yang 
berbeda dimuat dalam putusan (dissenting 
opinion). 

b. Putusan MK ditandatangani oleh hakim yang 
memeriksa, mengadili, dan memutus, dan panitera 
(Pasal46). 

c. Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap 
sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno ter­
buka untuk umum (Pasal47). 
Catatan: berlaku ke depan. 

d. MK memberi putusan "Demi Keadilan Ber-dasar­
kan Ketuhanan Yang Maha Esa". 

e. Struktur putusan MK harus memuat (Pasal48 ayat 
2): 
• kepala putusan berbunyi: "DEMI KE­

ADILAN BERDASARKAN KETUHANAN 
YANG MAHA ESA"; 

• identitas pihak; 
• ringkasan permohonan; 
• pertimbangan terhadap fakta yang terungkap 
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dalam persidangan; 
• pertimbangan hukum yang menjadi dasar 

putusan; 
• amar putusan; dan 
• hari, tanggal putusan, nama hakim kons­

titusi, dan panitera. 
f. MK wajib mengirimkan salinan putusan kepada 

para pihak dalam tenggat 7 (tujuh) hari ketja sejak 
putusan diucapkan (Pasal49). 
Catatan: 
MK telah mentradisikan bahwa segera setelah 
pembacaan putusan, salinan putusan langsung 
diberikan kepada para pihak. Selain itu, putusan 
juga langsung bisa dibaca di layar tayangan dan · 
dapat diakses di situs MahkamahKonstitusi: 
www.mahkamahkonstitusi.go.id. 

III. Hukum Acara Khusus 

Hukum Acara Umum sebagaimana diuraikan di atas, 
pada dasarnya berlaku untuk semua perkara konstitusi 
sesuai dengan kewenangan MK, namun di samping itu MK 
juga mempunyai hukum acara khusus sesuai dengan ma­
sing-masing kewenangan, yaitu yang diatur dalam Pasal 
so s.d. 85 UU MK. Mengingat masih kurang lengkapnya 
hukum acara khusus untuk masing-masing kewenangan 
MK tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 86 UU 

-.1 MK, diterbitkanlah PMK tentang prosedur acara untuk 
setiap kewenangan MK. Uraian berikut ini adalah hukum 
acara khusus sebagaimana diatur dalam UU MK, PMK, dan 
perkembangan dalam praktek selama ini. 

1. Prosedur Pengujian Konstitusionalitas Undang­
undang (Pasal so s.d. 60) 

Prosedur pengujian konstitsionalitas undang-undang 
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mencakup hal-hal sebagai berikut. 
a. Undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian/ 

Wewenang MK (Pasalso). 
Pasalso UU MK telah membatasi undang-undang yang 
dapat dimohonkan untuk diuji MK, yaitu undang-un­
dang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945; 
menurut Penjelasan Pasal so yang dimaksud "setelah 
perubahan UUD 1945" adalah setelah Perubahan Per­
tama, yaitu tanggal19 Oktober 1999. 
Tidak jelas rasionalitas pembentuk undang-undang 
atas pembatasan terse but, sehingga MK dalam Putusan 
Perkara No. 004/PUU-l/2003 tentang Pengujian UU 
No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan 
suara mayoritas hakim 6 (enam) dibanding 3 (tiga) 
telah mengesampingkan ketentuan Pasal so tersebut 
karena dinilai mereduksi kewenangan MK yang telah 
ditentukan oleh Pasal24C UUD 1945. Bahkan dengan 
mayoritas suara hakim yang tetap sama, melalui Pu­
tusan Perkara No. o66/PUU-II/2004 mengenai Pen­
gujian Pasal so UU MK dan PasalA UU No. 1 Tahun 
1987 ten tang Kadin, MK telah menyatakan bahwa Pasal 
so UU MKbertentangan dengan Pasal24C UUD 1945, 
sehingga tak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
Dengan demikian, sejak diucapkannya Putusan Perkara 
No. o66/PUU-II/2004 pada tanggal 12 April 2005, 
MK berwenang menguji semua undang-undang yang 
dimohonkan ke MK. 

b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [Pasal 
51 ayat (1) UU MK]; 
Pasal51 ayat (1) UU MK telah menentukan ten tang siapa 
subyek hukum yang memeliki legal standing untuk 
dapat mengajukan permohonan pengujian undang-un­
dang terhadap UUD 1945, yaitu: 1) perorangan warga 
negara Indonesia (WNI) termasuk kelompok orang 
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yang mempunyai kepentingan sama; atau 2) kesatuan 
masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dia­
tur dalam undang-undang; atau 3) badan hukum publik 
a tau privat; a tau 4) lembaga negara, yang menganggap 
hak dan/ a tau kewenangan konstitusionalnya (menurut 
Penjelasan, "hak konstitusional adalah hak-hak yang 
diatur dalam UUD 1945") dirugikan oleh berlakunya 
undang-undang. Pemohon wajib menguraikan dengan 
jelas tentang hak danjatau kewenangan konstitusional 
yang dianggap dirugikan tersebut dalam permohonan­
nya [Pasal51 ayat (2) UU MK]. 

Catatan: masalah legal standing ini paling rumit dan 
masih membutuhkan pengkajian dan penelitian lebih 
lanjut, misal tentang kesatuan masyarakat hukum adat, 
tentang badan hukum, tentang lembaga negara, dan 
ten tang constitutional rights. Di MK Korea, yang memi­
liki legal standing untuk pengujian konstitusionalitas 
undang-undang hanya peradilan biasa yang sedang 
menangani sebuah kasus yang meragukan konstitu­
sionalitas sebuah undang-undang yang terkait kasus a 
quo, sedangkan bagi warga negara tersedia mekanisme 
constitutional complaint atas dasar adanya kerugian 
langsung yang menjadi salah satu kewenangan MK 
Korea. Pada saat ini MKRI bel urn terlalu ketat tentang 
masalah legal standing ini. 

c. Jenis pengujian undang-undang: Ada 2 (dua) jenis 
pengujian undang-undang yang dapat dimohonkan 
pengujian, yaitu: 
• Pengujian formal (jormele toetsings), yaitu pen­

gujian mengenai apakah pembentukan sebuah 
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undang-undang tidak memenuhi ketentuan UUD 
1945, dalam hal ini ketentuan Pasal 20 ayat (1) 
UUD 1945}uncto UU No. 22 Tahun 2003 tentang 
Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD juncto Pe­
raturan Tata Tertib DPR dan ketentuan Pasal 22A 
UUD 1945}uncto UU No. 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
[Pasal51 ayat (3) huruf a UU MK]; 

• Pengujian materiil (materiele toetsings), yaitu pe­
ngujian apakah materi muatan dalam pasal, ayat, 
danjatau bagian dari undang-undang (catatan: 
termasuk Penjelasannya) bertentangan dengan 
UUD 1945 [Pasal51 ayat (3) hurufbJ. 

'Pemohon harus menguraikan dengan jelas ten tang je­
nis pengujian undang-undang yang dimohonkan; jika · 
pengujian formal yang dimohonkan, petitumnya me­
nyebut keseluruhan undang-undang yang dimohonkan 
pengujian dibatalkan, tetapi jika yang dimohonkan 
pengujian materiil, _maka hanya pasal, ayat, danjatau 
bagian undang-undang yang dianggap bertentangan 
dengan pasal-pasal tertentu UUD 1945 yang dalam 
petitum dimohonkan dinyatakan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. Selain itu, harus diuraikan 
dengan jelas pula posita a tau alasan/ argumentasi hu­
kumnya. 

d. Proses pengujian: 
• Permohonan yang telah diregistrasi dalam 

BRPK qisampaikan kepada DPR dan Presiden 
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari 
kerja setelah diregistrasi (Pasal 52). Mengapa 
disampaikan kepada DPR dan Presiden, karena 
menurut UUD 1945, DPR dan Presiden adalah 
pembentuk undang-undang yang perlu mengetahui 
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• 

• 

• 

142 

bahwa undang-undang bentukannya sedang diuji 
di MK dan perlu didengar keterangannya (Pasal 
54), tetapi tidak berstatus sebagai Termohon. 
Dalam perkara pengujian konstitusionalitas un­
dang-undang tidak ada pihak termohon, karena 
setelah diundangkan sebuah undang-undang su­
dah menjadi milik publik; DPR dan Presiden perlu 
didengar untuk menjelaskan latar belakang dan 
tujuan sebuah undang-undang dikeluarkan, atau 
legal policy ten tang sesuatu masalah yang diatur 
dalam undang-undang. 
MK juga memberitahu MA tentang adanya un­
dang-undang yang dimohonkan pengujian dalam 
jangka waktu paling lam bat 7 (tujuh) hari setelah 
permohonan diregistrasi dalam BRPK (Pasal 53), 
karena ada kemungkinan undang-undang yang 
sedang diuji terse but adalah undang-undang yang 
menjadi batu uji sebuah peraturan perundang-un­
dangan di bawah undang-undang yang dimohonk­
an pengujian di MA [vide Pasal24A ayat (1) DUD 
1945]. Bahkan MA harus menghentikan pengujian 
peraturan perundang-undangan yang berada di 
bawah undang-undang terhadap undang-undang 
yang sedang diuji konstitusionalitasnya oleh MK 
sampai ada putusan MK; 
Selain DPR dan Presiden (Pemerintah), MPRjuga 
dapat didengar keterangannya terutama terkait 
dengan risalah rapat mengenai maksud perubahan 
pasal dalam DUD. Keterangan MPR, DPR, dan 
Presiden berupa keterangan tertulis dan lisan, 
se1ta dapat dilengkapi alat bukti tulis/surat dan 
keterangan saksi dan ahli (Pasal54 UU MK); 
dalam praktek juga dapat didengar keterangan 
pihak terkait (ad injormandum) dan bahkan pihak 
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terkait terse but juga dapat mengajukan saksi dan 
ahli; 

• Pemohon, DPR, Pemerintah, dan pihak terkait 
juga diberi kesempatan mengajukan kesimpulan 
akhir. 

e. Putusan: 
• Amar putusan terhadap permohonan yang tidak 

memenuhi syarat kewenangan MK dan legal 
standing menyatakan "permohonan tidak dapat 
diterima (niet onvanvankelijk verklaard)" [Pasal 
56 ayat (1) UU MK]. 

• Amar putusan terhadap permohonan yang berala­
san menyatakan "permohonan dikabulkan " [Pasal 
56 ayat (2) UU MK], dan MK menyatakan dengan 
tegas materi muatan pasal, ayat, dan/atau bagian 
dari undang-undang yang dimohonkan pengujian 
bertentangan dengan UUD 1945 [Pasal 56 ayat 
(3) UU MK], serta menyatakan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat [Pasal57 ayat (1) UU 
MK]. 

• Amar putusan terhadap permohonan pengujian 
formal yang terbukti pembentukan undang-un­
dang tidak memenuhi ketentuan pembentukan 
undang-undang menurut UUD 1945 menyatakan 
"permohonan dikabulkan [Pasal 56 ayat (4) UU 
MK]" dan menyatakan bahwa undang-undan g 
dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat [Pasal 57 ayat (2) UU MK]. 

• Amar putusan terhadap permohonan pengujian 
undang-undang yang baik pembentukan (uji for­
mal) maupun materi muatannya (uji materiil) 
yang tidak terbukti bertentangan dengan UUD 
1945 menyatakan "permohonan ditolak" [Pasal56 
ayat (5) uu MK]. 
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• Putusan MK yang mengabulkan permohonan wajib 
dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan 
diucapkan [Pasal 57 ayat (3) UU MK]. 

• Putusan MK mengenai pengujian konstitu­
sionalitas undang-undang disampaikan kepada 
DPR, DPD, Presiden, dan MA (Pasal59 UU MK). 

f. Lain-lain: 
• Undang-undang yang sedang diuji oleh MK tetap 

berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan 
undang-undang tersebut bertentangan dengan 
UUD 1945 (Pasal 58 UU MK), jadi dalam hal ini 
tidak dikenal putusan sela. 

• Berlaku asas "nebis in idem", yaitu bahwa materi 
muatan pasal, ayat, danjatau bagian dari undang­
undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan 
pengujian kembali (Pasal 6o UU MK). 

2. Prosedur untuk Sengketa Kewenangan Kons­
titusional Lembaga N egara 

Pasal61 sd Pasal67 UU MK telah mengatur prosedur 
khusus untuk sengketa kewenangan konstitusionallembaga 
negara, tetapi karena belum cukup lengkap, MK menge­
luarkan PMK untuk melengkapinya, khususnya berkaitan 
dengan siapa subyek hukum dalam sengketa (Pemohon 
dan Termohon) yang tercantum dalam Pasal 61. Berikut ini 
adalah uraian tentang prosedur khusus tersebut: 
a. Pemohon dan Termohon: 

144 

Pemohon dan Termohon dalam sengketa kewenangan 
konstitusionallembaga negara adalah lembaga negara 
yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Be­
lum jelas ten tang apa yang dimaksud lembaga negara, 
karena dalam UUD 1945 terdapat 13 (tiga belas) insti- · 
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tusi/ aparat negara yang kewenangannya diberikan oleh 
UUD 1945, yaitu apakah semuanya mempunyai legal 
standing sebagai Pemohon dan juga sebagai Termohon 
dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga 
negara? Dalam konsep PMK, lembaga negara yang 
mempunyai legal standing untuk menjadi Pemohon 
dan/atau Termohon adalah Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Pe­
milihan Umum (KPU), Komisi Yudisial (KY), Badan Pe­
meriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Daerah (Pemda), 
dan Bank Sentral (BS). Sedangkan Mahkamah Agung 
(MA) berdasarkan ketentuan Pasal 65 UU MK tidak 
dapat menjadi pihak, sementara MKjustru yang akan 
bertindak sebagai lembaga peradilan penyelesai seng­
keta kewenangan. 
Dengan demikian, Pemohon adalah lembaga negara 
yang kewenangannya diambil, dikurangi, atau diru­
gikan oleh lembaga negara yang lain, sedangkan yang 
menjadi Termohon adalah lembaga negara yang di­
anggap mengambil, mengurangi, dan/atau merugikan 
Pemohon. 

b. lsi permohonan [Pasal61 ayat (2) UU MK] harus dengan 
jelas menguraikan: 
• kepentingan langsung pemohon; 
• kewenangan yang dipersengketakan; 
• lembaga negara yang menjadi termohon. 

c. Proses persidangan: 
• Permohonan sudah diregistrasi dalam BRPK 

disampaikan kepada Termohon dalam jangka 
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak 
permohonan dicatat dalam BRPK (Pasal 62 UU 
MK); 

• Pemeriksaan permohonan dapat dilakukan oleh 
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Panel Hakim danjatau Pleno Hakim, baik dalam 
pemeriksaan pendahuluan maupun dalam pemer­
iksaan persidangan; 

• Dalam persidangan diperiksa alat-alat bukti, 
keterangan para pihak, dan apabila diperlukan 
keterangan pihak terkait (vide hukum acara 
umum); 

• Apabila dipandang perlu, menurut Pasal 63 UU 
MK, MK dapat mengeluarkan keputusan provisij 
sela yang berupa penetapan yang memerintahkan 
pada pemohon danjatau termohon untuk mengh­
entikan sementara pelaksanaan kewenangan yang 
dipersengketakan sampai ada putusan MK 
(Catatan: Menurut Penjelasan Pasal 63 yang di­
maksud dengan "pelaksanaan kewenangan adalah 
tindakan baik tindakan nyata maupun tindakan 
hukum yang merupakan pelaksanaan kewenangan 
yang dipersengketakan". Dalam mengeluarkan pe­
n eta pan MK mempertimbang-kan dampak yang 
ditimbulkan oleh pelaksanaan kewenangan yang 
di persengketakan). 

d. Putusan: 
• Apabila pemohon danjatau permohonan tidak 

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 
61, amar putusan menyatakan "permohonan tidak 
dapat diterima" [Pasal64 ayat (1) UU MK]; 

• Apabila MK berpendapat bahwa permohonan 
beralasan, amar putusan menyatakan "per­
mohonan dikabulkan" [Pasal 64 ayat (2) UU MK] 
dan menyatakan dengan tegas bahwa "Termohon 
tidak mempunyai kewenangan untuk melak­
sanakan kewenangan yang dipersengketakan" 
[Pasal 64 ayat (3) UU MK], dan Termohon wajib 
melaksanakan putusan tersebut dalam jangka 
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waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak 
putusan diterima [Pasal 66 ayat (1) UU MK] yang 
apabila tidak dilaksanakan, pelaksanaan kewena­
ngan termohon batal demi hukum [Pasal 66 ayat . 
(2) UU MK]. 

• Apabila permohonan tidak beralasan, amar putu­
san menyatakan "permohonan ditolak" [Pasal 64 
ayat (4) UU MK]. 

• Putusan MK disampaikan kepada DPR, DPD, dan 
Presiden (Pasal67 UU MK). 
Catatan: Pasal ini mengesankan seolah-olah 
lembaga negara yang bersengketa hanya ketiga 
lembaga negara tersebut. 

3· Prosedur Pembubaran Partai Politik 

Dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, 
prosedur pembubaran partai politik (Parpol) juga me­
ngalami perkembangan. ·Pada masa Orde Lama (1959-1966) 
yang juga berada di bawah UUD 1945, ketentuan tentang 
pembubaran parpol diatur dalam Pasal 9 Pen pres No. 7 Ta­
hun 1959 sebagai berikut: "Presiden setelah mendengarkan 
pertimbangan Mahkamah Agung dapat membubarkan 
partai apabila asas dan tujuannya bertentangan dengan 
asas dan tujuan negara dan sedang melakukan pemberon­
takan." Jadi, pembubaran Parpol dilakukan dengan Keputu­
san Presiden (contoh Pembubaran PKI dengan Keppres No. 
1/3/1966 tanggal12 Maret 1966 yang kemudian dikokohkan 
dengan Ketetapan MPRS No.:XXV/MPRS/1966). 

Pada masa Orde Baru, UU No. 3 Tahun 1975 tentang 
Partai Politik dan Golongan Karya yang diu bah dengan UU 
No. 3 Tahun 1985, tidak mengenal pembubaran Parpol , 
tetapi kalau ada Parpol bermasalah kepengurusannya yang 
dibekukan dan diganti, sebab jumlah parpol sudah dip lot 
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tak lebih dan tak kurang dari tiga (2 Parpol dan 1 Golkar). 
Pada masa Reformasi, melalui ketentuan Pasal17 ayat (2) 
UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, pembubaran 
Parpol dilakukan oleh Mahkamah Agung setelah melalui 
proses peradilan . Kemudian setelah Perubahan UUD 1945, 
pembubaran Parpol dilakukan oleh MK setelah melalui 
proses peradilan [Pasal24C ayat (1) UUD 1945}uncto Pasal 
10 ayat (1) huruf c dan Pasal 68 s.d. 73 UU MKjuncto Pasal 
20 huruf c UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik]. 

Proses peradilan untuk memutus pembubaran parpol 
oleh MK secara khusus diatur dalam Pasal 68 s.d. Pasal 73 
UU MK dan diatur lebih lanjut dalam PMK (masih berupa 
konsep) yang mencakup hal-hal sebagai berikut: 
a. Pemohon adalah Pemerintah Pusat [Pasal 68 ayat (1) 

dan Penjelasannya); 
b. Termohon secara eksplisit tidak disebut oleh UU MK, 

tetapi secara implisit dari ketentuan Pasal 69 UU MK, 
termohonnya adalah Parpol yang dimohonkan untuk 
dibubarkan oleh Pemerintah; 

c. Alasan permohonan: 
Pasal 28 ayat (6) juncto Pasal19 ayat (5) UU No. 31 
Tahun 2002 ten tang Partai Politik menyebu tkan bahwa 
Parpol yang menganut, mengembangkan, dan menye­
barkan ajaran atau faham Komunisme/Marxisme-Le­
ninisme dapat dibubarkan. Tetapi dari ketentuan Pasal 
68 ayat (2) UU MK yang mewajibkan Pemohon men­
guraikan dengan jelas tentang ideologi, asas, tujuan, 
program , dan kegiatan parpol yang bersangkutan yang 
dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dapat disim­
pulkan bahwa 5 (lima) hal itulah (yaitu ideologi, asas, 
tujuan , program, dan kegiatan) yang dapat menjadi 
alasan bagi Pemerintah memohon MK membubarkan 
Parpol, apabila dianggap bertentangan dengan UUD 
1945· 
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Catatan: Padahal, menurut Pasal26 ayat (1) UU No. 31 
Tahun 2002 sanksi terhadap pelanggaran Pasal 5 ayat 
(1) UU No. 31 Tahun 2002 (asas parpol) hanya sanksi 
administratif berupa penolakan pendaftaran sebagai 
parpol di Departemen Kehakiman, sedangkan pelang­
garan yang terkait kegiatan parpol [Pasal19 ayat (2) UU 
No. 31 Tahun 2002] juga hanya sanksi administratif 
berupa pembekuan paling lama 1 (satu) tahun oleh 
pengadilan [Pasal27 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2002], 
jadi tidak konsisten. 

d. Proses registrasi dan persidangan: 
Karena tenggat putusan oleh Pasal71 UU MK ditentu­
kan hanya 6o hari kerja sejak permohonan dicatat di 
BRPK, maka tenggat untuk pemberitahuan dan per­
baikan juga diperpendek dari ketentuan hukum acara 
umum, demikian pula persidanganjuga bersifat cepat 
dengan tidak mengurangi due process. Hal ini diatur 
lebih lanjut dalam PMK. 

e. Putusan: 
• Jika permohonan tak memenuhi ketentuan Pasal 

68 UU MK, amar putusan menyatakan permo­
honan tidak dapat diterima [Pasal70 ayat (1) UU 
MK]; 

• Jika permohonan beralasan, amar putusan me­
nyatakan permohonan dikabulkan [Pasal 70 ayat 
(2) UU MK] dan pelaksanaan pembubarannya 
dengan membatalkan pendaftaran parpol yang 
bersangkutan di Departemen H ukum dan HAM 
/Pemerintah [Pasal73 ayat (1) UU MK]; 

• Jika permohonan tidak beralasan, amar putusan 
menyatakan permohonan ditolak [Pasal 70 ayat 
(3) UUMK]; 
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• Putusan MK tentang pembubaran parpol di­
beritahukan kepada parpol yang bersangkutan 
(Pasal 72 UU MK); 

• Putusan MKyang mengabulkan permohonan diu­
mumkan oleh Pemerintah dalam Berita Negara RI 
dalamjangka waktu paling lambat 14 (empat belas) 
hari sejak putusan diterima [Pasal 73 ayat (2) UU 
MK]. 

4· Prosedur untuk Perselisihan Hasil Pemilu 

Prosedur untuk Perselisihan Hasil Pemilu sebagaimana 
diatur dalam Pasal74 sd 79 UU MK dan yang telah dileng­
kapi oleh PMK No. 04/PMK/2004 dan No. os/PMK/2004 
mencakup hal-hal sebagai berikut : 
a. Wewenang MK: 

Meskipun Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 
10 ayat (1) d UU MK hanya menyebutkan "perselisihan 
basil Pemilu", tetapi Pasal74 UU MK telah menegaskan 
bahwa Pemilu yang dimaksud adalah Pemilu Anggota 
DPR, DPD, dan DPRD (UU No. 12 Tahun 2003), serta 
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (UU No. 23 Tahun 
2003), jadi tidak termasuk pemilihan kepala daerah 
dan wakil kepala daerah (Pilkada), meskipun hal ini 
telah menjadi perdebatan di masyarakat dan MK. Se­
lain itu kewenangan inijuga hanya terhadap penetapan 
basil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU, 
sehingga tidak mencakup penetapan basil oleh KPU 
Provinsi dan KPU KabupatenjKota, dan juga tidak 
berkaitan dengan kecurangan-kecurangan dan pelang­
garan asas-asas Pemilu yang menjadi ke-wenangan 
Panwaslu dan pengadilan umum (PN atau PT). 

b. Legal standing Pemohon didasarkan atas jenis pe­
milunya , signifikasi perolehan suaranya , dan tenggat 
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( waktu) permohonannya, sebagai berikut. 
• Pemohon untuk Pemilu anggota DPD adalah 

perorangan WNI peserta Pemilu yang perolehan 
suaranya mempengaruhi terpilihnya calon anggota 
DPD [jadi, karena wakil setiap provinsi hanya 4 
(empat) orang, maka calon peringkat nomor 5 
(lima) yang paling signifikan untuk mengajukan 
permohonan]; 

• Pemohon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Pre­
siden adalah pasangan calon peserta Pemilu yang 
perolehan suaranya mempengaruhi lolosnya cal on 
ke pemilu putaran kedua (catatan: karena yang 
dapat lolos hanya dua pasangan, maka pasangan 
calon peringkat ketiga yang signijikan untuk 
mengajukan permohonan) atau terpilihnya pa­
sangan calon; 

• Pemohon untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik peserta Pemilu. 
(catatan: PMK No. 04/PMK/2004 menegaskan 
bahwa pemohonnya adalah dewan pimpinan pu­
sat parpol atau sejenisnya, karena yang menjadi 
obyek perselisihan adalah penetapan hasil pemilu 
oleh KPU secara nasional dan hanya DPP Parpol 
yang bisa mewakili Parpol ke pengadilan) yang 
perolehan suaranya mempengaruhi perolehan 
kursi parpol yang bersangkutan di suatu daerah 
pemilihan [Pasal 74 ayat (1) huruf c dan ayat (2) 
huruf c]. 

• Tenggat untuk mengajukan permohonan oleh 
Pasal 74 ayat (3) UU MK ditetapkan hanya 3 x 
24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU 
mengumumkan penetapan hasil Pemilu secara 
nasional. 
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c. Termohon: UU MK tidak menegaskan tentang ada tida­
knya Termohon dalam kasus perselisihan hasil Pemilu, 
tetapi PMK No. 04 dan No. os/PMK/ 2004 menegaskan 
bahwa KPU adalah pihak Termohon, karena menurut 
MK perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan an tara 
peserta Pemilu dengan KPU sebagai penyelenggara Pe­
milu, dan juga merujuk ketentuan Pasal 76 UU MK. 

d. Materi permohonan yang wajib diuraikan denganjelas 
oleh Pemohon (Pasal 75 UU MK) adalah: 
• kesalahan hasil penghitungan suara yang diu­

mumkan oleh KPU dan penghitungan yang benar 
menurut pemohon; 

• permintaan (petitum) untuk membatalkan hasil 
penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU 
dan menetapkan hasil penghitungan suara yang 
benar menurut pemohon. 

e. Proses registrasi dan persidangan: 
• Karena MK harus memutus perselisihan hasil pe­

milu dalam waktu yang singkat yaitu paling lam bat 
30 (tiga puluh) hari kerja untuk Pemilu Anggota 
DPR, DPD, dan DPRD dan paling lambat 14 (em­
pat belas) hari kerja untuk Pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden terhitung sejak perkara diregistrasi 
di BRPK (Pasal 78 UU MK), maka tenggat untuk 
perbaikan permohonan, pemberitahuan kepada 
para pihak dan pen eta pan hari sidang pertama juga 
diperpendek dari yang ditentukan dalam hukum 
acara umum, demikian pula persidanganjuga ber­
langsung secara cepat dan singkat, serta maraton, 
bahkan sampai mal am hari ( diatur dalam PMK No. 
04/PMK/2004 dan No. osjPMKj2004). 
Catatan: Dalam sidang perselisihan hasil Pemilu 
Tahun 2004 yang lalu, sidang pemeriksaan dilaku­
kan oleh Panel Hakim, kecuali untuk pembacaan 
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putusan dan disamping itu MK melakukan peme­
riksaan saksi secara telewicara dengan meminjam 
fasilitas di Mabes Polri. 

f. Pembuktian: alat bukti surat berupa dokumen-doku­
men resmi pemilu yang dikeluarkan KPU, sedangkan 
saksi adalah saksi peserta pemilu dalam penghitungan 
suara dan juga dari Panwaslu dan KPU besertajajaran­
nya. 

g. Putusan: 
Putusan MK yang menurut ketentuan Pasal 79 UU MK 
disampaikan kepada Presiden ada 3 (tiga) kemungkinan 
(Pasal 77 UU MK) sebagai berikut: 
• Apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan 

Pasal74 UU MK, amar putusan menyatakan per­
mohonan tidak dapat diterima; 

• Apabila permohonan beralasan, amar putusan me­
nyatakan permohonan dikabulkan dan membatal­
kan hasil penghitungan suara yang diumumkan 
oleh KPU serta menetapkan hasil penghitungan 
suara yang benar; 

• Apabila permohonan beralasan, amar putu­
san menyatakan permohonan ditolak. 
Catatan: Dalam perselisihan hasil Pemilu Tahun 
2004, banyak Pemohon masih mempersoalkan 
hal-hal yang bersifat kualitatif, padahal menurut 
UU MK dan UU Pemilu kewenangan MK hanya 
terkait dengan kasus yang bersifat kuantitatif. 
Saya berpendapat bahwa, karena MK adalah the 
guardian of the constitution maka mestinya juga 
menjaga agar asas-asas pemilu yang luber dan 
jurdil yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 tidak dilanggar (aspek kualitatif). 
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5· Prosedur Impeachment 

Prosedur impeachment adalah prosedur untuk me­
mutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh 
Presiden danjatau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud 
Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal10 ayat (2) UU MK 
yang meliputi hal-hal sebagai berikut: 
a. Pemohon: 

b. 

c. 

154 

Berdasarkan ketentuan Pasa l 7B ayat (1) UUD 1945 
juncto Pasal8o ayat (1) UU MK, Pemohon impeachment 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan syarat 
bahwa permohonan tersebut hanya dapat dilakukan 
jika didukung oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota 
DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang minimal 
dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota DPR [Pasal 7B ayat 
(3)]. Baik UUD 1945 maupun UU MK tidak mengatur 
berapa jumlah pengusul inisiatif pendapat DPR terse­
but dan siapa yang mewakili DPR sebagai penuntut/ 
pemohon di MK, berbeda dengan UUD Korea dan UU 
MK Korea yang menentukan bahwa pengusul inisiatif 
impeachment Presiden Korea adalah 1/3 jumlah ang­
gota National Assembly (NA) dan yang mewakili di 
MK adalah Ketua Komisi Hukum NA. Barangkali di 
Indonesia hal itu diserahkan kepada Peraturan Tata 
Tertib DPR saja a tau bisa saja MK mengaturnya melalui 
PMK. 
Termohon: 
UU MK tidak menegaskan tentang ada tidaknya pihak 
Termohon, namun mengacu ketentuan Pasal 81 UU 
MK, menurut pendapat saya Presiden danjatau Wakil 
Presiden adalah pihak termohonnya . 
Alasan permohonan impeachment: 
Alasan imp eachment yang denganjelas harus diuraikan 
oleh Pemohon adalah dugaan bahwa Presiden dan a tau 
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Wakil Presiden [Pasal7B ayat (1) UUD 1945}uncto Pasal 
10 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 8o ayat (2) UU MK] 
telah melakukan pelanggaran hukum berupa: 
1) pengkhianatan terhadap negara, yaitu tindak 

pidana terhadap keamanan Negara sebagaimana 
diatur dalam undang-undang; 

2) korupsi dan penyuapan, yaitu tindak pidana ko­
rupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam 
undang-undang; 

3) tindak pidana berat lainnya, yaitu tindak pidana 
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) 
tahun atau lebih; 

4) perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat 
merendahkan martabat Presiden danjatau Wakil 
Presiden; 

5) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ 
atau Wakil Presiden, yaitu syarat yang tercantum 
dalam Pasal6 UUD 1945. 
[Catatan: Syarat calon Presiden dan calon Wakil 
Presiden menurut Pasal6 ayat (1) UUD 1945 adalah 
harus seorang WNI sejak kelahirannya dan tidak 
pernah menerima kewarganegaraan lain karena 
kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati 
negara, serta mampu secara rohani dan jasmani 
untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai 
Presiden dan Wakil Presiden]. 

d. Alat bukti: 
Pemohon harus menyertakan alat bukti suratjdoku­
men dalam permohonannya [Pasal8o ayat (3) UU MK] 
mengenai: 
• Proses pengambilan keputusan dan Keputusan 

DPR bahwa Pendapat DPR didukung oleh minimal 
2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam 
sidang paripurna yang dihadiri oleh minimal 2/ 3 
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dari jumlah anggota DPR; 
• Risalah danjatau berita acara rapat DPR; 
• Dugaan pelanggaran yang didakwakan kepada 

Presiden danjatau Wakil Presiden; 
• Alat bukti lain yang relevan dengan dugaan yang 

didakwakan. 
e. Proses registrasi dan persidangan: 

• Karena MK hanya diberi waktu 90 (sembilan pu­
luh) hari sejak permohonan dicatat dalam BRPK 
(Pasal 84 UU MK) untuk wajib memutuskannya, 
maka ketentuan ten tang tenggat untuk perbaikan 
permohonan dan pemberitahuan hari sidang per­
tama seperti yang diatur dalam hukum acara umum 
dapat disimpangi yang diatur dalam PMK; 

• Permohonan yang telah diregistrasi disampaikan 
kepada Presiden (danjatau Wakil Presiden?,penu­
lis) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak 
permohonan dicatat dalam BRPK (Pasal 81 UU 
MK); 

• Persidangan impeachment dilakukan dalam Si­
dang Pleno Hakim dengan minimal dihadiri oleh 
7 (tujuh) orang hakim (konsep PMK); 

• Pemohon dan Termohon mendapat kesempatan 
yang sama untuk mengemukakan argumentasi 
lisan dan tertulis, serta menyampaikan alat buk­
ti; 

• Apabila selama proses pemeriksaan impeachment 
di MK Presiden danjatau Wakil Presiden mengun­
durkan diri, proses pemeriksaan dihentikan dan 
permohonan dinyatakan gugur oleh MK (Pasal82 
UUMK). 

f. Putusan: 
Putusan MK tentang impeachment yang wajib disam­
paikan kepada DPR, Presiden dan atau Wakil Presiden 
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(Pasal85 UU MK) ada 3 (tiga) kemungkinan (Pasal83 
UU MK), yaitu: 
• Apabila MK berpendapat bahwa permohonan tidak 

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal So 
UU MK, amarnya menyatakan "permohonan tidak 
dapat diterima" ; 

• Apabila MK memutuskan bahwa impeachment 
terbukti, maka amar putusan menyatakan "nlem­
benarkan pendapat DPR" ; 

• Apabila MK memutuskan bahwa impeachment 
tidak terbukti, maka amar putusan menyatakan 
"permohonan ditolak ". 

g. Lain-lain : Perlu dip ikirkan kemungkinan Presiden 
dan/atau Wakil Presiden yang sedang mendapat 
impeachment non aktif dari jabatannya, seperti yang 
berlaku di Korea. 

IV. Penutup 

Hukum Acara MK adalah merupakan hukum formil 
untuk melaksanakan hukum materiil ketatanegara an yang 
tercantum dalam UUD 1945 dan undang-undang . Hukum 
Acara MK masih terus berkembang dan harus disem­
purnakan sesuai dengan dinamika ketatanegaraan, serta 
juga karena masih belian ya usia MK. 

Selama hampir 2 ( dua) tahun kehadirannya, MK telah 
melaksanakan 3 (tiga) kewenangan konstitusionalnya, yaitu 
Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sengketa 
kewenangan konstitusionallembaga negara, dan perselisi­
han hasil Pemilu. Belajar dari pengalaman selama hampir 
2 (dna) tahun ini terasa bahwa masih banyak hal yang harus 
disempurnakan , termasuk UUD 1945 dan UUNo. 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta berbagai PMK 
yang pernah dikeluarkan . 
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Daftar Pustaka 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia TaTum 

1945· 

The Constitution of The United States of America . 

The Constitution of The Republic of Korea. 

The Constitution of The Kingdom of Thailand . 

UU No. 24 Tahun 2003 ten tang Mahkamah Konstitusi. 

UU Mahkamah Konstitusi Korea 1997. 
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PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 011-017/PUU-I/2003 DAN 

KETETAPAN MPRS NO. XXV/MPRS/1966 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 
NO. 011-017/PUU-1/2003 DAN 

KETETAPAN MPRS NO. XXV /MPRS/1966 

Pendahuluan 

Pada tanggal 24 Pebruari 2004 yang lalu Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) telah menjatuhkan 
putusan yang fenomenal dan mengejutkan dalam Perkara 
No. onjPUU-1/2003 dan No. 017/PUU-1/2003 tentang 
Permohonan Pengujian Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 
2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan 
DPRD (selanjutnya disebut UU Pemilu). Putusan MKRI 
tersebut telah mengabulkan permohonan para Pemohon 
yang intinya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 6o huruf 
g UU Pemilu yang berisi larangan menjadi calon anggota 
DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bagi 
mereka yang "bekas anggota organisasi terlarang Partai Ko­
munis Indonesia, termasuk organisasi massanya, a tau bukan 
orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam 
G.30.SjPKI a tau organisasi terlarang lainnya" be1tentangan 
dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai 
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KETETAPAN MPRS NO. XXV/MPRS/1966 

kekuatan hukum mengikat. 
Putusan MKRI tersebut tel ah mendapat tanggapan 

yang beragam, baik yang setuju maupun yang tidak setuju. 
Bagi yang tidak setuju, putusan ter se but dianggap memberi 
peluang bagi bangkitnya PKI dan organisasi massanya yang 
dinilai memiliki kondite atau track record buruk dalam 
perpolitikan Indonesia dan jug a bertentangan dengan 
Ketetapan MPRS No. :XXV/MPRS/ 1966. 

Tulisan ini tidak bermaksud untuk mengulas Putusan 
MKRI terse but yang bersifat final, melainkan untuk mene­
laah adakah keterkaitan dan dampaknya terhadap ke­
beradaan Ketetapan MPRS No. :XXV/MPRS/1966. 

Tentang Ketetapan MPRS No. XXVjMPRS/1966 

Ketetapan MPRS No. :XXV/MPRS/1966 adalah ten­
tang Pembubaran Partai Komuni s Indonesia, Pernyataan 
Sebagai Organisasi Terlarang Di Seluruh Wilayah Indonesia 
Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Keg­
iatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Paham 
A tau Ajaran Komunisme/Marxisme- Leninisme. 

Konsideran Ketetapan MPRS No. :XXVjMPRS/1966 
yang diterbitkan pada tanggal 5 J uli 1966 itu antara lain 
adalah bahwa paham atau ajaran KomunismejMarxisme­
Leninisme pada inti hakikatnya bertentangan dengan Pan­
casila dan bahwa orang dan golongan-golongan di Indone­
sia yang menganut paham tersebut, khususnya PKI, telah 
nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan 
kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan 
jalan kekerasan. 

lsi Ketetapan MPRS No. :XXV/MPRS/1966 mencakup 
tiga hal, yaitu: 
a. Menerima baik dan menguatkan Keppres No. 1/3/1966 

tanggal12 Maret 1966 tentang Pembubaran PKI ter-
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masuk semua bagian organisasinya dari tingkat pu­
sat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang 
se-asasjberlindungjbernaung di bawahnya dan per­
nyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah 
kekuasaan Negara Republik Indonesia; 

b. Pelarangan setiap kegiatan di Indonesia untuk me­
nyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran 
Komunisme/Marxisme- Leninisme dalam segala bentuk 
dan manifestasinya dan penggunaan segala macam 
aparatur serta media bagi penyebaran atau pengem­
bangan paham atau ajaran tersebut; 

c. Dapat dilakukannya secara terpimpin khusus mengenai 
kegiatan mempelajari secara ilmiah paham Komu­
nismejMarxisme- Leninisme oleh universitas-univer­
sitas dalam rangka mengamankan Pancasila dengan 
pengaturan oleh undang-undang. 

Penjelasan resmi Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/ 
1966 berbunyi: 
1) Paham atau ajaran Komunisme dalam praktek kehidu­

pan politik dan kenegaraan menjelmakan diri dalam 
kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan asas-asas 
dan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia yang 
ber- Tuhan dan beragama yang berlandaskan paham 
gotong-royong dan musyawarah untuk mufakat. 

2) Paham atau ajaran Marx yang terkait pada dasar-dasar 
dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, 
Mao Tse Tung dan lain-lain, mengandung benih-benih 
dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah 
Pancasila. 

3) Paham komunisme/Marxisme-Leninisme yang dianut 
oleh PKI dalam kehidupan politik di Indonesia telah 
terbukti menciptkan iklim dan situasi yang memba­
hayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia yang 
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berfalsafah Pancasila. 
4) Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka 

adalah wajar, bahwa tidak diberikan hak hidup bagi 
Partai Komunis Indonesia dan bagi kegiatan-kegiatan 
untuk memperkembangkan dan menyebarkan paham 
atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme_ 

Pada tahun 2001, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 
ketika masih menjabat Presiden pernah melontarkan gaga­
san agar Ketetapan MPRS NoJOCV/MPRS/1966 dicabut. 
Terhadap gagasan terse but telah timbul tanggapan pro dan 
kontra yang dapat diklasifikasi dalam tiga kelompok, yaitu: 
Pertama, kelompok yang mendukung, dengan argumentasi 
bahwa pelarangan PKI dan Komunisme bertentangan den­
gan demokrasi, HAM, dan UUD 1945; kedua, kelompok yang 
kontra, dengan alasan trauma terhadap kekejaman komunis 
PKI justru komunis PKI itu anti demokrasi dan HAM yang 
dapat membahayakan demokrasi dan HAM itu sendiri, serta 
bertentangan dengan gagasan dasar bernegara menurut 
UUD 1945 dan Pancasila; dan ketiga, adalah kelompokyang 
agak netral yang berpendapat bahwa belum tepat saatnya 
karena kita harus konsentrasi dulu dalam mengatasi krisis 
multi-dimensi yang masih melanda Indonesia. 

Persoalannya dari sudut Hukum Tata Negara ialah 
apakah Ketetapan MPRS No. :XXV/MPRS/1966 tersebut 
bertentangan atau tidak dengan UUD 1945 dan peraturan 
perundang-undanga:q. lainnya yang berlaku waktu itu_ Se­
perti kita ketahui, peraturan perundang-undangan tentang 
kepartaian yang berlaku pada waktu itu sebagai penjabaran 
Pasal 28 UUD 1945 adalah Penpres No.7 Tahun 1959 yang 
dalam Pasal 4-nya menyatakan "Dalam memperjuangkan 
tujuannya, partai-partai diharuskan menggunakanjalan 
damai dan demokratis." Kemudian dalam Pasal2 Penpres 
terse but dicantumkan keharusan menerima asas dan tujuan 
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negara Republik Indone sia dan mencantumkannya dalam 
anggaran dasarpartai (Pasal3). Sedangkan Pasal9 Keppres 
tersebut menyatakan bahwa Presiden setelah mendengar­
kan pertimbangan Mahkamah Agung dapat membubarkan 
partai apabila asas dan tujuannya bertentangan dengan asas 
dan tujuan negara dan sedang melakukan pemberontakan. 
Untuk kasus PKI, setelah menyesuaikan anggaran dasarnya 
dengan Penpres No.7 Tahun 1959 dan Perpres No. 13 Ta­
hun 1960 memang telah memperoleh hak hidup berdasar­
kan Keppres No. 128 Tahun 1961, tetapi masalahnya ialah 
apakah PKI telah melanggar ketentuan Pasal9 Penpres No. 
7 Tahun 1959, yaitu sedang "melakukan pemberontakan", 
hingga kini masih merupakan misteri sejarah, dan apakah 
ketika Presiden pada tanggal 12 Maret 1966 menerbitkan 
Keppres No. 1/3/1966 telah minta pertimbangan Mahkamah 
Agung, kiranya belum terungkapkan. 

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menanggapi 
gagasan Gus Durtersebut telah mengadakanjajak pendapat 
di 15 provinsi di Indonesia dengan responden kalangan 
pendidik, agamawan, mahasiswa/pemuda, LSM, dan to­
koh masyarakat dengan sampel responden 25 orang setiap 
provinsi, ternyata hasilnya sekitar 75% menolak pencabutan 
Ketetapan MPRS No.X:XV/MPRS/1966 dengan berbagai 
alasan. 

Tentang Putusan MKRI No. 011-017/PUU-1/2003 

Putusan MKRI tersebut di atas berkaitan dengan 
pembatasan hak pilih pasif, yaitu hak untuk dipilih sebagai 
calon anggota DPR, DPD, dan DPRD bagi bekas "anggota 
organisasi terlarang PK£, termasuk organisasi massanya, 
atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak lang­
sung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya", 
yang oleh MKRI dipandang bertentangan dengan UUD 1945 
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dan prinsip-prinsip HAM universal. 
Kalau kita cermati, Putusan MKRI tersebut tak ada 

kaitannya dengan "menghidupkan kembali PKI dan ajaran 
Komunis/Marxisme-Leninisme" di Indonesia yang sudah 
dilarang oleh Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966. Me­
mang benar, menurut keterangan Pemerintah yang diwakili 
oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno, ketentuan Pasal 
60 huruf g UU Pemilu didasarkan atas Ketetapan MPRS No. 
XXV /MPRS/1966, tetapi justru Ketetapan MPRS tersebut 
sama sekali tak ada kaitannya dengan pembatasan atau 
pencabutan hak pilih bagi warga negara dalam pemilihan 
umum, yang lazimnya secara universal hanya didasarkan 
atas pertimbangan indignity dan impossibility (seperti 
faktor usia, sakit ingatan, dan dicabut hak pilihnya oleh 
pengadilan). 

Tambahan pula, Putusan MKRI tersebut dalam bagian 
pertimbangannya juga menyebutkan " ... meskipun keterli­
batan Partai Komunis Indonesia dalam peristiwa G30S/PKI 
pada tahun 1965 tidak diragukan oleh sebagian terbesar 
bangsa Indonesia, dan terlepas pula dari tetap berlakunya 
Ketetapan MPRS No. XXV /MPRS/1966 juncto Ketetapan 
MPR No. I/MPR/ 2003 ten tang Peninjauan Terhadap Materi 
dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR 
Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tetapi orang per­
orang bekas anggota Partai Komunis Indonesia dan organ­
isasi massa yang bernaung di bawahnya, harus diperlakukan 
sama dengan warga negara yang lain tanpa diskriminasi." 

Penutup 

Dari uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa Putu­
san MKRI No. 011- 017/PUU-I/2003 tidak serta merta 
menghidupan PKI dan mencabut Ketetapan MPRS No. 
XXV /MPRS/1966, serta secara otomatis meniadakan 

166 ABDUL MUKTHIE FADJAR 



PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 011-017/PUU-I/2003 DAN 

KETETAPAN MPRS NO. XXV/MPRS/1966 

klausula yang serupa dengan Pasal 60 huruf g UU Pemilu 
yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan 
di Indonesia. 

Ketetapan MPR No. I/MPR 2003 dalam Pasal2 butir 
1 bahkan telah menegaskan bahwa "Ketetapan MPRS No. 
XXV/MPRS/1966 tetap berlaku, dengan ketentuan seluruh 
ketentuan dalam Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 
ini, ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan 
menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi 
manusia." 

Dengan demikian, selama materi muatan Ketetapan 
MPRS No. XXV jMPRS/1966 masih termuat dalam bentuk/ 
produk hukum yang bernama Ketetapan MPRS/MPR, MKRI 
tidak berwenang mengujinya, hanya MPR sendiri yang 
berwenang mencabutnya . Sedangkan terhadap peraturan 
perundang-undangan yang memuat klausula yang serupa 
dengan Pasal6o huruf g UU Pemilu, kalau itu berbentuk un­
dang-undang (misal Pasal6 huruf s UU No. 23 Tahun 2003 
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) 
dapat dimohonkan pengujian ke MKRI dan untuk peraturan 
perundang-undangan yang kedudukannya di bawah UU 
dapat dimohonkan pengujian ke Mahkamah Agung. 

Daftar Pustaka 

Ketetapan MPRS No. XXV /MPRS 1966. 

Ketetapan MPR No. IjMPR/2003. 

Putusan MKRI Perkara No. 011-017/PUU-l/2003. 
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BADAN HUKUM PUBLIK 
DAN BADAN HUKUM PRIVAT 

SEBAGAI PEMOHON PENGUJIAN . 
UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 

I. Pendahuluan 

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, subyek hukum 
yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang­
undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) ialah 
badan hukum publik atau badan hukum privat, di samping 
perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok 
orang yang mempunyai kepentingan sama), kesatuan ma­
syarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang 
diatur dalam UU, dan lembaga negara. 

Badan hukum adalah suatu perkumpulan atau or­
ganisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang 
manusia, yaitu sebagai pengemban hak dan kewajiban, 
dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan digugat di 
muka pengadilan (Soebekti, 1973: 14). Bandingkan dengan 
pendapat Rochmat Soemitro (1964: 7), "Badan hukum, 
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dalam bahasa Belanda Rechtsper soon, ialah suatu badan 
yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti 
orang-orang pribadi, dapat melakukan perbuatan hukum, 
mengadakan perjanjian dan sebagainya ." 

Badan hukum dibedakan antara yang bersifat 
privaatrechtelijk, yaitu badan hukum privat, dan yang 
bersifat Publiekrechtelijk ( openbare rechtspersonnen), 
yaitu badan hukum publik. Dalam Black's Law Dictionary 
(1979: 307), istilah badan hukum digunakan dengan istilah 
corporation yang juga dibedakan dalam private corporation 
and public corporation. 

Tulisan ini bermaksud menelaah secara singkat ten­
tang badan hukum publik dan badan hukum privat, namun 
terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan umum ten tang 
badan hukum. 

II. Ketentuan Umum tentang Badan Hukum 

Sampai saat ini bel urn ada UU yang mengatur ten tang 
badan hukum secara umum, sehingga kita harus menengok 
ke Pasal1653 KUH Perdata (BW) yang menyebut adanya tiga 
macam perkumpulan atau badan hukum, yaitu: 
a. perkumpulan (badan hukum) yang diadakan oleh 

kekuasaan umum; 
b. perkumpulan (badan hukum ) yang diakui oleh kekua­

saan umum; 
c. perkumpulan (badan hukum) yang diperkenankan a tau 

untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan 
dengan UU atau kesusilaan. 

Menurut Ali Rido (1977: 46), ketentuan Pasal 1653 
KUH Perdata itu berlaku baik untuk badan hukum privat 
maupun badan hukum publik. Dikemukakannya bahwa, 
"Jika badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum 
itu mempunyai wewewenang publik, maka badan hukum 
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itu merupakan badan hukum publik Jadi tidak semua 
badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum itu 
badan hukum publik, dapat pula merupakan badan hukum 
privat. Kriteriumnya ialah dalam hal wewenangnya badan 
hukum itu." 

Menurut Van Praag (Rudhi Prasetya, 1975), pada 
dasarnya, baik badan hukum publik maupun badan hukum 
privat berlaku hukum perdata, kecuali hukum positif me­
nentukan lain, yaitu apabila perbuatan yang dilakukan oleh 
badan hukum itu untuk kepentingan yang lebih luas, maka 
tak diperlakukan hukum perdata. 

Menurut doktrin (Ali Rido, 1977: 56), syarat-syarat 
atau unsur-unsur sebagai kriteria untuk menentukan ad­
anya kedudukan sebagai suatu badan hukum adalah sebagai 
berikut: 
a. adanya harta kekayaan yang terpisah; 
b. mempunyai tujuan tertentu; 
c. mempunyai kepentingan sendiri; 
d. adanya organisasi yang teratur. 

III. Badan Hukum Publik 

Badan hukum publik (public corporation) dalam 
Black's Law Dictionary dirumuskan sebagai berikut. 

"A public corporation is one created by the state for politi cal 
purposes and to act as an agency in the administration of 
civil government, generally within a particular territory 
or subdivision of the state, and usually invested, for that 
purpose , with subordinate and local powers of legislation ; 
such as a county, city, town, or school district ." 

Selanjutnya, 

"A public corporation is an instrumentality of the state, 
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founded and owned in the public interest, supported by 
public funds and governed by those deriving their authority 
from the state." 

Badan hukum publik (publiekrechtelijke rechts­
personen) menurut Vander Grinten, organisasi dan struk­
turnya dikuasai oleh hukum publik, yaitu hukum tata negara 
dan hukum administrasi negara, tetapi tentang kebadanan 
hukumnya sendiri, seperti juga pendapat Van Praag, pada 
prinsipnyajuga berlaku hukum perdata, kecuali UU menen­
tukan lain, dalam hal ini ialah apabila badan-badan hukum 
publik itu menjalankan tindakan dalam rangka kepentingan 
umum (Rudhi Prasetya, 1976: 37). 

Negara, provinsi, kabupaten/kota, dan bahkan badan 
pemerintahan (instellingen) yang merupakan badan organik 
negara adalah badan hukum publik. Kedudukan negara dan 
organ-organnya sebagai badan hukum bersifat "dua muka", 
yaitu di satu pihak merupakan badan hukum dalam hukum 
administrasi negara, dalam hal ini merupakan personifikasi 
badan dalam hubungannya dengan warga negara dan dalam 
hubungannya dengan negara lain, yang dengan demikian 
dikuasai oleh hukum tata negara dan hukum administrasi ,. 
negara. Sedangkan di pihak lain, manakala negara beserta 
organ-organnya memasuki lalu lintas perhubungan hukum 
perdata, maka negara merupakan badan hukum perdata 
biasa, yang berartijuga dikuasai dan berlaku ketentuan hu­
kum perdata dan dagang (KUH Perdata dan KUHD). Oleh 
karena itu, negara dan organ-organnya juga dapat digugat 
secara perdata atas tindakan-tindakannya yang melawan 
hukum. Sengketa antara negara beserta organ-organnya 
dengan warga negara diselesaikan oleh peradilan tata usaha 
negara berdasarkan hukum administrasi negara. 

N egara adalah badan hukum publik yang terbesar yang 
dikenal oleh hukum, sebagaimana badan hukum lainnya, 
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" ... may have rights in rem and rights in personam, may any 
of the rights and duties stipulated by ''privat law." When 
there is a civil code, its norms apply equally to private person 
and to the state (Kelsen,1961:202). 

Dengan demikian, karena negara juga melakukan 
perbuatan-perbuatan hukum maka negara juga harus 
mempunyai pertanggungjawaban menurut hukum atas 
tindakan-tindakan yang dilakukannya. Tentu aja tindakan­
tindakan negara itu dipersonifikasikan oleh para penguasa 
atau pejabat negara. Dalam hukum Inggris dikenal konsep 
Corporation Sole, yang artinya menurut Black's Law Dic­
tionary: 

''A corporation sole is one consisting of one person only, and 
his succesor is some particular station, who incorporated 
by law in oder to give them some legal capacities and ad­
vantages, particularitl.J that of perpetuity, which in their 
natural persons they could not have had. In this sense, the 
sovereign in England is a sole corporation, so is a bishop, 
so are some deans ... " 

Di negara-negara demokrasi modern kini sudah 
diterima pandangan tentang pertanggungjawaban negara, 
baik dalam hukum publik maupun hukum privat, yang 
semula dikembangkan dalam hukum tata usaha negara 
di Perancis. Dalam Hukum Internasional negara adalah 
suatu badan hukum, karena tidak ada negara yang tertinggi , 
yang dengan pengaruhnya yang gaib dapat memberikan 
sifat kepribadian. Perserikatan Bangsa-Bangsa adalahjuga 
merupakan suatu badan hukum yang bersifat internasional, 
demikian pula organisasi-organisasi atau badan-badan 
publik internasional. 
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Sesuai dengan pengertian public corporation di atas, 
maka perusahaan negara, terma suk Perjan (Perusahaan 
Jawatan), Perusahaan Umum (identik dengan Perusahaan 
Negara dalam pengertian UU Prp. 19/1960), dan juga 
Persero, adalah termasuk badan hukum publik. Sampai 
seberapa jauh perusahaan-perusahaan tersebut tunduk 
kepada hukum perdata, dan sampai seberapa jauh tunduk 
kepada hukum publik, menurut Rudhi Prasetya (op. cit., h. 
49), tergantung dari fungsi yang diletakkan kepada mas­
ing-masing jenis perusahaan negara yang ada. Jika fungsi 
kepentingan umumnya lebih besar, demikianjuga peranan 
negara lebih besar, maka ketentuan-ketentuan hukum pub­
lik akan lebih banyak berlaku. 

Tentang Pertamina, Rudhi Prasetya cenderung me­
namakan sebagai "quasi badan hukum privat" atau "perse­
nyawaan an tara badan publik dan privat", karena struktur 
organisasinya seperti PT biasa, hanya saja negaralah yang 
masih menentukan pimpinannya (direksi dan stafnya). 

IV. Badan Hukum Privat 

Yang dikategorikan sebagai badan hukum privat 
(privaatrechtelijke rechtspersonen) menurut Van der 
Grinten (Rudhi Prasetya & Oemar, op. cit. h. 37) adalah 
apabila badan hukum itu organisasi dan strukturnya di­
kuasai oleh hukum perdata. Yang termasuk badan hukum 
privat ialah: 
1. Badan hukum dari perkumpulan-perkumpulan seb­

agaimana diatur dalam BW. Buku III Titel9, Pasal1653 
s/ d 1665, yang dikenal dengan istilah zedelijk lichaam, 
khususnya bukan badan hukum yang didirikan oleh 
pemerintah ( Op openbaar gezag ingesteld), tetapi 
badan hukum yang diakui (erkend), yang diperizinkan 
(als geoorloofd toegelaten), dan yang didirikan oleh 
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orang-orang partikelir dengan tujuan tertentu dan tidak 
bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan . 
Termasuk di sini (badan hukum yang diakui) ialah 
badan-badan keagamaan, seperti gereja, misalnya. 
Pengakuan sebagai badan hukum perkumpulan ini 
diatur dalam S. 1870 No. 64. 

2. Perseroan Terbatas (PT=NV), yang diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD= WvK), Titel 
III Pasal 36 s.d. 56 jo. UU No. 1 Tahun 1995 tentang 
Perseroan Terbatas. 

3. Firma dan Perseroan Komanditer, yang diatur oleh 
Pasal15 s.d. 35 KUHD, meskipun masih ada perbedaan 
di antara para sarjaria ten tang status badan hukum dari 
keduanya, tetapi saya cenderung akan pendapat Paul 
Scholten bahwa keduanya adalah merupakan badan 
hukum. 

4. Perkumpulan Koperasi. 
5· Perkumpulan Indonesia, S. 1939 No. 570 jo. 717. 
6. Maskapai Andil Indonesia (MAI=IMA), S. 1939 

-569. 
7. Perusahaan Perseroan (PERSERO), berdasar Pasal 2 

ayat 3 UU No. 19/1969 tunduk sepenuhnya kepada 
ketentuan KUHD, khususnya yang menyangkut PT. 

8. Yayasan, yang dibentuk berdasarkan hukum kebiasaan , 
kemudian diatur dalam UU No. 16 Tahun 2001 ten tang 
Yayasan. 

9. Wakaf, lembaga yang berasal dari hukum Islam yang 
telah diresepsi oleh Hukum Adat. 

Terhadap badan-badan hukum privat terse but di atas, 
secara umum dapat berlaku atau dikuasai oleh KUH Perdata , 
KUHD, dan juga Hukum Acara Perdata yang tercantum 
dalam HIR. Selain itu, badan hukumjuga dapat mempunyai 
hak cipta, hak merk, dan hak oktroi, sehingga juga dikuasai 
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oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkai­
tan dengan hak-hak tersebut . . 

Ketentuan-ketentuan hukum publikjuga ada yang ber­
laku untuk badan-badan hukum privat, seperti hukum pajak, 
hukum perburuhan, hukum agraria, hukum administrasi 
(perijinan), hukum penanaman modal, dan sebagainya. 

Badan hukum privat sebagaimana tersebut di atas 
dapat dikelompokkan menjadi dua macam: 
a. Badan hukum privat yang menjalankan perusahaan, 

dalam arti dalam melakukan kegiatannya bertujuan 
untuk mencari laba, seperti misalnya Perseroan Ter­
batas (PT) dan koperasi; 

b. Badan hukum privat yang tidak menjalankan peru­
sahaan, jadi bersifat nirlaba, seperti yayasan, ormas, 
partai politik, dan perkumpulan. 

Pembentukan badan hukum, baik publik maupun 
privat pada umumnya berdasarkan undang-undang/per­
aturan perundang-undangan. Sedangkan pemberian status 
sebagai badan hukum privat menurut ketentuan hukum 
yang berlaku saat ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman 
dan HAM, seperti misalnya yayasan (berdasar UU Yayasan 
No. 16 Tahun 2001), partai politik (berdasarkan UU No. 31 

Tahun 2002 tentang Partai Politik). 

V. Penutup 

Demikianlah uraian singkat tentang badan hukum 
publik dan badan hukum privat yang diharapkan berman­
faat bagi upaya mendalami subyek-subyek hukum yang 
potensial memiliki legal standing untuk mengajukan per­
mohonan pengujian undang-undang terhadap UUD. Hal ini 
penting karena UU No. 24 Tahun 2003 ten tang Mahkamah 
Konstitusi tidak menjelaskan tentang apa dan siapa yang 
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dikategorikan sebagai badan hukum publik atau badan hu­
kum privat, tambahan pula ketentuan yang mengatur badan 
hukum pada umumnya juga bel urn ada. 
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MEKANISME PENYELESAIAN 
SENGKETA KEWENANGAN 

KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA 1 

Pendahuluan 

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi Repub­
lik Indonesia (MKRI) yang ditentukan dalam Pasal 24C ayat 
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ta­
hun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan yang ditegas­
kan lagi dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) adalah memutus 
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 
diberikan oleh Undang-Undang Dasar (selanjutnya disebut 
kewenangan konstitusionallembaga negara). 

Persoalannya adalah bahwa baik UUD 1945, maupun 
UU MK tidak menyebutkan atau menjelaskan tentang apa 
yang dimaksud dengan "lembaga negara yang kewenangan­
nya diberikan oleh Undang-Undang Dasar" itu, 

'Disajikan di forum diskusi terbatas Konsorsium Reformasi Hu­
kum Nasional (KRHN), Kamis, 28 Oktober 2004, di Jakarta. 
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bisa mengundang beberapa penafsiran, yaitu : 
a. penafsiran luas , sehingga mencakup semua lembaga 

negara yang nama dan kewenangannya disebut/ter­
cantum dalam UUD 1945; 

b. penafsiran moderat, yakni yang hanya membatasi pada 
apa yang dulu dikenal sebagai lembaga tertinggi dan 
tinggi negara; 

c. penafsiran sempit, yakni penafsiran yang merujuk se­
cara implisit dari ketentuan Pasal 67 UU MK. 

Persoalan selanjutnya adalah mengenai mekanisme 
penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional terse but , 
yakni hukum acaranya, mengingat bahwa ketentuan yang 
diatur dalam UU MK masih sumir. 

Lembaga Negara dalam UUD 1945 dan Kewe­
nangannya 

Kalau kita cermati, lemb aga-lembaga negara yang 
nama dan kewenangannya disebut/tercantum dalam UUD 
1945 adalah sebagai berikut: 
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan 

kewenangan: 
• mengubah dan menetapkan UUD [Pasal 3 ayat 

(1)]; 
• melantik Presiden danjatau Wakil Presiden [Pasal 

3 ayat (2)]; 
• memutus usul DPR berdasarkan putusan MKRI 

untuk memberhentikan Presiden danjatau Wakil 
Presiden dalam masa jabatannya [Pasal 7A dan 
Pasal7B ayat (7)]; 

• melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila 
Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan , atau 
tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam 
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masajabatannya [Pasal8 ayat (1)]; 
• memilih Wakil Presiden dari dua cal on yang diaju­

kan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan 
Wakil Presiden dalam masa jabatannya paling 
lambat dalam waktu enam puluh hari [Pasal 8 ayat 
(2)]; 

• memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila 
keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau 
tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa 
jabatannya secara bersamaan dari dua pasangan 
cal on Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan 
oleh partai politik atau gabungan partai politik 
yang pasangan cal on Presiden dan Wakil Presiden­
nya meraih suara terbanyak pertama dan kedua 
dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai 
berakhir masa jabatannya [Pasal 8 ayat (3)]. 

2. Presiden, dengan kewenangan: 
• memegang kelmasaan pemerintahan menurut 

UUD [Pasal4 ayat (1)]; 
• mengajukan RUU kepada DPR [Pasals ayat (1)]; 
• menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 ayat 

(2)]; 
• memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, 

dan AU (Pasal10); 
• menyatakan perang, membuat perdamaian, dan 

perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan 
DPR [Pasaln ayat (1)]; 

• menyatakan keadaan bahaya (Pasal12); 
• mengangkat duta dan konsul [Pasal13 ayat (1)]; 
• memberi grasi dan rehabilitasi dengan mem­

perhatikan pertimbangan MA [Pasal14 ayat (1)]; 
• memberi amnesti dan abolisi dengan mem­

perhatikan pertimbangan DPR [Pasal 14 ayat 
(2)]; 
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• memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda 
kehormatan yang diatur dengan UU (Pasalts); 

• membentuk suatu dewan pertimbangan yang 
bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan 
kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam 
UU (Pasalt6); 

• mengangkat dan memberhentikan para menteri 
[Pasal17 ayat (2)]; 

• membahas dan melakukan persetujuan bersama 
dengan DPR setiap rancangan undang-undang 
[Pasal 20 ayat (2)]; 

• mengesahkan rancangan undang-undang yang 
telah disetujui bersama untuk menjadi UU [Pasal 
20 ayat (4)]; 

• menetapkan peraturan pemerintah sebagai peng­
ganti undang-undang [Pasal 22 ayat (1)]; 

• mengajukan RUU anggaran pendapatan dan be­
lanja negara untuk dibahas bersama DPR dengan 
memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal23 ayat 
(2)]; 

• meresmikan anggota BPK yang dipilih oleh DPR 
dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 
23F ayat (1)]; 

• menetapkan hakim agung yang diusulkan Komisi 
Yudisial kepada DPR [Pasal24A ayat (3)]; 

• mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi 
Yudisial dengan persetujuan DPR [Pasal24B ayat 
(3)]; 

• menetapkan sembilan orang anggota hakim kon­
stitusi yang diajukan masing-masing tiga orang 
oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh 
Presiden [Pasal24C ayat (3)]. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang mempunyai 
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• membentuk UU yang dibahas dengan Presiden 
untuk mendapat persetujuan bersama [Pasal 20 
ayat (1) dan (2)]; 

• memberikan persetujuan atas Perpu [Pasal22 ayat 
(2)]; 

• menerima dan inembahas usulan RUUyang diaju­
kan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu 
dengan mengikutsertakannya dalam pembahasan 
[Pasal22D ayat (1) dan (2)]; 

• memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU 
APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, 
pendidikan, dan agama [Pasal 22D ayat (2)]; 

• menetapkan APBN bersama Presiden dengan 
memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal23 ayat 
(2)]; 

• melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 
UU APBN dan kebijakan pemerintah [Pasal 20A 
ayat (1) dan Pasal 22D ayat (3)]; 

• membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan 
yang diajukan DPD terhadap pelaksanaan UU 
mengenai otonomi daerah, pembentukan, peme­
karan, dan penggabungan daerah, hubungan pusat 
dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pen­
didikan, dan agama [Pasal22D ayat (3)]; 

• memilih anggota BPK dengan memperhatikan 
pertimbangan DPD [Pasal22F ayat (1)]; 

• membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan 
atas pertanggungjawaban keuangan negara yang 
disampaikan oleh BPK [Pasal 22E ayat (2) dan 
(3)]; 

• memberikan persetujuan kepada Presiden atas 
pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi 
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Yudisial [Pasal24B ayat (3)]; 
• memberikan persetujuan cal on hakim agung yang 

diajukan Komisi yudisial untuk ditetapkan sebagai 
hakim agung oleh Presiden [Pasal24A ayat (3)]; 

• mengajukan tiga orang calon anggota hakim kon­
stitusi kepada Presiden untuk ditetapkan [Pasal 
24C ayat (3)]; 

• memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk 
mengangkat duta, menerima penempatan duta 
negara lain, dan dalam pemberian amnesti dan 
abolisi [Pasal13 ayat (2) dan (3) dan Pasal14 ayat 
(2)]; 

• memberikan persetujuan kepada Presiden untuk 
menyatakan perang, membuat perdamaian, dan 
perjanjian dengan negara lain, serta membuat per­
janjian internasional lainnya yang menimbulkan 
akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan 
rakyat yang terkait dengan be ban keuangan negara 
danjatau pembentukan undang-undang [Pasaln 
ayat (2)]; 

4· Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang kewe­
nangannya: 

188 

• mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan 
dengail otonomi daerah, hubungan pusat dan 
daerah, pembentukan, pemekaran, dan pengga­
bungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, 
dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perim­
bangan keuangan pusat dan daerah [Pasal 22D 
ayat (1)], dan ikut membahas RUU tersebut [Pasal 
22D ayat (2)]; 

• memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU 
APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, 
pendidikan, dan agama [Pasal22D ayat (2)]; 
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• dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan 
UU mengenai otonomi daerah, UU pembentukan, 
pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan 
pusat dan daerah, pengelolaan sumberdaya alam, 
dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan 
APBN, pajak, pendidikan, dan agama [Pasal 22D 
ayat (3)]; 

• memberikan pertimbangan kepada DPR dalam 
pemilihan anggota BPK [Pasal 23F ayat (1)]; 

• menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari 
BPK [Pasal 23E ayat (2)]. 

5. Mahkamah Agung (MA) dengan kewenangan: 
• melakukan kekuasaan kehakiman [Pasal 24 ayat 

(2)]; 
• mengadili pada tingkat kasasi [Pasal 24A ayat 

(1)] 
• menguji peraturan perundang-undangan di bawah 

undang-undang [Pasal24A ayat (1)]; 
• mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi 

untuk ditetapkan sebagai hakim konstitusi oleh 
Presiden [Pasal 24C ayat (3)]; 

• wewenang lain yang diberikan oleh UU [Pasal 24A 
ayat (1)]. 

6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan wewe­
nang: 
• memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab ten­

tang keuangan negara [Pasal23E ayat (1)]; 
• menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara 

kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan ke­
wenangannya [Pasal 23E ayat (2)]. 

7. Pemerintah (an) Daerah, dengan kewenangan: 
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• mengatur dan mengurus sendiri urusan pe­
merintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan [Pasal18 ayat (2)]; 

• menjalankan otonomi dengan seluas-luasnya, 
kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang­
undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah 
Pusat [Pasal18 ayat (5)]; 

• menetapkan peraturan daerah dan peraturan­
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan 
tugas pembantuan [Pasal18 ayat (6)]. 

8. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional , 
tetap, dan mandiri dengan kewenangan: 
• menyelenggarakan pemilu untuk memilih ang­

gota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil 
Presiden, secara langsung, umum, be bas, rahasia, 
jujur, dan adil setiap lima tahun sekali [Pasal22E 
ayat (5), ayat (1) dan ayat (2)]. 

g. Komisi Yudisial, dengan kewenangan: 
• mengusulkan pengangkatan calon hakim agung 

kepada DPR untuk mendapar persetujuan [Pasal 
24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1)]; 

• kewenangan lain dalam rangka menjaga dan men­
egakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 
perilaku hakim [Pasal24B ayat (,1)]. 

10. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) 
dengan wewenang: 
• menguji undang-undang terhadap UUD [Pasal24C 

ayat (1)]; 
• memutus sengketa kewenangan konstitusional 

lembaga negara [Pasal 24C ayat (1)]; 
• memutus pembubaran partai politik [Pasal 24C 
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ayat (1)]; 
• memutus perselisihan hasil pemilu [Pasal24C ayat 

(1)]; 
• memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelang­

garan oleh Presiden danjatau Wakil Presiden 
menurut UUD [Pasal 24C ayat (2)]. 

11. Bank sentral yang kewenangannya diatur dengan UU 
(Pasal 23D). 

12. Ten tara N asional Indonesia (TN I) dengan kewe­
nangan: 
mempertahankan, melindungi, dan memelihara keu­
tuhan dan kedaulatan negara [Pasal30 ayat (3)]; 

13. Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan we­
wenang: 
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, ber­
tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, 
serta menegakkan hukum [Pasal30 ayat (4)]. 

Dengan demikian, apabila ditafsirkan secara luas, dari 
13 lembaga negara yang disebut dalam UUD 1945, hanya 
bank sentral yang kewenangannya masih akan diatur dengan 
UU, sedangkan 12lembaga negara lainnya mempunyai ke­
wenangan konstitusional. Peraturan MAN o. 02 Tahun 2002 
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah 
Konstitusi oleh Mahkamah Agung memasukkan bank sentral 
(Bank Sentral) sebagai lembaga negara yang menjadi subyek 
sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, di 
samping MPR, Presiden, DPR, dan BPK (vide Pasal1 butir 
12). Berdasarkan penafsiran luas ini yang bisa menjadi sub­
yek hukum sengketa kewenangan konstitusional lembaga 
negara ada 10 (setelah dikurangi MAdan MK), yaitu MPR, 
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Presiden, DPR, DPD, KPU, Pemerintah Daerah, Komisi 
Yudisial, BPK, TNI, dan Polri, atau 11 lembaga negara jika 
bank sentral dimasukkan. 

Apabila ditafsirkan moderat, maka hanya MPR, 
Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK yang disebut 
sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan kon­
stitusional, sehingga yang bisa menjadi subyek sengketa 
setelah dikurangi MA (vide Pasal6s UU MK) dan MK (se­
bagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk 
menyelesaikan sengketa) hanyalah MPR, Presiden, DPR, 
DPD, dan BPK. Apabila ditafsirkan sempit, subyek hukum 
sengketa hanyalah DPR, DPD, dan Presiden (tafsiran dari 
Pasal 67 UU MK). 

Menurut pendapat saya, tafsir yang tepat adalah tafsir 
luas minus atau tafsir moderat plus, yaitu bahwa lembaga 
negara yang bisa menjadi subyek sengketa meliputi MPR, 
Presiden, DPR, DPD, BPK, Pemerintah Daerah (Provinsi 
dan Kabupaten/Kota). Jadi tidak termasuk KPU, Komisi 
Yudisial, TNI, dan Polri, karena keempat lembaga tersebut 
meskipun mempunyai kewenangan konstitusional, tetapi 
kurang tepatjika menjadi subyek sengketa dengan lembaga 
lain dan kewenangannya lebih bersifat teknis operasional. 
Juga bank sentral yang kewenangannya tak diatur dalam 
UUD 1945 tidak termasuk pihak dalam sengketa. 

Mekanisme Penyelesaian Sengketa (Hukum Aca­
ra) 

Sebenarnya, UU MK telah mengatur hukum acara 
yang berlaku umum untuk semua perkara yang menjadi 
kewenangan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sam­
pai dengan Pasal49 dan prosedur khusus untuk sengketa 
kewenangan konstitusional lembaga negara yang diatur 
dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 67. Akan tetapi, ke-
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tentuan tersebut masih kurang lengkap, terutama belum 
jelasnya siapa subyek hukum dalam sengketa (pemohon 
dan termohon) yang te rcantum dalam Pasal 61 UU MK, 
juga ketentuan Pasal67 UU MK memberikan kesan bahwa 
seolah-olah lembaga negara yang dimaksud hanya Presiden, 
DPR, dan DPD. 

Oleh karena itu, dengan kewenangan yang diberi­
kan oleh Pasal 86 UU MK, saat ini sedang dipersiapkan 
Peraturan MKRI tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa 
Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara yang menurut 
pemikiran saya isinya antara lain akan mencakup: 
• Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon dan 

termohon (para pihak atau subyek hukum dalam sen ­
gketa); 

• lsi permohonan (kejelasan kewenangan yang menjadi 
obyek sengketa , kejelasan siapa termohonnya, kejelasan 
posita dan petitum termasuk permohonan putusan 
provisi, dan lain-lain); 

• Tata cara mengajukan permohonan dan registrasi 
perkara; 

• Pemeriksaan dan pembuktian (pemeriksaan pen­
dahuluan dan pemeriksaan persidangan); 

• Putusan (rapat permusyawaratan hakim, macam putu­
san, dan pelaksanaan/penyampaian putusan. 

Penutup 

Lembaga negara yang dapat menjadi pihak (pemohon 
dan termohon) dalam sengketa kewenangan konstitusional 
lembaga negara adalah MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, 
dan Pemerintah Daerah , sehingga mencakup baik sengketa 
antara lembaga negara di tingkat pusat maupun antara 
lembaga negara tingkat pusat dengan pemerintah daerah. 
MK harus menjabarkan lebih lanjut hukum acaranya dalam 
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peraturan MK. 

Daftar Pustaka 

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. 

UU No. 24 tahun 2003 ten tang Mahkamah Konstitusi. 
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PEMBUBARAN PARTAI POLITIK 
DI INDONESIA DALAM 

PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA 

I. Pendahuluan 

Partai Politik (parpol) telah memegang peranan pen­
ting dalam proses perjuangan menuju kemerdekaan Indo­
nesia, demikian pula dalam proses mengisi kemerdekaan 
untuk mewujudkan sebuah negara hukum modern yang 
demokratis. Oleh karena itu, dapat dimengerti apabila kon­
stitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia (UUD 
1945 sebelum Perubahan, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, 
dan UUD 1945 setelah perubahan) selalu memberi tempat 
akan adanya kebebasan berserikat dan berkumpul, termasuk 
mendirikan Parpol. 

Akan tetapi, perkembangan parpol di Indonesia 
juga mengalami pasang surut sejalan dengan dinamika 
ketetanegaraan dan politik yang terus berubah untuk men­
cari format yang tepat, sehingga politik hukum di bidang 
kepartaian juga terns mengalami perubahan. Perubahan 
format atau sistem politik dari Demokrasi Liberal-Parle-

HUKUM KONSTITUSI DAN MAHKAMAH KONSTITUSI 197 



PEMBUBARAN PART AI POLITIK DI INDONESIA 

PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA 

menter (1945-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1966), 
Demokrasi PancasilajDemokrasi Orde Baru (1966-1998), 
Demokrasi Transisional (1998-1999), dan Demokrasi Pasca 
Perubahan UUD 1945 (1999-sekarang) telah melahirkan 
kehidupan kepartaian yang berbeda-beda pula. 

Tulisan ini hanya akan menelaah salah satu aspek 
kehidupan kepartaian, yaitu masalah pembubaran parpol 
dalam perkembangan ketatanegaraan kita, apa alasan­
alasan hukum dan mekanisme hukumnya. Fokus kajian 
dimulai dari era Demokrasi Terpimpin (1959-1966), karena 
pada era Demokrasi Liberal-Parlementer (1945-1959) bel urn 
ada ketentuan hukum pembubaran parpol, kemudian era 
Demokrasi Pancasila/Orde Baru (1966-1998), selanjutnya 
era Demokrasi Transisional (1998-1999), dan akhirnya era 
Demokrasi Pasca Perubahan UUD 1945. 

Telaah dilakukan dalam perspektif Hukum Tata 
Negara, yaitu dengan mengkaji ketentuan-ketentuan Kon­
stitusi dan peraturan perundang-undangan yang terkait 
dengan parpol dan pembubaranjpelarangan parpol, juga 
dilakukan studi perbandingan dengan negara-negara lain, 
seperti Thailand, Jerman, dan Korea Selatan. 

II. Pembubaran Parpol pada masa Demokrasi Ter­
pimpin 

Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang dianut 
di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno 
pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai kejatuhannya pada 
tahun 1966 seiring munculnya Orde Baru. Keluarnya Dekrit 
Presiden yang memberlakukan kern bali UUD 1945 terse but 
adalah sebagai akibat kegagalan Badan Konstituante (hasil 
Pemilu 1955) membuat UUD Baru untuk menggantikan 
UUDS 1950. 

Sistem pemerintahan dan sistem politik pada masa 
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pasca Dekrit Presiden disebut Demokrasi Terpimpin un­
tuk menggantikan sistem Demokrasi Liberal-Parlementer 
di bawah UUDS 1950 dengan sistem multi partai dengan 
multi asas atau ideologi yang tidak terbatas yang melahir­
kan instabilitas pemerintahan yang ditandai dengan jatuh 
bangunnya kabinet akibat tidak adanya partai mayoritas 
absolut dari hasil Pemilu 1955. 

Salah satu kebijakan politik Presiden Soekarno ialah 
menyederhanakan parpol-parpol yang begitu banyak di 
Indonesia yang merupakan warisan dari kebijakan politik 
kepartaian sebelumnya yang tercantum dalam Maklumat 
Pemerintah tanggal3 Nopember 1945 yang ditanda tangani 
Wakil Presiden Hatta yang berbunyi sebagai berikut (Daniel 
Dhakidae, 1999: 8): 

Berhubung dengan usul Badan Pekerdja Komite Nasional 
Pusat kepada Pemerintah supaja diberikan kesempatan 
kepada rakjat seluas-luasnya Untuk mendirikan partai­
partai politik, dengan restriksi, bahwa partai-partai itu 
hendaknja memperkuat perdjuangan kit a mempertahank­
an kemerdekaan dan mendjamin keamanan masjarakat, 
Pemerintah menegaskan pendiriannjajang telah diambil 
beberapa waktujang lalu bahwa: 

1. Pemerintah menjukai timbulnja partai-partai politik, 
karena dengan adanja partai-partai itulah dapat 
dipimpin kejalanjang teratur segala aliran paham 
jang ada dalam masjarakat. 

2. Pemerintah berharap supaja partai-partai itu telah 
tersusun, sebelumnya dilangsungkan pemilihan ang­
gauta Badan-badan Perwakilan Rakjat pada bulan 
Djanuari 1946. 
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Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 
yang merupakan regulasi pertama di bidang kepartaian di 
Indonesia sesudah kemerdekaan yang telah melahirkan 
sistem multi partai dengan multi ideologi oleh Presiden 
Soekarno dicabut dengan Penetapan Presiden No.7 tahun 
1959 tentang Syarat-syarat dan Penyederhanaan Kepar­
taian (Lembaran Negara No. 149 Tahun 1959, Tambahan 
Lembaran Negara 1916) yang pelaksanaannya diatur dalam 
Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, 
Pengawasan, dan Pembubaran Partai-partai yang kemudian 
diubah dengan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 1960. Bab 
IV Pasal9 Pen pres No.7 Tahun 1959 beserta Penjelasannya 
juncto Bab III Pasal6 sd Pasal9 Perpres No. 13 Tahun 1960 
memuat ketentuan tentang pembubaran parpol yang pada 
pokoknya adalah sebagai berikut: 
1. Institusi yang berwenang melarang danjatau mem­

bubarkan Parpol adalah Presiden setelah mendengar 
pertimbangan Mahkamah Agung; 

2. Alasan pelarangan danjatau pembubaran parpol: 
a. Asas dan tujuannya bertentangan dengan asas dan 

tujuan Negara; 
b. Programnya bermaksud merombak asas dan tu­

JUan negara; 
c. Sedang melakukan pemberontakan karena pe­

mimpin-pemimpinnya turut serta dalam pem­
berontakan-pemberontakan atau telah jelas 
memberikan bantuan, sedangkan partai itu tidak 
dengan resmi menyalahkan perbuatan anggota­
anggotanya itu; 

d. Tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditentu­
kan dalam Penetapan Presiden (Penpres) ini. 
(Catatan: Syarat-syarat parpol tercantum dalam 
Bab II Pasal 2 s.d. Pasal 7 Penpres No. 7 Tahun 
1959). 
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3· Mekanisme pelarangan danjatau pembubaran par­
pol: 
a. Presiden lebih .dahulu mendengar pertimbangan 

Mahkamah Agung [Pasal9 ayat (1) Penpres No.7 
Tahun 1959 dan Penjelasannya] dengan menyerah­
kan surat-surat dan lain-lain yang dapat dijadikan 
alat bukti yang menguatkan persangkaan bahwa 
suatu parpol berada dalam keadaan sebagaimana 
dimaksudkan Pasal9 ayat (1) Pen pres No.7 Tahun 
1959 (Pasal6 Perpres No. 13 Tahun 1960); 

b. Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat MA) 
menguji persoalan yang diajukan Presiden secara 
yuridis dan obyektif dengan mengadakan pemerik­
saan dengan acara bebas [Pasal7 ayat (1) Perpres 
No. 13 Tahun 1960]; 

c. Dalam pemeriksaan, MA dapat mendengar ket­
erangan saksi-saksi dan ahli-ahli di bawah sumpah 
[Pasal7 ayat (2) Perpres No. 13 Tahun 1960]; 

d. Hasil pemeriksaan yang merupakan pendapat 
MA diberitahukan kepada Presiden [Pasal 7 ayat 
(3) Perpres No. 13 Tahun 1960]; 

e. Setelah menerima pertimbangan MA, Presiden 
mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) 
yang menyatakan pembubaran suatu partai yang 
selekas mungkin diberitahukan kepada pimpinan 
partai tersebut [Pasal 8 ayat (1) Perpres No.13 
Tahun 1960]; 

f. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 
tanggal berlakunya Keppres tersebut huruf e di 
atas, pimpinan partai dimaksud harus menyatakan 
partainya bubar dan memberitahukannya kepada 
Presiden seketika itujuga [Pasal8 ayat (2) Perpres 
No. 13 Tahun 1960]; 

g. Apabila tenggat tersebut huruf f lewat tanpa 
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pernyataan bubar partai dimaksud, maka partai 
terse but merupakan perkumpulan terlarang [Pasal 
8 ayat (3) Perpres No. 13 Tahun 1960]; 

h. Sebagai akibat hukum pembubaranjpelarangan 
suatu partai, maka anggota partai yang menjadi 
anggota MPR, DPR, dan DPRD secara otomatis 
dianggap berhenti sebagai anggota badan-badan 
tersebut (Pasal9 Perpres No. 13 Tahun 1960); 

i. Yang dapat diakui sebagai parpol dengan berlaku­
nya Penpres No. 7 Tahun 1959 hanyalah parpol 
yang sudah berdiri pada saat keluarnya Dekrit 
Presiden dan memenuhi syarat-syarat yang diatur 
oleh Penpres (Pasal u Penpres), sehingga tidak 
mungkin mendirikan parpol baru dan ada ke­
mungkinan ada parpol yang tak memenuhi syarat 
yang berarti ditolak atau tidak diakui, alias harus 
bubar atau dibubarkan dengan Keppres (Penjela­
san Perpres). 

Dengan Penpres No. 7 Tahun 1959 juncto Perpres 
No. 13 tahun 1960 yang telah diubah dengan Perpres No. 
25 Tahun 1960 tersebut di atas, maka pada era Demokrasi 
Terpimpin telah dibubarkan beberapa parpol dengan Kep­
pres, seperti Keppres No. 129 Tahun 1961 yang menolak 
pengakuan atas PSII-Abikusno, PRN-Bebasa, PRI, dan 

(PRN-Djody, serta pembubaran atas partai Masyumi dan PSI. 
Tidakjelas apakah dalam proses pembubaran parpol-parpol 
terse but juga telah didengar pertimbangan MA sebagaimana 
ditentukan dalam Penpres No. 7Tahun 1959juncto Perpres 
No. 13 Tahun 1960 yang diubah dengan Perpres No. 25 
Tahun 1960. 

III. Pembubaran Parpol pada era Demokrasi Pan­
casila (Orde Baru) 
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Era Demokrasi Pancasila yang kemudian juga dike­
nal dengan era Orde Baru (1966-1998) diawali dengan 
pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) termasuk 
bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke 
daerah beserta semua organisasi yang seasasjberlindung/ 
bernaung di bawahriya, serta pernyataan sebagai organisasi 
terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik 
Indonesia, pada tanggal 12 Maret 1966 dengan Keppres 
No. 1/3/1966. 

Meskipun pada waktu itu Penpres No. 7 Tahun 1959 
dan Perpres No. 13 Tahun 1960 yang telah diubah dengan 
Perpres No. 25 tahun 1960 masih berlaku, tetapi pembuba­
ran PKI dan seluruh jajaran organisasinya tersebut tidak 
memakai Penpres dan Perpres dimaksud sebagai dasar 
hukum dan ketentuan-ketentuan di dalamnya sebagai alasan 
pembubaran dan pelarangan. Yang menjadi dasar hukum 
justru Surat Perintah 11 Maret 1966 (disingkat SP 11 Maret), 
sedangkan yang menjadi alasan sebagaimana disebut kon­
siderans "Menimbang" adalah sebagai berikut (vide Sekre­
tariat Negara Republik Indonesia, 1994: Lampiran 21): 

1. Bahwa pada waktu akhir-akhir ini makin terasa kem­
bali aksi-aksi gelap dilakukan oleh sisa-sisa kekua­
tan kontra-revolusi 'Gerakan 30 September'jPartai 
Komunis Indonesia; 

2. Bahwa aksi-aksi gelap itu berupa penyebaran fit­
nah, hasutan, desas-desus, adu domba dan usaha 
penyusunan kekuatan bersenjata yang mengakibat­
kan terganggunya kembali keamanan Rakyat dan 
ketertiban; 

3. Bahwa aksi-aksi gelap tersebut nyata-nyata mem­

bahayakanjalannya Revolusi dewasa ini, khususnya 
penanggulangan kesulitan ekonomi dan penggan­
yangan proyek Nekolim "Malaysia"; 
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4. Bahwa demi tetap terkonsolidasinya persatuan dan 
kesatuan segenap kekuatan progresip-revolusioner 
Rakyat Indonesia yang anti feodalisme, anti 
kapitalisme, anti Nekolim dan menuju terwujudnya 
Masyarakat Adil-Makmur berdasarkan Pancasila, 
Masyarakat Sosialisme Indonesia, perlu mengam­
bil tindakan cepat, tepat dan tegas terhadap Partai 
Komunis Indonesia. 

Yang menarik, Keppres No. 1/3/1966 tanggal12 Ma­
ret 1966 tersebut kemudian dikukuhkan dengan Ketetapan 
MPRS No. :XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai 
Komunisme Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Ter­
larang Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi 
Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan 
Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Paham Atau 
Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Alasan kelu­
arnya Ketetapan MPRS No. XXV /MPRS/1966 tersebut seb­
agaimana dapat dibaca dalam konsideran "Menimbang"nya 
adalah: 

1. Bahwa paham atau ajaran KomunismejMarxisme­
Leninisme pada inti hakikatnya bertentangan den­
gan Pancasila ; 

2. Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di 
Indonesia yang menganut paham atau ajaran 
KomunismejMarxisme-Leninisme, khususnya Partai 
Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Re­
publikindonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa 
kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah 
Republik Indonesia yang sah dengan kekerasan. 

Meskipun tidak dipakai sebagai dasar hukum, alasan, 
dan mekanisme pembubaran PKI, tetapi Pen pres No. 7 Ta-
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hun 1959 dan Perpres No. 13 Tahun 1960 yang telah diubah 
dengan Perpres No. 25 Tahun 1960 yang kemudian ber­
dasarkan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 Tentang 
Peninjauan Kembali Produk-produk LegislatifNegara di luar 
Produk MPRS yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang 
Dasar 1945 berubah menjadi UU No. 7 Pnps Tahun 1959, 
UU No. 13 Prps Tahun 1960, dan UU No. 25 Prps Tahun 
1960, pada dasarnya masih terus berlaku sampai keluarnya 
UU No.3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan 
Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 
No. 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
No. 3062). 

UU No.3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Go Ion­
gan Karya (disingkat UU Parpol & Golkar) yang kemudian 
diubah dengan UU No. 3 Tahun 1985, meskipun memuat 
ketentuan tentang asas, tujuan, larangan, dan pengawasan 
terhadap parpol dan Golkar, tetapi tidak memuat ketentuan 
tentang pembubaran parpol dan Golkar, atau dengan kata 
lain tidak mengenal pembubaran parpol, karena: 
1. Jumlah dan nama parpol, berdasarkan Pasal1 ayat (1) 

UU Parpol & Golkar sudah ditentukan oleh undang­
undang, yaitu hanya 3 (tiga) buah: Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia 
(PDI), dan Golongan Karya (Golkar). PPP adalah partai 
hasil fusi 4 (empat) parpol Islam (NU, Parmusi, PSII, 
dan Perti), PDI adalah fusi 5 (lima) parpol nasiona­
lis dan non-Islam (PNI, IPKI, Murba, Parkindo , dan 
Partai Katholik), sedangkan Golkar dikualifikasikan 
sebagai parpol walaupun tak disebutjtak mau disebut 
parpol namun seluruh sifat, fungsi, dan sosoknya pada 
hakikatnya merupakan parpol (vide Julian M. Boileau, 
1983: 129). Dengan demikian, kebijakan fusi parpol 
yang kemudian dikukuhkan dengan UU Parpol & Gol­
kar, sesungguhnya secara tidak langsung juga telah 
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membubarkan beberapa parpol. 
2. Adanya kebijakan berlakunya asas tunggal bagi semua 

parpol dan ormas (Ketetapan MPR No. II/MPR/1983), 
sehingga semua parpol dan Golkar melalui UU No. 
3 Tahun 1985 yang mengubah UU No. 3 Tahun 1975 
harus berasasjberideologi tunggaljseragam, yaitu 
Pancasila. 

3. Kalau ada parpol bermasalah, bukan parpolnya yang 
dibubarkan, tetapi pengurusnya yang dibekukan oleh 
Presiden setelah mendengar pertimbangan MA (vide 
Pasal14 UU Parpol & Golkar). 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada era 
Demokrasi Pancasila/Orde Baru, kebijakan pembubaran/ 
pelarangan parpol berkembang dari pembubaran atas dasar 
SP 11 Maret 1966 (pembubaran PKI), ke pembubaran secara 
tak langsung melalui kebijakan fusi yang dikokohkan dengan 
UU Parpol & Golkar, hingga kebijakan yang tak mengenal 
pembubaran parpol lewat UU Parpol & Golkar yang telah 
menetapkan hanya PPP, PDIP, dan Golkar yang boleh hid up. 
Politik hukum kepartaian Orde Baru adalah "kebijakan 
multi-partai terbatas tetap" Gumlahnya dibatasi hanya tiga, 
tak boleh lebih tak boleh kurang) yang disertai kebijakan 
"asas tunggal" dan "kebijakan massa mengambang ", dengan 
logika kesalahan pada pengurus, bukan partainya, sehingga 
tak dikenal pembubaran parpol , melainkan pembekuan 
pengurus parpol. 

IV. Pembubaran Parpol pada masa Demokrasi 
Transisional 

Berakhirnya Orde Baru pada tahu 1998 telah mela­
hirkan Era Reformasi yang salah satu tuntutannya ialah 
dicabutnya 5 (lima) paket undang-undang di bidang politik, 
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yaitu UU Parpol & Golkar (UU No. 3 Tahun 1985), UU Pe­
milu (UU No.1 Tahun 1985), UU Susduk (UU No.2 Tahun 
1985), UU Referendum (UU No.5 Tahun 1985), dan UU 
Organisasi Kemasyarakatan (UU No.8 Tahun 1985). 

Salah satu bagian dari babakan Era Reformasi ialah 
masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie (1998-1999) yang 
penulis sebut "Demokrasi Transisional". Untuk memenuhi 
tuntutan reformasi dan sekaligus sebagai instrumen hukum 
Pemilu yang dipercepat dari seharusnya pada tahu_n 2002 
menjadi tahun 1999, telah diundangkan 3 (tiga) paket un­
dang-undang di bidang politik yang baru, yaitu UU No. 2 
Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Re­
publik Indonesia Tahun 1999 No. 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia No. 3809), UU NO. 3 Tahun 
1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 No. 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia No. 3810), dan UU Susduk MPR, DPR, 
dan DPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
No. 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
No. 3811). 

UU No.3 Tahun 1999 tentang Partai Politik (disingkat 
UU Parpol1999) dalam Pasal17 telah memuat ketentuan 
tentang penge1tian, institusi yang berwenang, alasan, dan 
mekanisme untuk pembubaran parpol sebagai berikut: 
1. Pengertian membubarkan parpol adalah mencabut 

hak hidup dan keberadaan parpol di seluruh wilayah 
Republik Indonesia [Penjelasan Pasal 17 ayat (2) UU 
Parpol1999]; 

2. Institusi yang berwenang membubarkan Parpol (dan 
juga membekukan, dalam arti menghentikan semen tara 
kepengurusan dan/atau kegiatan parpol) adalah MA 
[Pasal17 ayat (2) beserta Penjelasannya]; 

3. Alasan pembubaran suatu parpol adalah jika nyata­
nyata melanggar Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9, dan 

HUKUM KONSTITUSI DAN MAHKAMAH KONSTITUSI 207 



PEMBUBARAN PART AI POLITIK DI INDONESIA 

PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA 

Pasal 16 UU Parpol 1999 yang pokok-pokok isinya 
adalah sebagai berikut: 
• Pasal2: syarat minimal pendirinya so orang WNI 

yang usia 21 tahun [ayat (1)]; mencantumkan 
Pancasila dalam batang tubuh anggaran dasar 
(AD) Parpol [ayat (2) huruf a]; asasjciri, aspirasi, 
dan program Parpol tidak bertentangan dengan 
Pancasila [ayat (2) huruf b]; keanggotaan bersi­
fat terbuka untuk setiap WNI yang telah punya 
hak pilih [ayat (2) huruf c]; dan tak boleh meng­
gunakan nama, lam bang, atau bendera negara as­
ing, bend era NKRI, gam bar perorangan, dan/ a tau 
lambang partai lain yang telah ada [ayat (2) huruf 
d]; 

• Pasal 3: tidak boleh membahayakan persatuan 
dan kesatuan nasional (menurut Penjelasannya, 
misalnya tujuannya separtis a tau berakibat meng­
ganggu persatuan dan kesatuan nasional); 

• Pasal s: mengenai tujuan parpol, secara umum 
harus mewujudkan cita-cita nasional yang termuat 
dalam Pembukaan UUD 1945, mengembangkan 
kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan 
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI, 
dan secara khusus memperjuangkan cita-cita para 
anggotanya dalam seluruh aspek kehidupan; 

• Pasal 9 mengenai kewajiban parpol, yaitu me­
megang teguh dan mengamalkan Pancasila dan 
UUD 1945, mempertahankan keutuhan NKRI, 
memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta 
menyukseskan pembangunan nasional dan pemilu 
yang demokratis, Iuber dan jurdil; 

• Pasal16 mengenai larangan-larangan bagi parpol, 
yaitu tidak boleh: menganut, mengembangkan, 
menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/M 
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arxisme/Leninisme, dan ajaran lain yang berten­
tangan dengan Pancasila; menerima sumbangan 
danjatau bantuan dalam bentuk apa pun, baik 
langsung maupun tidak langsung atau memberi 
sumbangan dan/atau bantuan dalam bentuk apa 
pun kepada pihak asing, langsung atau tak lang­
sung yang dapat merugikan kepentingan bangsa 
dan negara; dan melakukan kegiatan yang berten­
tangan dengan kebijakan Pemerintah RI dalam 
memelihara persahabatan dengan negara lain. 

4. Mekanisme pembubaran parpol: 
• MA lebih dahulu memberikan peringatan secara 

tertulis kepada parpol yang bersangkutan selama 
3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 3 (tiga) 
bulan [Penjelasan Pasal17 ayat (3)] sebelum proses 
peradilan; 

• Dalam proses peradilan, MA lebih dahulu men­
dengar dan mempertimbangkan keterangan dari 
pengurus pusat parpol yang bersangkutan [Pasal 
17 ayat (3)]; 

• Pelaksanaan pembekuan atau pembubaran par­
pol dilakukan setelah adanya putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan 
diumumkan dalam Berita Negara RI oleh Menteri 
Kehakiman [Pasal17 ayat (4)]. 
Dengan demikian, mekanisme pembekuan dan 
pembubaran Parpol adalah sama, yaitu lewat 
proses peradilan (due process of law). 

V. Pembubaran Parpol pada Pasca Perubahan 
UUD1945 

Perubahan UUD 1945 yang berlangsung sebanyak 4 
(empat) kali, yaitu Perubahan Pertama (1999), Perubahan 
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Kedua (2ooo), Perubahan Ketiga (2001), dan Perubahan 
Keempat (2002), telah membawa perubahan besar dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia, baik dalam bidang 
pelembagaan dan kekuasaan legislatif, pelembagaan dan 
kekuasaan eksekutif, maupun pelembagaan dan kekuasaan 
yudisial. 

Di bidang kepartaian, khususnya masalah pem­
bubaran parpol, Perubahan UUD 1945 juga membawa 
pengaruh, yaitu dengan kehadiran Mahkamah Konstitusi 
RI (MKRI) yang salah satu kewenangan konstitusionalnya 
adalah memutus pembubaran Parpol, di samping melaku­
kan pengujian konstitusionalitas undang-undang, memu­
tus sengketa kewenangan konstitusionallembaga Negara, 
memutus perselisihan hasil Pemilu, dan wajib memutus 
"impeachment" DPR a tau pendapat DPR mengenai dugaan 
pelanggaran oleh Presiden danjatau Wakil Presiden [Pasal 
24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945]. 

Untuk mengetahui alasan dan mekanisme pem­
bubaran Parpol pada era Demokrasi Pasca Perubahan UUD 
1945, perlu dikaji ketentuan-ketentuan tentang Parpol yang 
tercantum dalam UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
No. 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
No. 4251) dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 No. 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo­
nesia No. 4316). 

UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (dising­
kat UU Parpol2002) telah mengatur tentang syarat-syarat 
pembentukan, larangan, pembubaran dan penggabungan, 
pengawasan , dan sanksi terhadap Parpol yang intinya se­
bagai berikut: 
1. Syarat-syarat pembentukan Parpol: 

a. Syarat-syarat formal (Pasal2, Pasal3, dan Pasal4 
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• didirikan dan dibentuk oleh minimal 50 
(lima puluh) orang WNI yang telah berusia 
21 (dua puluh satu) tahun dengan akta no­
taris; 

• akta notaris dimaksud harus memuat ang­
garan dasar (AD), anggaran rumah tangga 
(ART), dan kepengurusan tingkat nasional 
parpol; 

• kepengurusan parpol tingkat nasional 
berkedudukan di Ibukota Negara (dapat 
berkantor pusat di DKI, Kota Bogor, Kota 
Depok, Kota Tangerang, dan Kota Bekasi); 

• didaftarkan pada Departemen Kehakiman 
dengan melampirkan: 

akta notaris pendirian parpol yang sesuai 
dengan UUD 1945 dan peraturan per­
undang-undangan lainnya; 
susunan kepengurusan minimal so% 
jumlah provinsi, so% jumlah kabupaten/ 
kota dari provinsi terkait, dan 25% jum­
lah kecamatan dari kabupatenjkota yang 
bersangkutan; 
nama, lam bang, dan tanda gam bar yang 
pada pokoknya atau keseluruhannya 
tidak sama dengan nama, lambang, dan 
tanda gam bar partai politik lain, bend era 
atau lambang negara Rljlembaga neg­
ara/Pemerintahjnegara lainjlembaga 
atau badan internasional, atau nama dan 
gambar seseorang [Pasal19 ayat (1)]; 
mempunyai kantor tetap (alamat se­
kreta .riat yang jelas yang ditunjukkan 
dengan dokumen yang sah) dari pusat 
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sampai tingkat kabupatenjkota. 
• Menteri Kehakiman mengesahkan parpol 

yang memenuhi syarat sebagai badan hukum 
paling lambat 30 hari sejak penerimaan 
pendaftaran dan mengumumkan dalam 
Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 
3). 

b. Syarat substansial: 
• Asas parpol tidak boleh bertentangan dengan 

Pancasila dan UUD 1945 dan dapat mencan­
tumkan ciri tertentu yang tidak bertentan­
gan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta 
undang-undang (Pasal5); 

• Tujuan parpol yang meliputi tujuan umum 
(mewujudkan cita-cita nasional bangsa 
Indonesia, mengembangkan kehidupan 
demokrasi, dan mewujudkan kesejahter­
aan rakyat) dan tujuan khusus parpol di­
wujudkan secara konstitusional (Pasal6) ; 

2. Larangan bagi parpol (Pasal19 UU Parpol2002) : 
a. Penggunaan nama, lambang, dan bendera seb­

agaimana telah diuraikan dalam syarat formal 
pembentukanjpendirian parpol [ayat (1)]; 

b. melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan 
dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-un­
dangan lainnya, membahayakan keutuhan NKRI, 
dan bertentangan dengan kebijakan Pemerintah 
dalam memelihara persahabatan dengan negara 
lain untuk ketertiban dan perdamaian dunia [ayat 
(2)]; 

c. menerima berbagai sumbangan (barangjuang) 
dari pihak manapun yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan, tanpa men­
cantumkan identitas yangjelas, melebih batas yang 
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ditetapkan, dan dari BUMN, BUMD, BUM Desa, 
koperasi, yayasan, LSM, ormas, dan organisasi 
kemanusiaan [ayat (3)]; 

d. mendirikan badan usaha atau memiliki saham 
suatu badan usaha [ayat (4)]; 

e. menganut, mengembangkan, dan menyebarkan 
ajaran atau paham Komunisme/Marxisme- Lenin­
isme [ayat (s)]. 

3. Pembubaran dan Penggabungan (Pasal 20, Pasal 21, 
dan Pasal22): 
a. Parpol bubar karena tiga hal, yaitu 1) membubarkan 

diri; 2) menggabungkan diri dengan parpollain; 
dan 3) dibubarkan oleh MKRI (Pasal2o); 

b. Penggabungan parpol dengan parpollain (Pasal21) 
dapat dilakukan dengan membentuk parpol baru 
dengan nama, lam bang, dan tanda gambar baru 
(harus menyesuaikan syarat-syarat pendirian par­
pol), atau dengan memakai nama, lambang, dan 
tanda gambar salah satu parpol (tak diwajibkan 
memenuhi syarat-syarat pendirian parpol); 

c. Pembubaran dan penggabungan parpol di­
umumkan dalam Berita Negara oleh Departemen 
Kehakiman (Pasal22). 

4· Pengawasan terhadap Parpol (Pasal23 s.d. Pasal25 UU 
Parpol 2002): 
Ada 3 (tiga) macam pengawsan terhadap Parpol oleh 3 
(tiga) institusi yang berbeda, yaitu: 
a. Pengawasan atas syarat-syarat formal Parpol oleh 

Departemen Kehakiman; 
b. Pengawasan atas keuangan parpol oleh KPU; 
c. Pengawasan atas larangan-larang Parpol oleh 

Departemen Dalam Negeri. 
s. Sanksi terhadap Parpol (Pasal26 s.d. pasal28 UU: Par-

HUKUM KONSTITUSI DAN MAHKAMAH KONSTITUSI 2 13 



PEMBUBARAN PART AI POLITIK DI INDONESIA 

PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA 

pol2002): 
Ada 4 (em pat) macam sanksi yang dapat dijatuhkan 
kepada parpol, yaitu: 
a. Sanksi administratif berupa penolakan pen­

daftaran sebagai parpol oleh Departemen Keha­
kiman atas tidak terpenuhinya syarat formal dan 
syarat substansial Parpol, dan larangan mengenai 
nama, lambang, dan tanda gambar; 

b. Sanksi administratif oleh KPU yang berupa teguran 
dan tak bisa ikut Pemilu; 

c. Sanksi administratif berupa pembekuan se­
mentara parpol paling lama 1 (satu) tahun oleh 
pengadilan/MA atas pelanggaran tersebut Pasal 
19 ayat (2); 

d. Sanksi pembubaran parpol oleh MKRI atas pelang­
garan terhadap larangan tersebut Pasal 19 ayat 
Cs). 
Selain itu, berdasarkan Ketentuan Peralihan (Pasal 
29), Parpol yang sudah berstatus sebagai badan 
hukum menurut UU Parpol1999 meskipun tetap 
diakui keberadaannya, tetapi apabila dalam waktu 
9 (sembilan) bulan tidak menyesuaikan dengan UU 
Parpol2002, akan dibatalkan keabsahannya seb­
agai badan hukum dan tidak diakui keberadaannya 
sebagai parpol. 

UU No. 24 Tahun 2003 ten tang Mahkamah Konstitusi 
( disingkat UU MK) selain menegaskan kembali kewenangan 
MKRI untuk memutus pembubaran parpol [Pasal 10 ayat 
(1) huruf c UU MK], juga mengatur tentang mekanisme 
(hukum acara) pembubaran Parpol sebagaimana tersebut 
Pasal 68 s.d. Pasal 73 UU MK yang pada pokoknya adalah 
sebagai berikut. 
1. Pemohon pembubaran parpol adalah Pemerintah Pusat 
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[Pasal68 ayat (1) dan Penjelasannya]; 
2. Termohon tidak ditentukan secara eksplisit, tetapi 

secara implisit dari ketentuan Pasal 69, Termohonnya 
adalah parpol yang diminta Pemerintah untuk dibubar­
kan; 

3. Alasan pembubaran parpol adalah bahwa ideologi, asas, 
tujuan, program, dan kegiatan parpol yang dimohonkan 
dianggap bertentangan dengan UUD 1945 [Pasal 68 
ayat (2) UUMK]; 

4· MKRI memberitahukan permohonan yang sudah 
diregistrasi diberitahukan kepada Termohon (parpol 
terkait) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permo­
honan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi 
(BRPK); 

s. MKRI sudah harus memutus permohonan pembubaran 
parpol dalamjangka waktu 6o (enam puluh) hari kerja 
sejak permohonan diregistrasi di BPRK (Pasal 71 UU 
MK); 

6. Putusan MKRI tentangpembubaran Parpol ada 3 (tiga) 
kemungkinan (Pasal70 UU MK): 
a. Permohonan tidak dapat diterima, jika per­

mohonan tak memenuhi syarat sebagaimana 
dimaksud Pasal 68 UU MK; 

b. Permohonan dikabulkan,jika permohonan dinilai 
beralasan; 

c. Permohonan ditolak,jika permohonan dinilai tidak 
beralasan. 

7. Pelaksanaan putusan pembubaran parpol dilakukan 
dengan "membatalkan pendaftaran pada Pemerintah" 
[Pasal73 ayat (1) UU MK], yang berarti sesuai dengan 
ketentuan UU Parpol 2002 adalah pembatalan status 
badan hukumnya dan tidak diakui keberadaanya seb­
agai parpol; 

8. Putusan MKRI tentang pembubaran parpol dibe-
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ritahukan kepada parpol yang bersangkutan (Pasal 72 
UU MK) dan diumumkan oleh Pemerintah dalam Berita 
Negara RI dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari 
sejak putusan diterima [Pasal73 ayat (2) UU MK]. 

Dari uraian terse but di atas, dapat disimpulkan bahwa 
ketentuan ten tang alasan pembubaran parpol yang terdapat 
dalam UU Parpol 2002 cam pur aduk dengan alasan sanksi 
administratif dan alasan pembekuan parpol, serta tidak 
sinkron dengan ketentuan yang diatur dalam UU MKRI. 
Selain itu, juga tidak jelas apakah parpol yang dibubarkan 
tersebut dinyatakan sebagai parpol terlarang. 

VI. Pembubaran Parpol di Beberapa Negara 

Di beberapa negara yang memiliki MK, pada umum­
nya MK negara terse but juga memiliki kewenangan untuk 
membubarkan parpol, seperti MK Thailand, MK Jerman, 
dan MK Korea yang akan diambil sebagai contoh perban­
dingan berikut ini. 

1. MK Thailand 

216 

Kewenangan MK Thailand untuk membubarkan parpol 
tercantum dalam Pasal 63 Konstitusi Thailand Tahun 
1997 dan UU Parpol Thailand Tahun 1998 . Pihak 
pemohon adalah J aksa Agung atas usulanjpermintaan 
siapa saja yang mengetahui bahwa ada anggota parpol 
dan/ a tau parpol yang membahayakan N egara dan me­
langgar Konstitusi. Setelah melakukan investigasi fakta 
terhadap anggotajparpol yang dianggap menggunakan 
hak dan kebebasan Konstitusi untuk menjatuhkan 
rezim demokratis, atau untuk menguasai Negara de­
ngan cara yang tidak sesuai dengan Konstitusi, Jaksa 
Agung menyerahkan mosi (permohonan) kepada MK 
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untuk menghentikan tindakanfkegiatan anggota/Par­
pol tersebut dan MK dapat membubarkan parpol 
terse but. 

2. MKJerman 

Berdasarkan ketentuan Pasal21 ayat (2) UUD Jerm an 
juncto Pasal13 ayat (2) UU MK Jerman, MK memiliki 
kewenangan untuk menyatakan bahwa sebuah parpol 
inkonstitusional dan membubarkannya, dengan me­
kanisme sebagai berikut. 
a. Pemohonjpenggugat adalah Bundestag, 

Bundesraat, atau Pemerintah Federal, sedangkan 
Pemerintah Daerah (Land) dapat mengajukan per­
mohonan/ gugatan jika organisasi parpol ters e but 
dalam batasan teritori Land tersebut (Pasal 43 
UUMK Jerman) ; 

b. Parpol Termohon/Tergugat diwakili menurut 
ketentuan hukum yang relevan atau AD/konsti­
tusi parpol atau oleh pengelola parpol ketika ada 
gugatan (Pasal44 UU MK Jerman); 

c. MK Federal memberikan kesempatan wakil Parpol 
yang digugat untuk memberikan keterangan pada 
waktu yang ditentukan sebelum putusan dijatuh­
kan (Pasal45 UU MKJerman); 

d. Jika gugatan terbukti berdasar, MK Federal me­
nyatakanjmendeklarasikan bahwa parpol terse but 
inkonstitusional [Pasal 46 ayat (1) UU MK Jer­
man]; 

e. Pernyataan inkonstitusional parpol dapat hanya 
pada organ independen fotonom parpol tersebut 
secara hukum dan organisasi [Pasal46 ayat (2)]; 

f. Pernyataan MK Federal tentang inkonstitu­
sionalitas sebuah parpol diikuti dengan pem-
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bubaran parpol terse but dan pelarangan organisasi 
pengganti, serta penyitaan atas tanah dan bangu­
nan milik parpolf organ independen parpol terse­
but untuk digunakan oleh pemerintah federal a tau 
pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat 
[Pasal 46 ayat (3)]. 

3· MK Korea Selatan (Korsel) 

Kewenangan MK Korsel untuk membubarkan parpol 
tercantum dalam Pasal111 ayat (1) butir 3 Konstitusi 
Republik Korea 1987 juncto Pasal 2 butir 3 UU MK 
Korsel1988 dengan Perubahannya yang terakhir tah un 
1997, dengan alasan dan mekanisme sebagaimana dia­
tur dalam Pasal55 s.d. Pasal6o UU MK Korsel sebagai 
berikut. 
a. Alasan pembubaran: apabila tujuan dan aktivitas 

parpol bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar 
demokrasi (Konstitusi Korseljo Pasal55 UU MK 
Korsel); 

b. Permohonan dilakukan secara tertulis oleh pemer­
intah (badan eksekutit) yang memuat penjelasan 
mengenai parpol yang diminta dibubarkan dan 
dasar-dasar permohonannya (Pasal 56 UU MK 
Korsel); 

c. MK berwenang, baik karena ex officio maupun 
permohonan pemohon, untuk menghentikan 
sementara aktivitas parpol yang bersangkutan 
sampai diucapkannya putusan MK (Pasal 57 UU 
MK Korsel); 

d. MK memberitahukan penundaan kegiatan parpol 
tersebut butir c kepadaNationalAssembly (DPR) 
dan KPU Korsel [Pasal 58 ayat (1) UU MK Kor­
sel]; 
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e. MK memberitahukan putusan pembubabaran par­
pol kepada DPR, Badan Eksekutif (Pemerintah), 
dan KPU [Pasals8 ayat (2) UU MK Korsel]; 

f. Setelah diumumkannya putusan MK ten tang pem­
bubaran parpol, parpol terse but harus menyatakan 
bubar (Pasal59 UU MK Korsel); 

g. MK Korsel memerintahkan pelaksanaan putusan 
pembubaran parpol kepada KPU Korsel (Pasal6o 
UU MK Korsel). 

Negara-negara anggota Uni Eropa (the Council of 
Europe, melalui the European Commission for Democ­
racy through Law dalam the Venice Commission 1999 
telah membuat Guidelines on Prohibition and Dissolution 
of Political parties and Analogous Meassures sebagai 
berikut: (http:j /www.venice .coe.int/docs/2000/CDL­
INF(2ooo)ool-e.html): 

1. States should recognize that everyone has the right 
to associate freely in political parties. This right shall 
include freedom to hold political opinions and to re­
ceive and impart information without interference 
by a public authority and regardless of frontiers. 
The requirement to register political parties will not 
in itself be considered to be in violation of this right. 

2. Any limitations of the exercise of the abovemention ed 
fundamental human rights through the activity of 
political parties shall be consistent with the relevant 
provisions of the European Convention for the Pro­
tection of Human Rights and other international 
treaties, in norrnal times as well as in cases of public 
emergencies. 

3. Prohibition or enforced dissolution of political parti es 
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may only be justified in the case of parties which ad­
vocate the use of violence or use violence as a political 
means to overthrow the democratic constitutional 
order, thereby undermining the rights and freedoms 
guaranteed by the constitution. The fact alone that a 
party advocates a peaceful change of the Constitution 
should not be sufficient for its prohibition or dissolu­
tion. 

4· A political party as a whole can not be held respon­
sible for the individual behaviour of its members not 
authorised by the party within the framework of 
political/public and party activities . 

s. The prohibition or dissolution of political parties as 
a particularly far-reaching measure should be used 
with utmost restraint. Before asking the competent 
judicial body to prohibit or dissolve a party, govern­
ments or other state organs should assesss, having 
regard to the situation of the country concerned, 
whether the party really represents a danger to the 
free and democratic political order or to the rights of 
individuals and whether other, less radical measures 
could prevent the said danger. 

6. Legal measures directed to the prohibition or legally 
enforced dissolution of political parties shall be a con­
sequence of a judicial finding of unconstitutionality 
and shall be deemed as of an exceptional nature and 
governed by the principle of proportionality. Any 
such measure must be based on sufficient evidence 
that the party itself and not only individual members 
pursue political objectives using or preparing to use 
unconstitutional means. 

7. The prohibition or dissolution of a political party 
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should be decided by the Constitutional court or other 
appropriate judicial body in a procedure offering 
all guarantees of due process, openness and a fair 
trial. 

VII.Penutup 

Hak untuk mendirikan parpol adalah bagian dari HAM V 
di bidang politik (political rights) yang harus dijamin oleh 
Konstitusi. Oleh karena itu, pelarangan dan pembubaran 
parpol seharusnya hanya dapat dilakukan apabila parpol 
yang bersangkutan nyata-nyata telah melanggar konstitusi 
atau parpol tersebut melakukan kegiatan-kegiatan yang 
justru membahayakan demokrasi dan HAM seperti yang 
diinginkan oleh Konstitusi. 

Pembubaran parpol seharusnya juga melalui "due 
process of law", yaitu melalui proses peradilan yang jujur 
dan imparsial, baik melalui peradilan biasa, maupun melalui 
Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court). 

Perkembangan pengaturan mengenai pembubaran 
parpol di Indonesia sejalan dengan perkembangan de­
mokrasi, semakin demokratis Indonesia, maka akan sema­
kin dipenuhi prinsip due process of law dalam pembubaran 
parpol. 

Kewenangan konstitusional MKRI untuk memutus 
pembubaran parpol adalah konsekuensi dari fungsi MKRI 
sebagai the guardian of the constitution dan visi mewujud­
kan Negara Hukum Indonesia yang demokratis, modern, 
dan bermartabat. 

UU Parpol 2002 dan UU MK yang terkait dengan 
alasan-alasan, mekanisme, dan akibat hukum pembubaran 
parpol masih harus disempurnakan, agar lebih menjamin 
prinsip due process of law. 
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''MAKAR'', ''BUG HAT'', DAN 
"IMPEACHMENT"! 

I. Pendahuluan 

Ada yang menarik dalam pentas politik nasional pasca 
Orde Baru, baik era Presiden B.J. Habibie, maupun era 
Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yaitu dilontar­
kannya tuduhan makar atau bughdt kepada lawan-lawan 
politiknya. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, tuduhan 
makar ditujukan kepada Barisan Nasional (Barnas), sehing­
ga beberapa tokohnya seperti Ali Sadikin dan Kemal Idris 
sempat diperiksa oleh pihak kepolisian, meskipun kemu­
dian tidak ada kabar kelanjutannya. Sedangkan pada masa 
pemerintahan Gus Dur, tuduhan "makar konstitusional" 
dilontarkan oleh para pendukungnya kepada mereka yang 
menuntut Gus Dur mundur dari kursi kepresidenan karena 

' Disempurnakan dari makalah yang pernah dipresentasikan pad a 
Seminar di FIAI Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2001 
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kasus Bulog Gate dan Brunei Gate, bahkan kemudian para 
ulama N ahdlatul Ulama (NU) sibuk membahas masalah 
fatwa bughat untuk menghadapi lawan-lawan politik Gus 
Dur , dan di lapis bawah (grass-root) dibentuk Pasukan 
Berani Mati (PBM) untuk syahid membela Gus Dur . 

Tulisan ini bermaksud mengkritisi persoalan makar 
danjatau bug hat, dalam perspektifhukum Islam dan hukum 
pidana, serta kaitannya dengan upaya-upaya pemakzulan 
seorang Presiden melalui mekanisme impeachment yang 
dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pernah berlang­
sung dua kali (pemakzulan Presiden Soekarno pada tahun 
1967 dan pemakzulan Presiden Gus Dur pada tahun 2001) . 

Juga akan ditelaah mekanisme impeachmentmenurut UUD 
1945 setelah perubahan dan bandingannya dengan pengala­
man di negara lain, tentunya dalam perspektif hukum tata 
negara. 

II. Istilah dan Pengertian "Makar" danjatau "Bug­
hat" 

Istilah makar dan/ a tau bug hat keduanya berasal dari 
bahasa Arab, namun istilah makar lebih populer dari pada 
istilah bughat. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, istilah 
makar (Arab: al-makr) artinya tipu daya, tipu muslihat, 
yang secara semantik berarti: 1) akal busuk, tipu muslihat; 
2) perbuatan dengan maksud hendak menyerang orang; 
dan 3) perbuatan menjatuhkan pemerintah yang sah. Yang 
dimaksud makar dalam Al-Qur 'an adalah suatu perbuatan 
( usaha) oleh seseorang a tau kelompok untuk menentang 
atau membunuh seseorang yang tidak disenangi atau di­
anggap sebagai musuh atau saingan, baik dalam hal agama 
maupun dunia, dengan cara tipu daya dan perbuatan lain 
yang bertentangan dengan ajaran Islam (Q.S. 3: 54; Q.S. 
6: 123; Q.S. 7: 99 dan 123; Q.S. 8: 30; Q.S. 10: 21; Q.S. 12: 
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31 dan 102 ; Q.S. 13: 33 dan 42; Q.S. 14: 46; Q.S. 16: 45 dan 
127; Q.S. 27: so, 51, dan 70; Q.S. 34: 33; Q.S. 35: 10 dan 43; 
dan Q.S. 71: 22). 

Sedangkan istilah bughat artinya tindakan peng ­
aniayaanjpenyelewengan yang dilakukan oleh sekelompok 
orang yang terorganisasi , dengan kekuatan yang perlu diper­
timbangkan, dan pemimpin yang kharismatis. Dalam aksin­
ya, bug hat menggunakan kekuatan fisik dan senjata untuk 
menggulingkan pemerintahan yang sah, danjika perlu lang­
sung membunuhnya . Jadi , istilah makar lebih menekankan 
pada aspek tipu daya dengan rencana dan siasat yang licik 
untuk menjatuhkan seseorang atau pemerintah . Makar 
dalam aksinya dapat menjurus kepada bughat . 

Dalam istilah Belanda , istilah makar digunakan 
sama dengan istilah aanslag yang artinya adalah "Setiap 
perbuatan yang bersifat menyerang yang ditujukan kepada 
Presiden atau Wakilnya dengan maksud hendak merampas 
kemerdekaan, atau menjadikan mereka tidak berdaya atau 
tidak cakap dalam memerintah." (Puspa, 1977; 12-13). 

III. "Makar" dalam Perspektif Hukum Islam dan 
Hukum Pidana 

Dalam perspektif hukum Islam, tidak ada perbedaan 
dari kalangan ulama fikih bahwa pada prinsipnya perbua­
tan makar itu haram hukumnya, karena perbuatan makar 
adalah perbuatan batil yang ingin menyingkirkan kebena­
ran, seperti yang dialami oleh para nabi. Perbuatan makar 
adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, sehingga 
Allah selalu menggagalkan perbuatan makar yang diren­
canakan manusia terhadap para nabi dan akan mengan­
camnya dengan siksa atau bencana besar. Sanksi hukum 
terhadap pelaku makar disesuaikan dengan akibat yang 
ditimbulkan oleh perbuatan makar, yaitu apabila masih 
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berupa rencana atau siasat licik yang bel urn terwujud atau 
dilaksanakan, maka belum ada sanksi pidananya. Tetapi 
jika sudah dilaksanakan yang mengakibatkan penganiayaan 
atau pembunuhan, maka sudah kena sanksi pidana, danjika 
berakibat tewasnya seseorang maka hukumannya adalah 
hukuman mati (qishash) karena pembunuhan. Apabila 
perbuatan makar terse but dilakukan untuk menggulingkan 
penguasa yang sah, maka dikategorikan sebagai bug hat dan 
pelakunya harus diperangi (Q.S. 49: 9). 

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia yang ter­
muat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 
kata makar (aanslag) berarti serangan, yang kemudian 
mendapat penafsiran khusus dalam Pasal 87 KUHP yang 
menyatakan bahwa "Makar untuk suatu perbuatan adalah 
sudah ada, apabila kehendak si pelaku sudah nampak 
berupa permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering) 
dalam arti yang dimaksudkan dalam Pasal 53 KUHP" 
(Prodjodikoro, 1974; 204). Pasal53 KUHP dimaksud adalah 
mengenai percobaan melakukan kejahatan yang dapat di­
hukum (strajbare paging), sehingga tidak dapat dihukum 
suatu perbuatan yang baru merupakan perbuatan persia pan 
( voorbereidingshandeling ). 

Dalam KUHP, perbuatan makar tercantum dalam 
Pasal104 (untuk membunuh Presiden dan Wakil Presiden), 
Pasal1o6 (makar untuk pemisahan wilayah atau separat­
isme), dan Pasal107 (untuk menggulingkan pemerintahan). 
Pasal 104 yang berbunyi "Makar dengan maksud mem­
bunuh Presiden a tau wakil Presiden, a tau dengan maksud 
merampas kemerdekaan mereka a tau menjadikan mereka 
tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati 
atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama 
waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun" mencakup 
tiga macam perbuatan pidana, yaitu: 
1. Makar yang ditujukan atau dilakukan dengan tujuan 
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(oogmerk) untuk membunuh Kepala Negara (Presiden 
dan Wakilnya); delik ini terkaitjuga dengan ketentuan 
Pasal 338 KUHP; 

2. Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk meng­
hilangkan kemerdekaan Kepala Negara; delik ini terkait 
dengan ketentuan Pasal 333 KUHP; 

3. Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk menjadikan 
Kepala Negara tidak dapat menjalankan pemerintah­
an. 

Pasal 106 KUHP berbunyi "Makar dengan maksud 
supaya wilayah negara seluruhnya atau sebagianjatuh ke 
tangan musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan 
sebagian wilayah negara dari yang lain, dian cam dengan 
pidana penjara seumur hid up a tau pidana penjara selama 
waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun." Sedangkan 
Pasal107 berbunyi: ayat (1) "Makar dengan maksud untuk 
menggulingkan pemerintahan, diancam dengan pidana 
penjara paling lama lima belas tahun;" ayat (2)-nya 
berbunyi "Pemimpin dan pengatur makar tersebut ayat 
(1), diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua 
puluh tahun." 

Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa 
istilah makar dan bughdt dapat dipertukarkan, serta 
mencakup makarjbughdt yang ditujukan kepada Kepala 
Negara/Wakilnya (membunuh, menyandera, membuat tak 
bisa memerintah), terhadap wilayah negara (separatis), dan 
yang bertujuan menggulingkan pemerintahan. 

Apakah tindakan MPRS pada tahun 1967 yang me­
makzulkan Presiden Soekarno dan tindakan MPR pada 
tahun 2001 yang memakzulkan Presiden Gus Dur dapat 
dikualifikasikan sebagai makar a tau bughG.t? Uraian berikut 
akan menjelaskan mekanisme pemakzulan seorang Presiden 
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di Indonesia, baik sebelum Perubahan maupun sesudah 
Perubahan UUD 1945 menurut koridor konstitusional yang 
berlaku. 

IV. "Impeachment" untuk Pemakzulan Presiden 
menurut UUD 1945 

Apabila makar atau bughat sebagaimana diuraikan 
di atas berkaitan dengan upayajahat untuk membunuh ke­
pala negara dan/ a tau menjatuhkan pemerintahan yang sah 
dengan cara-cara kekerasan dan inkonstitusional, sehingga 
termasuk kategori perbuatan pi dana, maka di setiap negara 
tersedia mekanisme konstitusional untuk memakzulkan ke­
pala negara dari jabatannya sebelum berakhir, yang terkenal 
dengan istilah impeachment. 

1. "Impeachment" di beberapa negara 

Di Amerika Serikat (USA), impeachment terhadap 
Presiden dan Wakil Presiden (serta semua pejabat sipiljpub­
lik lainnya) tercantum dalamArticle II Section 4 Konstitusi 
USA yang berbunyi "The President, Vice President and all 
civil Officers of the United States, shall be removed from office 
on Impeachment for, and Conviction of Treason, Bribery,or 
other high Crimes and Misdemeanors,"sedangkan institusi 
negara yang berwenang untuk melakukan impeachment 
adalah Senate seperti tercantum dalam Section 3 Article I 
yang berbunyi "The Senate shall have the sole Power to try 
all Impeachments." 

Di Republik Federasi Jerman, impeachment terhadap 
Presiden Federal dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi 
Jerman (Bundesvervassungsgerichts) karena pelanggaran 
UUD atau UU Federal [Pasal13 ayat (4) UUOjuncto Pasal 
49 UU MK Jerman] yang diajukan oleh salah satu dari badan 
legislatif di Jerman, yaitu Bundestag atau Bundesrat. 
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Di Republik Korea (Korea Selatan), impeachment 
terhadap Presiden dan lain-lain pejabat publik dilakukan 
oleh Mahkamah Konstitusi Korea atas usul Majelis Nasional 
(National Assembly), sebagaimana tercantum dalam Pasal 
65 Konstitusi Korea yang berbunyi: 

(1) In case the President, the Prime minister, members of 
the State Council, heads of Executive Ministries, Jus­
tices of the Constitutional Court,judges, members of 
the National Election Commission, the Chairman and 
members of the Board of Audit and Inspection, and 
other public officials designated by Act have violated 
the Constitution or other Acts in the performance of 
official duties , the National Assembly may pass mo­
tions for their impeachment. 

(2) A motion for impeachment prescribed in paragraph 
(1) may be proposed by one third or more of the total 
members of the National Assembly, and shall require 
a concurrent vote of a majority of the total memb ers 
of the National Assembly for passage: Provide , That 
a motion for the impeachment of the assembly and 
approved by two thirds or more of the total memb ers 
of the National Assembly . 

(3) Any person against whom a motion for impeachm ent 
has been passed shall be suspended from exercising 
his power until the impeachment has been adjudi­
cated. 

(4) A decision on impeachment shall not extend further 
than removal from public office: Provided , That it 
shall not exempt the person impeached from civil or 
criminal liability . 
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Ketentuan Pasal 65 Konstitusi Korea tersebut kemu­
dian dijabarkan lebih lanjut dalam Chapter IV, Section 2, 

Article 48 sampai dengan Article 54 Constitutional Court 
Act of the Republic of Korea. 

Konstitusi Kerajaan Thailand tahun 1997juga menge­
nal impeachment terhadap pejabat-pejabat publik seperti 
Perdana Menteri, Menteri, anggota DPR, Senator, Ketua MA, 
Ketua MK, dan lain-lain, sebagaimana tercantum dalam Part 
3 The Removal from Office Section 303 sebagai berikut: 

· "A person holding a position of Prime Minister, Minis­
. ter, member of the House of Representatives, senator, 
President of the Supreme Court of Justice, President of 
the Constitutional Court, President of the Supreme Ad­
ministrative Court or Prosecutor General, who is under 
the circumstance of unusual wealth ness indicative of the 
commission of corruption, malfeasance in office, malfea­
sance in judicial office or an intentional exercise of power 
contrary to the provisions of the Constitution or law, may 
be removedfrom office by Senate." 

The provisions of paragraph one shall also apply to the 
persons holding the following positions: 

(1) Election Commissioner, Ombudsman, judge of the 
Constitutional Court, and member of the State Audit 
Commission; 

(2) Judge, public prosecutor or high ranking official in 
accordance with the organic law on counter corrup­
tion. 

Prosedur impeachment yang dilakukan oleh Senate 
tersebut selanjutnya diatur dalam Pasal 304 s.d. 307 
Konstitusi Thailand. 
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2. "Impeachment" di Indonesia sebelum Pe­
rubahan UUD 1945 

Sebelum Perubahan UUD 1945, pengaturan tentang 
impeachment dalam Konstitusi tidak tercantum secara 
eksplisit dalam pasal-pasalnya, baik mengenai lembaga 
negara mana yang berwenang melakukan impeachment, 
alasan-alasannya, maupun mengenai prosedurnya. Dalam 
praktek ketatanegaraan di Indonesia telah terjadi 2 (dua) 
kali impeachment terhadap Presiden, yaitu impeachment 
terhadap Presiden Soekarno pada tahun 1967 dan impeach­
ment terhadap Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 
pada tahun 2001. 

Dari pengalaman dua kali impeachment tersebut 
dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut. 
a. Dasar hukumnya ialah UUD 1945, khususnya Penjelas­

an UUD 1945juncto Ketetapan MPRNo. III/MPR/1978 
tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga · 
Tertinggi N egara dengan/ a tau an tar Lembaga-Lembaga 
Tinggi Negara; 

b. Lembaga negara yang berwenang melakukan 
impeachment adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) yang meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR) menyelenggarakan Sidang Istimewa (SI MPR) 
untuk meminta laporan pertanggungjawaban Presiden, 
setelah melalui mekanisme Memorandum I dan Memo­
randum II; 

c. Sedangkan lembaga negara yang berwenang mem­
berhentikan Presiden ialah MPR dengan argumentasi 
bahwa MPR yang memilih Presiden dan Presiden ber­
tanggung jawab kepada MPR; 

d. Alasan untuk impeachment dan pemberhentianjpe­
makzulan Presiden lebih bersifat politis, yaitu karena 
pertanggungjawabannya mengenai pelaksanaan haluan 

HUKUM KONSTITUSI DAN MAHKAMAH KONSTITUSI 233 



"MAKAR", "BUGHAT", DAN "IMPEACHMENT" 

negara dan ketetapan-ketetapan MPR ditolak. Dalam 
kasus pemakzulan Presiden Soekarno disebabkan 
laporan pertanggungjawabannya yang diberi nama 
Nawaksara dan Pelengkap Nawaksara yang terkait 
terjadinya peristiwa G-30-SjPKI ditolak dalam SI 
MPRS Tahun 1967. Sedangkan dalam kasus Pres­
iden Gus Dur, semula karena kasus Buloggate dan 
Bruneigate yang menjadi dasar impeachment, tetapi 
alasan pemakzulan dalam SI MPR 2001 lebih dise­
babkan beliau mengeluarkan MaklumatjDekrit yang 
oleh MPR dinilai bertentangan dengan UUD 1945, jadi 
Presiden Gus Dur sendiri tidak datang untuk menyam­
paikan laporan pertanggungjawaban. 

e. Impeachment terhadap Presiden Soekarno dan Pres­
iden Gus Dur masih menimbulkan masalah politik 
dan hukum yang menimbulkan pro dan kontra, karena 
ketidakjelasan pengkaidahan dalam UUD 1945 dan 
instrumen hukum ketatanegaraan lainnya. 

3· Prosedur "Impeachment" sesudah Perubahan 
UUD1945 

Belajar dari pengalaman impeachment sebelum 
Perubahan UUD 1945 yang pengkaidahannya dalam Kon­
stitusi tidak jelas, maka melalui Perubahan Ketiga pada 
tahun 2001, ketentuan tentang impeachment dipertegas 
dalam UUD 1945 melalui ketentuan Pasal7A dan Pasal7B 
sebagai berikut. 
• Pasal 7A: Presiden danjatau Wakil Presiden dapat 

diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwa­
kilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan 
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap 
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain-

234 ABDUL MUKTHIE FADJAR 



"MAKAR" , "BUGHAT" , DAN "IMPEACHMENT" 

nya, a tau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti 
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ a tau 
Wakil Presiden . 

• Pasal7B: 
(1) Usul pemberhentian Presiden danjatau Wakil 

Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat kepadaMajelis Permusyawaratan Raky­
at hanya dengan terlebih dahulu mengajukan 
permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk 
memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat 
Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden 
danjatau WakilPresiden telah melakukanpelang­
garan hukum berupa pengkhianatan terhadap 
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana be­
rat lainnya, atau perbuatan tercela; danjatau 
pendapat bahwa Presiden danjatau Wakil Pres­
iden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 
danjatau Wakil Presiden. 

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Pres­
iden danjatau Wakil Presiden telah melakukan 
pelanggaran hukum terse but ataupun telah tidak 
lagi memenuhi syarat sebagai Presiden danjatau 
Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksa­
naan ftmgsi pengawasan Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Raky­
at kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat 
dilakukan dengan dukungan sekurang-kurang­
nya 2/3 darijumlah anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang 
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 darijum­
lah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, meng­
adili, dan memutus dengan seadil-adilnya terha-
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dap pend a pat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut 
paling lama sembilan puluh hari setelah per­
mintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima 
oleh Mahkamah Konstitusi. 

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan 
bahwa Presiden danjatau Wakil Presiden ter­
bukti melakukan pelanggaran hukum berupa 
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, pe­
nyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau 
perbuatan tercela; danjatau Presiden danjatau 
Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat seb­
agai Presiden danjatau Wakil Presiden, Dewan 
Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang 
paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian 
Presiden dan/a tau Wakil Presiden kepada Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. 

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menye­
lenggarakan sidang untuk memutuskan usul De­
wan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat 
tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan 
Rakyat menerima usul tersebut. 

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
atas usul pemberhentian Presiden danjatau Wakil 
Presiden harus diambil dalam rapat paripurna 
Majelis Permusyawaratcm Rakyat yang dihadiri 
oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah ang­
gota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 
darijumlah anggota yang hadir, setelah Presiden 
danjatau Wakil Presiden diberi kesempatan me­
nyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna 
Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

Dari ketentuan Pasal7Adan Pasal7B UUD 1945 terse­
but di atas dapat disimpulkan bahwa Konstitusi Indonesia 
dengan jelas telah menegaskan: 
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a. Impeachment dan pemakzulan dapat dilakukan ter­
hadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa 
jabatannya; 

b. Impeachmentdapat dilakukan karena dua alasan, yaitu 
Presiden danjatau Wakil Presiden: 
1) telah melakukan pelanggaran hukum berupa peng­

khianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, 
tindak pidana berat lainnya, a tau perbuataan ter­
cela; 

Catatan: Dalam Pasal10 ayat (3) UUNo. 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah Konsitusi (disingkat UU 
MK) dinyatakan bahwa yang dimaksud: 
a) pengkhianatan terhadap negara adalah tin­

dak pidana terhadap keamanan negara se­
bagaimana diatur dalam undang-undang; 

b) korupsi dan penyuapan adalah tindak pi dana 
korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur 
dalam undang-undang; 

c) tindak pidana berat lainnya adalah tindak 
pidana yang diancam dengan pidana penjara 
5 (lima) tahun atau lebih; 

d) perbuatan tercela adalah perbuatan yang 
dapat merendahkan matabat Presiden dan/ 
atau Wakil Presiden; 

2) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 
danjatau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal6 UUD 1945, yaitu harus seorang WNI 
sejak kelahirannya, tidak pernah menerima ke­
warganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, 
tidak pernah mengkhianati negara, dan mampu 
secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan 
tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil 

HUKUM KONSTITU SI DAN MAHKAMAH KONSTITU SI 237 



"MAKAR". "BUGHAT", DAN "IMPEACHMENT" 

Presiden; 

c. Lembaga negara yang terlibat dalam proses impeachment 
dan pemakzulan Presiden danjatau Wakil Presiden ada 
tiga, yaitu: 
1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pengusul 

mosi impeachment ke Mahkamah Konstitusi; 
2) Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang 

memeriksa, mengadili dan memutus pendapat/ 
mosi impeachment DPR; 

3) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai 
lembaga yang memutus usul DPR untuk pemak­
zulan Presiden danjatau Wakil Presiden; 

d. Prosedur atau mekanisme impeachment dan pemak­
zulannya adalah sebagai berikut: 
1) DPR mengadakan sidang paripurna untuk mem­

bahas usulanjmosi impeachment dari anggota 
dalam rangka fungsi pengawasan dengan korum 
(quorum) minimal 2/3 jumlah anggota; tidak 
diatur syarat minimal jumlah anggota yang dapat 
mengajukan usul impeachment ke forum pari­
puma DPR (catatan: di Korea minimal1j3jumlah 
anggota National Assembly; mungkin tergantung 
Peraturan Tata Tertib DPR); 

2) . Agar usul impeachment dapat menjadi pendapat 
DPRyang dapat diajukan ke MKRI harus disetujui 
oleh minimal2/3 jumlah anggota yang hadir; 

3) Setelah terpenuhi ketentuan butir 1) dan butir 2), 
DPR mengajukan permohonan ke MKRI (belum 
jelas siapa yang mewakili DPR ke MKRI, di Ko­
rea oleh Komisi yang mengurusi bidang hukum) 
pendapatnya tentang impeachment terhadap 
Presiden danjatau Wakil Presiden yang menurut 
ketentuan Pasal 8o UU MK harus jelas alasan-
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alasannya disertai keputusan DPR dan proses 
pengambilan keputusannya, risalahjberita acara 
rapat paripurna DPR, dan bukti-bukti dugaannya 
yang menjadi alasan impeachment ; 

4) MKRI wajib memeriksa, mengadili , dan memutus 
pendapat DPR tentang usul impeachment terse but 
dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan 
puluh) hari sejak permohonan impeachment DPR 
dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi 
(Pasal84 UU MK); jika Presiden danjatau Wakil 
Presiden mengundurkan diri, permohonan DPR 
gugur; 

5) Proses persidangan di MKRI belum cukup diatur 
dalam UU MK, misalnya apakah Presiden dan/ a tau 

· Wakil Presiden harus hadir di forum persidangan 
atau dapat diwakili kuasa hukumnya , serta proses 
pembuktiannya, sehingga masih harus diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi 
sesuai dengan ketentuan Pasal 86 UUMK; 

6) Putusan MKRI ada tiga kemungkinan (Pasal 83 
UU MK), yaitu : 
a) Permohonan DPR tidak dapat diterima jika 

tidak memenuhi ketentuan Pasal 80 UU MK 
(syarat prosedural); 

b) Permohonan DPR ditolak apabila impeach­
ment tidak terbukti; 

c) Pendapat DPR dibenarkan apabila impeach­
ment terbukti; 

7) Apabila pendapat DPR dibenarkan oleh MKRI, 
DPR mengadakan sidang paripurna untuk 
meneruskan usul pemakzulan Presiden danjatau 
Wakil Presiden ke MPR; 

8) MPR wajib bersidang untuk memutus usul DPR 
untuk pemakzulan Presiden danjatau Wakil 
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Presiden paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 
diterimanya usul DPR; 

9) Presiden danjatau Wakil Presiden yang diusulkan 
DPR untuk dimakzulkan diberi kesempa tan mem­
berikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR 
yang korumnya minimal3/ 4 darijumlah anggota, 
sedangkan keputusan MPR atas usul pemakzulan 
oleh DPR minimal 2/3 dari jumlah anggota yang 
hadir. 

V. Penutup 

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan 
. bahwa: 

1. 

2. 

3 

2 40 

Makar , bughdt, dan impeachment mempun yai persa­
maan tujuan, yaitu merupakan upaya untuk mem­
berhentikan atau memakzulkan kepala negara, yaitu 
Presiden dan Wakil Presiden; 
Perbedaan an tara makar dan/ a tau bug hdt dengan im­
peachment terletak dalam caranya, yaitu makar yang 
titik beratnya pada niatjahat dan bughdtyang titik be­
ratnya pada tindak kekerasannya, keduanya merupakan 
perbuatan haram jika dipandang dari sudut hukum 
Islam, dan merupakan perbuatan pidana (kejahatan) 
jika dipandang dari sudut hukum pidana. Sedangkan 
impeachmentjustru merupakan mekanisme konstitu­
sional untuk memberhentikan Presiden danjatau Wakil 
Presiden dalam masajabatannya karena alasan-alasan 
pelanggaran hukum oleh yang bersangkutan. 
Adanya mekanisme konstitusional impeachmentterha ­
dap Presiden danjatau Wakil Presiden adalah sebagai 
konsekuensi logis dianutnya sistem presidensial dalam 
sistem pemerintahan suatu negara, hal yang berbeda 
dalam sistem pemerintahan parlementer yang setiap 
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saat pemerintah ( dalam arti kabinet) dapat dijatuhkan 
oleh parlemen dengan mosi tidak percaya. 

4 Yang harus dihindarkan adalah jangan sampai proses 
impeachment didahului dengan perbuatan makar 
danjatau bug hat oleh kelompok-kelompok yang ingin 
mengganti pimpinan negara (Presiden danjatau Wakil 
Presiden), sehingga tidak perlu muncul istilah yang 
saling kontradiktif, yaitu kudeta-konstitusional. 

5 Tiga lembaga negara yang akan terlibat dalam me­
kanisme konstitusional impeachment harus menyiap­
kan instrumen hukum dalam prosedur impeachment 
yang mencerminkan prinsip due process of law dan 
prins ip fairplay dalam demokrasi. 
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